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Siyasah Dusturiyah merupakan istilah yang umum dikenal 
dalam kajian pemikiran politik Islam dan disiplin yang serumpun. 
Selain itu juga dikenal dengan istilah sederhana oleh masyarakat 
akademisi sebagai politik Islam. Biasanya di Indonesia disiplin ilmu 
tentang ini selalu dijadikan paradigma ilmu pembanding dengan 
ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti asas-asas 
dalam tubuh Pancasila dan Undang-Undang hierarki dibawahnya. 
Jika semangat prinsip nilai-nilai islam dan semangat asas-asas 
hukum positif yang berlaku di Indonesia sejalan, maka secara 
otomotasi pula ruh perundang-undangan di Indonesia mempunyai 
kompatibilitas dengan semangat yang dicita-citakan dalam Islam. 


Sejatinya siyasah dusturiyah merupakan tolak ukur atau 
kepanjangan dalam konsep ilmu syariah (magasid syariah), seperti 
yang dikenal dengan istilah kulliyatul khamsah. Syariah islam 
sederhananya mempunyai lima semangat pemeliharaan, meliputi: 
hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-agl, hifdz al-amal. 
Sikap al-@uran dan Hadits dalam menyikapi persoalan kemanusiaan, 
tentunya bisa dikatakan “guite dynamic” asala tidak melanggar dari 
lima semangat pemeliharan tersebut. 
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Pertanyaan sederhana dalam melihat prinsip dan asas hukum 
yang berlaku di Indonesia adalah, apakah didalamnya ada unsur yang 
melanggar prinsip-prinsip Islam?, Seperti melarang warga negara 
untuk beragama atau tidak mengakomodasi hal peibadatan (hifdz 
al-din), melanggar Hak Asasi Manusia (hifdz al-nafs wa al-nasl), hak 
berpendapat (hifdz al-agl), dan melarang warga untuk membuat 
usaha dan mencabut ha katas kepemilikan tanah, rumah, dan harta 
benda lain (hifdz al-mal). Namun jika semua itu justru diperjuangkan 
dan di akomodasi oleh negara dan hukum, justru negara yang di 
duduki sekarang ini lebih pantas disebut sebagai religious nation 
state. Artinya, sebuah negara yang tidak sekular maupun negara 
yang menjadikan salah satu agama sebagai dasar negara, melainkan 
sebuah negara yang beragama dan mengakomodasi tiap-tiap warga 
negara yang beragama untuk hidup berdampingan dan menjalankan 
kehidupan spiritual sebagai mana mestinya. 


Terkait pelaksanaan pemerintahan dalam sistem birokrasi 
yang sedang berlangsung, mungkin dalam perjalanan sejarah 
ke-Indonesiaan perlu diperhatikan untuk melihat sejauh mana 
perubahan-perubahan budaya birokrasi dari masa ke masa. 
Birokrasi pada masa orde baru bukan lagi menjadi rahasia umum, 
ketika aparatur negara pada saat itu hanyalah sebuah alat untuk 
melanggengkan kekuasaan. Juga tidak sedikit aparatur negara pada 
masa orde baru melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan 
ongkos negara seperti kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Kejahatan tersebut memang sampai sekarang masih sangat diminati 
oleh para oknum yang menduduki jabatan sentral, meskipun tidak 
sedikit juga yang tertangkap tangan. Yang jelas bahwa birokrasi 
sekarang ini perlu ada kajian yang mendalam untuk menutupi area- 
area yang bisa memunculkan pintu untuk melakukan kegiatan KKN. 


iv & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 


Kini dalam masa reformasi-birokrasi sudah menjadi 
terobosan awal untuk menerapkan sistem yang baik, agar 
penyelenggaran pemerintahan atau birokrasi bisa lebih terkontrol. 
Jika penyelenggaraan birokrasi terkontrol, maka tata kelola 
pemerintahan-pun berjalan dengan baik. Hal ini yang biasa dikenal 
dengan good governance, sebuah tata kelola yang sampai sekarang 
perlu diupayakan untuk direalisasi sehingga upaya awal pemerintah 


dengan menerapkan sesbuah sistem merit. 


Sistem merit sudah menjadi sebuah manajemen dan pengelolaan 
aparatur negara yang secara konstitusi tertuang dalam UU No 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Didalamnya diterangkan 
sedemikian rigid dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan. 


Dasar dari manajemen dan pengelolaan aparatur negara sudah 
menjadi regulasi yang sah dan harus dijalani, ada kekurangan atau 
hal yang perlu dikritisi dalam tubuh regulasi itu sudah menjadi 
urusan peneliti yang membidanginya dan ada lembaga resmi 
negara yang mengurusi hal perundang-undangan. Tinggal mau 
atau tidak bagi para peneliti untuk membantu menjalankan fungsi 
cheks and balances. Karena perundang-undangan sejatinya tidaklah 
sempurna atau tanpa celah, justru karena manusia yang ikut campur 
tangan dalam merumuskan perundang-undangan, berarti pasti ada 
kelemahan atau ketidaksempurnaan didalamnya. 


Buku yang berjudul Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah 
Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara 
di Indonesia), berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
penulis buku ini, saat menyelesaikan studinya pada program Magister 
Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada saat itu saya (pengantar 
buku) berperan sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan 
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penelitian tesisnya. Ada perubahan judul dari bentuk penelitian 
kedalam bentuk buku ini, dimaksudkan demi menyederhanakan 
judul sesuai kebutuhan daripada penulis. Namun hal tersebut tidak 


mengurangi esensi dari hasil penelitian ini. 


Buku ini merupakan analisa terhadap birokrasi yang ada di 
Indonesia dan sedikit menyentuh pada bidang siyasah dusturiyah 
guna melihat kompatibilitas antara perundang-undangan di 
Indonesia dan prinsip-prinsip Islam. Juga merespon sejauh mana 
implikasi atas kehadiran UU ASN ini disertai penyelenggaraan dari 
pihak yang bertanggung-jawab dalam hal ini. Tentu yang menjadi 
poros dalam buku ini, ialah dengan melihat sejauh mana perjalanan 
asas keterbukaan dan kompetitif ini bekerja dalam promosi seleksi 
dan pada JPT Pratama pada khususnya. Untuk lebih lengkapnya 
silahkan membaca dengan seksama yang ada dan telah disediakan 
buku ini, semoga buku ini bias bermanfaat untuk semua kalangan, 
amiin. 

Wallahulmuwafig ila agwamith tharig 


Assalamualaikum warhmatullah wabarakatuh 


Yogyakarta, 14 Juni 2019 
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum 
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PENGANTAR 
(Dr. Hj. Siti Fatimah, SH., M.Hum) 
Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 


Tulisan saudara Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H 
tentang Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi 
atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia), ini 
mengkaji dan membedah bagaimana proses rekrutmen lelang 
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perspektif keilmuan: 
ilmu hukum dan siyasah dusturiyyah. Metode ini sejalan dengan 
apa yang dikembangkan dalam tradisi keilmuan di UIN Yogyakarta 
yakni metode interkoneksi-intgralistik, bahwa tidak ada dikotomi 
ilmu-ilmu agama dengan ilmu ilmu sosial-hukum (Humaniora), 


keduanya saling sapa. 


Birokrasi proses lelang jabatan (open promotion) secara ideal 
harus mengikuti kaidah-kaidah dan persayratan-persyaratan tertentu 
(das sollen) misalnya: tahapan persiapan, tahapan seleksi dan dan 
didasarkan merit system yang seharusnya dilakukan secara terbuka 
dan transparan (open rekrutmen). Akan tetapi seringkali di lapangan 
dalam prakteknya (das Sein) berbeda, calon sudah dipersiapkan 
terlebih dahulu. Misalnya dalam kasus pengisian dan pengangkatan 
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JPT Pratama yang disuguhkan oleh penulis pada bagian kedua 
buku ini. Hal ini menjadi menarik karena penulis memaparkan 
fakta-fakta riil di lapangan secara menarik sehingga buku ini terasa 
hidup dan menarik karena kemudian bagaimana persoalan birokrasi 
Indonesia dikupas dari bingkai siyasah dusturiyah. Semoga buku 
ini memberikan pencerahan dan menambah khasanah keilmuan 
bagi para pembaca. Amin. 


Yogyakarta, 2019 
Dr. Siti Fatimah, SH., M.Hum 
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PRAKATA 


Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin, segala puja dan puji syukur 
penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Esa. Jika tanpa karunia- 
nikmat-ma'unah-Nya mustahil naskah buku ini bisa selesai dengan 
baik, mengingat tugas dan kewajiban lain bersamaan hadir. Penulis 
merasa tertantang untuk menyelesaikan naskah buku ini, sebab 
awalnya naskah ini berasal dari hasil pencapaian menyeleaikan 
studi Magister Hukum Islam pada konsentrasi Hukum Tata Negara 
dalam bentuk Tesis. Apalagi dirasa Tesis hanya ada dan boleh dibaca 
dilingkungan perpustakaan Perguruan Tinggi terkait, lebih baik 
dipublikasikan dalam bentuk buku agar bisa dibaca oleh khalayak 
ramai sebagai bentuk merealisasikan cita hasil penelitian. Buku ini 
dikembangkan dari yang semulanya ialah Tesis, dengan mengingat 
bahwa sangat perlu sekali untuk dipublikasikan kepada masyarakat 
umum, akademisi dan praktisi hukum yang membutuhkannya 


sebagai dasar dalam memahami studi hukum dan realitasnya. 


Selain itu buku ini juga tidak sedikitpun mengubah substansi 
awalnya yang semula dalam bentuk tesis, yang dimaksud 
dikembangkan ialah hal-hal yang dirasa tidak relevan untuk 
diterbitkan seperti format penulisan dalam bentuk Tesis dan format 
dalam bentuk buku adalah berbeda. Selain itu, yang kembangkan 
hanya pada tataran literatur dan penegasa-penegasan dari penulis 
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atas literatur yang dikutip menjadi referensi. Soal publikasi dari 
semula berbentuk tesis kemudian menjadi buku, ialah lagi-lagi 
tidak lain hanya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, 
disamping kita juga mengetahui bahwa ilmu hukum, sosial, budaya, 
agama dan sejenisnya tentu harus selalu berdampingan dengan 
perkembangan zaman. Karena arus globalisasi begitu pesat mengenai 
perkembangan dan pertumbuhannya, maka ilmu pengetahuan-pun 
dipaksa harus terus mengejarnya. 


Penulis menganggap buku ini mempunyai beberapa kelebihan 
yang tidak dimiliki pada buku-buku lain, sepanjang yang telah penulis 
baca (meskipun buku ini terinspirasi dari kumpulan-kumpulan 
karya akdemik tentang ilmu hukum yang ada sebelumnya). Namun 
bukan berarti buku ini infallible seperti kitab suci, atau kitab yang 
dipandang orang suci. Yang pasti buku ini mempunyai sisi kelemahan 
baik dari segi literatur dan penulisan (sepanjang pembaca berperan 
sebagai pembedah buku ini), karena yang menulis buku ini tidak 
lain ialah manusia yang notabenenya ialah makhluk ciptaan. 


Soal beberapa kelebihan dalam buku ini, penulis mengangkat 
judul Ilmu Hukum dalam Simpul Siayasah Dusturiyah (Refleksi 
atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia). Dari sini 
saja dapat dilihat bahwa tidak ada satu-pun buku dan sejenisnya 
menggunakan nomenklatur judul yang oleh penulis tawarkan. 
Karena dari segi judul saja sudah berbeda, maka sampai kepada 
konten-nya pun pasti ada banyak yang berbeda dengan buku- 
buku lain atau sejenisnya. Diantara kelebihan lain ialah tentang 
konten, sedikit penulis gambarkan soal Ilmu Hukum dalam Simpul 
Siyasah Dusturiyah. Sangat jarang sekali ada penulis yang mau 
mengangkat ini, munculnya siayasah dusturiyah menjadi judul 
buku dan bahasan di dalamnya disepadankan atau berjabatan 
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dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya di Indonesia. 
Adalah berusaha untuk melihat sejauh mana ilmu hukum khususnya 
bentuk perundang-undangan di Indonesia di mata-matai oleh 
siyasah dusturiyah, jika yang ditawarkan pada nilai dan prinsipnya 
ialah sejalan dengan isi kandungan prinsip-prinsip pokok dan 
nilai-nilai dalam Islam, maka tidak sepatutnya dikatakan bahwa 
Islam harus menolak hukum perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia dengan terlebih-lebih ingin mengubahnya dengan 
format simbol-simbol keagamaan tertentu saja. Terlebih dalam 
buku ini menjangkau pembahasan mengenai lahirnya format, 
struktur, atau kasta perundang-undangan di Indonesia dari sejarah 
lahirnya hingga perubahan-perubahan yang belakangan telah 
ditetapkan dan diberlakukan bahwa UU No 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi rujukan 


utama pembentukan Regulasi di Indonesia. 


Untuk lebih jauhnya lagi kelebihan dalam buku ini memuat 
beberapa contoh praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dalam konteks hukum, simpul siyasah dusturiyah, dan realitas 
mekanisme yang dijalankan. Ini juga dibahas secara rinci oleh penulis, 
mengingat bahwa sepanjang sejarah bagaimana kesesuaian antara 
konten perundang-undangan dan pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan selalu tumpang tindih bahkan beberapa “pelaku 
birokasi” ada yang melanggarnya atas nama konstitusional, 
meskipun itu bagi penulis hanyalah sebagai pengakuan yang tidak 
dapat dipertanggung-jawabkan, serta beberapa kelebihan lainnya 
yang tidak bisa disebutkan satu-persatu agar pembaca bisa leluasa 
untuk menilai sampai dimana titik kelebihan dan kekurangan 
pada buku ini. Namun yang pasti ada banyak kelebihan lain yang 
dirasa pembaca perlu untuk mengkajinya secara mendalam lagi. 
Tapi disamping kelebihan yang ada pada buku ini, tentu juga pasti 
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ada kekurangan yang penulis yakini terkait literatur dan kesalahan 
penulisan bahkan gaya penulisan yang mungkin dirasa rumit. Tapi 
ini bisa dilacak oleh para pembaca yang cermat dan cerdas, sangat 
diperlukan sekali kritik dan saran oleh pembaca, karena kritik dan 
saran menurut penulis adalah stimulus dan suplemen yang positif 
lagi bagi. Untuk mencapai ucapkan terima kasih setulus-tulusnya 
dan mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, 
lebih-lebih penulis mengharapkan buku ini dapat menginspirasi 
generasi pemuda masa depan dalam mengembangkan studi ilmu 


hukum dan hukum Islam. 
Wallahul muwafig ila agwamith thariig 


Waas Salamu'alaiikum Wa Rahmatullah Wabarakaatuh 


Yogyakarta, Juni 2019 
Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, S.Th.I., M.H 
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BAGIAN PERTAMA 
PENDAHULUAN 


A. Imaji Good Governance, Sistem Merit, dan Open Promotion 


Pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat dalam 
hubungannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
pokok-pokok pemerintahan daerah telah menyisakan beberapa 
asas penyelenggaraan bagi pemerintahan di daerah, yang sampai 
saat ini dikenal dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 


pembantuan. 


Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari 
bagian penyelenggaraan pemerintahan pusat dengan kewajiban 
mempertanggung-jawabkan tugas yang telah dikerjakan, meskipun 
pemerintah daerah telah menggenggam wilayahnya secara otonom. 
Otonomi daerah tidak hanya menuntut agar pelaksanaan program- 
program daerahnya otonom dan bisa dipertanggungjawabkan 
kepada pemerintahan pusat secara eksternal, tetapi juga secara 
internal bagaimana menjalankan birokrasi pemerintahan daerah 
yang berdasarkan sistem merit. Mengingat sepanjang sejarah 
birokratisasi Indonesia di masa pemerintahan orde baru terkesan 


1 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Cet. ke-3 (Bandung: CV. Mandar Maju, 
2007), hlm. 229-231. 
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atau cenderung mengurus kehidupan publik bukan sebagai 
pelayanan publik, sehingga peran dan posisi birokrasi sulit dikontrol 
oleh publik yang akhirnya berbagai patologi birokrasi seperti korupsi, 
kolusi dan nepotisme sulit terlacak.? 

Masa pemerintahan orde baru kurang lebih selama 32 tahun, 
secara nyata bahwa birokrasi pemerintahan dibangun untuk 
memperkuat kekuasaan penguasa, dengan hasil bahwa birokrasi 
pemerintah sangat kuat dan melebihi kekuasaan atau kedaulatan 
rakyat, sehingga menurut Miftah Thoha bahwa “birokrasi 
pemerintahan Orde Baru diibaratkan sebagai kerajaan pejabat 
(officialdome). Bahkan setelah reformasipun permasalahan kepega- 
wajan masih tergambar buruk dimata publik, seperti retorik yang di 
kutip oleh Muhammad Eko Atmojo, ialah: 


1. Tidak meratanya pendistribusian pegawai: 

2. Rendahnya kualitas dan tidak kesesuaian kompetensi yang 
dimiliki, 

3. Kesalahan penempatan, 

4. Tidak jelasnya karier yang ditempuh 


5. Rekrutmen pegawai negeri sipil di Indonesia kebanyakan 
berdasarkan politis dan tidak berdasarkan kompetensi. 

6. Rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta 
pembinaan karier pegawai negeri sipil sangat tidak 
memperhatikan prinsip kompetensi, tetapi atas dasar pada 


2 Agus Dwiyanto, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Cet. ke-2 (Yogya- 
karta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 40. 

3 Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, (Yogyakarta: 
Thafa Media, 2012), hlm. 1. 

4 Mohammad Eko Atmojo, “Analisis Proses Promosi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara, Studi Kasus: Proses Promosi Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah 
Daerah Istimewa Yogyakarta” Journal: Aristo, Vol 4, No 2, Juli 2016, hlm. 120. 
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pertimbangan politik. 

Perlunya regulasi perundang-undangan yang baik dan prosedural 
menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk membatasi gerak 
sesuai norma yang berlaku, agar terhindar dari penyelewengan 
fungsi, tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan. 


Sekelumit permasalahan kepegawaian yang terjadi, salah 
satunya seperti dalam pemerintahan daerah Kabupaten Sambas 
tentunya yang menjadi tolak ukur penelitian ini. Beberapa kasus 
bahwa bupati terpilih tahun 2016-2021 di Kabupaten Sambas di duga 
menyalahi pelaksanaan perundang-undangan secara prosedural, 
terkait dengan pemberhentian Jami'at Akadol sebagai Sekda di 
Kabupaten Sambas secara lisan pada tanggal 17/02/2017. Sehingga 
hal tersebut direspon Cornelis sebagai Gubernur Kalimantan Barat 
dua periode (2008-2018), tentang prosedural dengan tidak adanya 
konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur Kalimantan Barat. 
Menyusul permasalahan tersebut, Bupati Kabupaten Sambas 
mengumumkan bahwa dalam seleksi pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi (JPT) Pratama sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) dibuka 
secara nasional dengan dilaksanakan “promosi jabatan terbuka” 
(open promotion). Hal ini yang menjadi perhatian penuh, karena 
pada periode kepemimpinan Atbah sebagai Bupati terpilih tahun 
2016-2021, telah berhasil melakukan seleksi secara terbuka dengan 


5 Terkait penjelasan lebih lanjut lihat bahasan lebih lengkapnya oleh Raymond 
Kasuwardi, “Diberhentikan dari Sekda Sambas, Jamiat Lakukan Hal Ini ”, 
dalam http://pontianak-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/c/pontianak. 
tribunnews.com/amp/2017/03/06/diberhentikan-darisekda-sambas-jamiat- 
lakukan-hal-ini, diakses tanggal 24 November 2017. 


6 Terkait penjelasan lebih lanjut lihat bahasan lebih lengkapnya oleh Raymond 
Kasuwardi, “Cornelis: Pemberhentian Sekda Harus Konsultasi dengan 
Gubernur”, dalam http://pontianak.tribunnews.com/amp/2017/03/09/ 
cornelis-pemberhentian-sekda-harus-konsultasi-dengan-gubernur, diakses 
tanggal 24 November 2017. 
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skala nasional pada JPT Pratama sebagai Sekda di Kabupaten 
Sambas. 


Seleksi yang dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan regulasi 
UU No 5 Tahun 2014, Pasal 108 ayat 3 (tiga), bahwa: 


“Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara 
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan 
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan 
pelatihan, rekamjejakjabatan, dan integritas serta persyaratan 
jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 


undangan” 


Seleksi yang dilaksanakan pada tingkat nasional selanjutnya di 
atur pada ayat 4 (empat): “Pengisian jabatan pimpinan tinggipratama 
dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau 
antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi? 


Open promotion dilaksanakan di Kabupaten Sambas pada JPT 
Pratama sebagai Sekda dalam tahapannya berusaha menerapkan 
sistem merit. Namun belum diketahui secara pasti seluruh 
pelaksanaannya menunjukkan pelaksanaan yang menerapkan 
sistem merit. Karena rekuitmen dan pengisian sebagai pejabat 
birokrasi dalam pengelolaanya harus berdasarkan sistem merit 
secara utuh meliputi keahlian, kompetensi dan profesional.” 
Penjelasan mengenai sistem merit ditegaskan dalam sebuah regulasi 
UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 (satu) 
angka 22, bahwa: 


“Sistem merit merupakan kebijakan dan Manajemen ASN yang 
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara 


7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 
8 Ibid. 
9 Mohammad Eko Atmojo, “Analisis Proses”. hlm. 7. 
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adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang 
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status 


pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan”” 


Munculnya manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dalam birokrasi pemerintahan menunjukkan bukti, bahwa 
keseriusan peme-rintah negara untuk menciptakan sebuah tata 
kelola birokrasi pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga 
pergerakan daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan 
dapat dikelola dengan baik oleh pejabat birokrasi pemerintah daerah 
berdasarkan merit sistem. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, Pasa1 (satu) angka 2 (dua), bahwa: 


“Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan 
Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, 
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, 


»u 


dan nepotisme”. 


Bukti keseriusan pemerintah yang tertuang dalam sebuah 
regulasi menunjukkan adanya harapan, bahwa perbaikan dalam 
reformasi-birokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai 
tugas, fungsi dan wewenang secara proseduralistik. Namun 
kebijakan dan pengaturan tentang ASN pasca-reformasi yang 
telah dibuat dalam sebuah regulasi perundang-undangan kadang 
terabaikan, bahkan transaksi jual-beli jabatan-pun masih sangat 
sering dilakukan. Hal ini disinyalir oleh pernyataan Asman Abnur 
(Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
2016-2018) yang mengatakan bahwa: 


“sebagian besar daerah di Indonesia masih banyak yang belum 
menerapkan sistem merit. Sehingga transaksi jual beli jabatan 


10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 
u Ibid. 
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masih cukup besar. Melalui sistem merit ini diharapkan dapat 


»”12 


menutup kemungkinan transaksi jual beli jabatan tersebut 


UU ASN dan praktek pelaksanaan open promotion Sekda di 
lingkungan birokrasi Pemerintahan inilah yang menjadi awal tolak 
ukur, untuk melihat sejauh mana pemerintahan daerah dinilai 
sudah menerapkan imaji good governanvce dan sistem merit. Kerana 
upaya reformasi birokrasi di Indonesia saat ini telah menempuh 
babak baru sejak pemerintah mewarkan grand design reformasi 
birokrasi melalui Perpes Nomor 81 tahun 2010 agar lebih terarah dan 
sustainable. Peluncuran grand design tidak terlepas dari pencapaian 
indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2011 menempati posisi 
terbersih dari korupsi ke 100 dari 183 negara." 

Pelaksanaan program-program kerja dalam pelembagaan 
reformasi birokrasi diharapkan bisa direalisasikan secara terarah dan 
sustinable dengan mengejawantahkan 8 (delapan) are perubahan 
yang diharapkan, meliputi: 

1. Penataan organisasi agar susunan organisasi tersebut lebih 

tepat fungsi dan guna, 

2. Penatalaksanaan (business process) yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip good governance, 


3. Rekonsiliasi peraturan agar tidak tumpang tindih dan lebih 


12 Terkait penjelasan lebih lanjut lihat bahasan lebih lengkapnya dalam 
Republika.co.id, “Pemerintah Percepat Penerapan Sistem Merit”, dalam http:// 
m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/c/s/m.republika.co.id/amp/p5ksot415 
, diakses tanggal 24 April 2018. 

13 Defny Holidin dkk, Reformasi Birokrasi dalam Transisi, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2016), hlm 1. 


14 Ibid., hlm 14. Lihat selengkapnya Hasan Basri, Gusnadi Sikumbang, Agusmidah, 
Suhaidi, “Analisis Pengembangan Karir ASN Berdasarkan Merit Sistem (Studi 
Penelitian Di Pemerintahan Aceh Tengah)”, USU LAW JOURNAL, Vol 6, No 3, 
April 2018, hlm 57. 
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8. 


kondusif bagi produktifitas, 


Diselenggarakan oleh sumber daya aparatur yang dikelola 
secara profesional dan berintegritas serta terhindar dari 
pelanggaran hukum, 


Pengawasan yang efektif dan membangun, 

Akuntabel: 

Berorientasi pada pemantapan dalam fungsinya sebagai 
pelayan publik, 


Mindset dan Cultureset yang reformis dan inovatif. 


B. Sekelumit Sistem Pengangkatan JPT ASN 


Pengangkatan Jabatan ASN khususnya Jabatan Pimpinan 


Tinggi (JTP) sudah cukup banyak dilakukan studi kasus dibeberapa 


daerah, baik sebelum dan setelah berlakunya regulasi UU ASN 


Tahun 2014. Salah satu kasus yang bisa dijadikan sebagai rujukan 


dalam permasalahan sistem pengangkatan Jabatan ASN Sebelum 
berlakunya UU ASN Tahun 2014 adalah penelitian Tesis H. La Ode 
Hasirun.” Hasil temuan penelitian tersebut mengungkap bahwa: 


1. 


Pada sudut pangkat pengangkatan PNS dalam jabatan 
struktural birokrasi Setda Kabupaten Buton secara 
administratif ada yang diangkat masih dibawah pangkat 
dasar, tetapi tidak dianggap sebagai masalah karena tidak 
melanggar aturan dalam pengangkatan pejabat struktural. 
Pada sudut pendidikan formal ada beberapa pejabat eselon 
pada lingkup Setda dan teknis yang tidak sesuai, namun 
tidak secara keseluruhan. 


15 H. La Ode, “Analisis Pengangkatan Pejabat Struktural dalam Meningkatkan 
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2006 dan 2007” Tesis 
(Kendari: Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 2009). 
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3. 


5 


Pada lingkup senioritas dalam proses pengangkatan PNS 
pada jabatan struktural dalam lingkup Setda Kabupaten 
Buton dapat dikatakan tingkat senioritas belum 
diperhatikan. 

Fungsi Baperjakat yang lemah dan adanya kepentingan 
para pejabat, baik pejabat birokrasi maupun pejabat politik. 
Jalur-jalur yang digunakan dalam mendapatkan jabatan 
yaitu jalur pende-katan sumber daya yang dikorbankan. 


Setelah berlakunya UU ASN Tahun 2014, maka sistem 


pengangkatan Jabatan ASN khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi 


(JPT) diatur dalam tubuh Perundang-undangan secara lebih 


terperinci, guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik 


(good governance) dengan kebijakan dan manajemen ASN yang 


menerapkan merit sistem. Gambaran sistem pengangkatan JPT 


dijelaskan oleh Ajib Rakhmawanto" hasil penelitiannya tersebut 


menjelaskan bahwa, sistem pengangkatan JPT ASN dilakukan sesuai 


sistem merit melalui seleksi terbuka, mulai dari: 


Ik 


2. 


3 
4 
5 


Seleksi administrasi, 

Seleksi kompetensi: 

Tes wawancara, 

Penelusuran rekam jejak, serta 


Tes kesehatan dan psikologi yang menghasilkan 3 (tiga) 
kualifikasi untuk ditetapkan 1 (satu) Jabatan Pimpinan 
Tinggi (JPT) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). 


Namun dalam praktek dan implementasi UU ASN Tahun 


2014 terkait open promotion jabatan ASN-pun disetiap daerah 


16 Ajib Rakhmawanto, “Model Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur 
Sipil Negara Dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 2014” Jurnal Penelitian 
Hukum De Jure, Vol 16, No. 4, Desember 2016 hlm 411-424. 
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mempunyai kasus yang berbeda, seperti penelitian oleh Muhammad 


Eko Atmojo”,yang membahas mengenai studi kasus pada proses 


promosi Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah Daerah Istimewa 


Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut, antaranya: 


Te 


Pelaksanaan proses promosi jabatan di Pemerintahan 
Daerah Istimewa Yogyakarta dikakukan dengan tahapan 
seleksi administrasi, assesment center, fit and proper test, 
fakta integritas dan evaluasi setiap 6 bulan. Tujuannya agar 
mendapatkan pegawai yang kompeten dan profesional, 
sehingga dalam penempatan pegawai sesuai dengan 
kompetensi dan bidangnya. 


Tidak adanya pemilukada di Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) bukan berarti tidak ada faktor patronage dalam 
pelaksanaan promosi jabatan. 


Pelaksanaan promosi jabatan di Pemerintah Daerah 


Istimewa Yogyakarta menggunakan semi sistem merit. 


Pelaksanaan promosi jabatan struktural di Pemerintah 
Daerah Istimewa Yogyakarta relatif baik dibandingkan 
dengan daerah lain. Hal ini terlihat dari proses seleksi yang 
sangat selektif, sehingga secara tidak langsung membuka 
lebar peluang bagi setiap pegawai negeri sipil untuk 
meningkatkan karir berdasarkan kompetensi atau sesuai 
prinsip the right man on the right place. 


Proses open promotion Jabatan daerah lain dalam penelitian 


yang dilakukan oleh Ginta Monita", seperti di Provinsi Lampung 


17 Mohammad Eko Atmojo, “Analisis Proses Promosi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara, Studi Kasus: Proses Promosi Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah 
Daerah Istimewa Yogyakarta”, Journal: Aristo, Vol 4, No 2, Juli 2016, hlm. 119-128. 


18 Ginta Monita, “Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Secara Terbuka di Provinsi 
Lampung”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2009). 
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dan Kabupaten Pringsewu. Untuk di daerah Provinsi Lampung 
diadakan open promotion Jabatan Pimpinan Tingga Madya sebagai 
Sekda Provinsi Lampung pada tanggal15 Juli 2016 sampai 19 Agustus 
2016 dan JPT Pratama sebagai Sekda Kabupaten Pringsewu pada 
12 Februari 2015 sampai 10 Juni 2015. Hasil penelitian tersebut, 


diantaranya: 


1. Pengaturan pengisian jabatan Sekda secara terbuka di 
Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu bahwa, 
menurut UU ASN dapat menghasilkan pemimpin yang 
berkompeten dan berkualitas apabila open promotion Sekda 
dilakukan secara objektif sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 


2. Pelaksanaan pengisian jabatan Sekda secara terbuka di 
Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu sudah sesuai 
dengan peraturan Perundang-undangan. 


Open promosion JPT Pratama Sekda yang dilaksanakan 
di Kabupaten Blora diumumkan seleksi terbuka pada tingkat 
kabupaten/kota pada tanggal 5 Desember 2014. Sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh M. Aminudin”, yang bertujuan untuk 
menganalisis unsur akuntabilitas prosedural seleksi terbuka 
jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kabupaten Blora. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pengisian 
jabatan secara terbuka dimuali dari pembentukan pansel penetapan 
standar kompetensi, seleksi kompetensi penelusuran rekam jejak, 
wawancara, pengumuman hasil seleksi, sampai kepada koordinasi 
kepada Gubernur dan KASN telah akuntabel (memenuhi syarat 
peraturan Perundang-undangan). 


19 M. Aminudin, “Akuntabilitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
Sekretaris Daerah Kabupaten Blora”, Journa of Public Sector Innovation, Vol1, 
No 1, November Tahun 2016, hlm. 1-6. 
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Model open promotion di pemerintahan daerah provinsi 
Yogyakarta pada penelitian yang dilkukan pada tahun 2015 oleh 
MHD Raffi Yahya dan Dyah Mutiarin?”, yang proses menggunakan 
assessment center. Menarik untuk dilirik dalam penelitiannya bahwa 
Pemda DIY termasuk salah satu pemerintahan yang pertama kali 
melakukan pengisian jabatan struktural menggunakan model 
lelang jabatan dan pertama kali juga mengaplikasikan metode 
assessment center yang merupakan.” Hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa: ada perbedaan makna lelang terbuka diantara 
promosi yang dilakukan oleh Pemda DIY dan UU ASN tahun 2014, 
keterbukaan dalam UU ASN tahun 2014 ialah keterbukaan bagi 
seluruh ASN yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses seleksi. 
Sedangkan keterbukaan yang dilakukan Pemda DIY dengan memilih 
kandidat-kandidat yang berkompeten dan dianggap pantas untuk 
mengemban jabatan struktural, pemilihan kandidat tersebut dengan 
mencari informasi atau membuat profil dengan men-tracking nama- 
nama yang dianggap pantas oleh BAPEKJAKAT yang dibantu bidang 
promosi dan mutasi BKD Pemda DIY. 


C. Mengenal Siyasah Dusturiyah 


Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah 
siyasah dusturiyah, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan 
siyasah dusturiyah tapi melewatkan perngertian dan makna dari 
Jigh siyasah, karena kelahiran siyasah dusturiyah ialah berawal dari 
keberadaan figh siyasah. 


Figh atau fikih berasal dari fagaha-yafguhu-fighan, dengan arti 


20 MHD Raffi Yahya, Dyah Mutiarin, Model LelangJabatan di Pemerintah Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 
Vol 2, No 2 Juni 2015. 


21 Ibid., hlm 290-291. 
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bahasa bahwa figh adalah paham yang mendalam.? Secara istilah 
figh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan 
syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil 


(terinci dari al-Guran dan Sunnah).? 


Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, 
memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan 
siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan 
pada sesuatu yang bersifat politis. 


Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Igbal bahwa kata 
dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa 
persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik 
maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut 
menglami penyerapan dalam bahasa arab dusturi berkembang 
maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah 
dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan 
kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis 
(konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian 

Jigh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, 

didalamnya juga mebahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, 
lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah 
dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 
buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak- 
hak yang wajib dilindungi.” 

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan 
untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat 


22 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 
Prenamedia Group, 2014), hlm 2. 


23 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm 22. 
24 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm 3. 
25 Ibid., hlm 177. 
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dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam 
siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, 
pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Our'an dan 
Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil 
maslahat dan menolak mudharat).” Menurut Munawir Sjadzali ada 
6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia 
dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyrakat 
seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, 
keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan 
beragama.? Sedangkan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid 
tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial 
kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai 
dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga 
dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan 
dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah 
tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan 
kedudukan di mata hukum (eguality before the law). Seperti halnya 
Maroko dan Yordania yang menganut prinsip-prinsip hukum Islam 
yang jelas-jelas tercantum dalam undang-undang dasarnya, namun 
terkait bidang-bidang perdata yang lain dan pidana selain daripada 
masalah perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, fikih 


Islam merupakan salah satu sumber utama di samping sumber- 


26 Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 
Tesis dan Disertasi, Cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 41. 


27 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 
189. 

28 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran, 
(Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 5. 


29 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar'iyah, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 
hlm. 25-40. Lihat juga Muhammad Igbal, Figh Siyasah, hlm. 178. 
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sumber yang lain, termasuk barat.” 


Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah 


yang membahas secara khusus terkait perndang-undangan negara 


(konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). 


Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara 


hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah 


dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dislindungi." 


Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli? 


meliputi: 


Ik 


Al-Guran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan 
kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al- 


Ouran 


Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam 


menerapkan hukum 


Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan 
dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing 
Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap 
kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan 
yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan 
yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat. 


Ijtihad “Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan 
ummat karena dalam fikh dusturi bahwa hasil Ijtimak 
“ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan 


prinsip fikih dusturi. 


30 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, hlm. 224. 


31 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam, hlm 177. 


32 H. A. Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm 53-54. 
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5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang 
berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip al-Guran dan Hadits. 


D. Mengenal Imu Hukum Tata Negara di Indonesia 
1. Definisi Hukum Tata Negara di Indonesia 


Istilah ilmu Hukum Tata Negara memang sudah tidak asing 
lagi dimata akademisi, bahkan kebanyakan masyarakat lainnya 
meyakini bahwa ilmu Hukum Tata Negara adalah bagian dari 
ilmu hukum yang membidani masalah tata organisasi dan 
struktur kenegaraan atau ilmu tentang konstitusi. Namun secara 
teori bahwa Hukum Tata Negara mempunyai definisi yang 
sangat beragam dan tidak sedikit antara definisi satu dengan 
yang lain dari para ahli hukum mempunyai persinggungan, itu 
karena ada perbedaansistem yang di anut oleh negara tertentu. 
Menurut Jimly Asshiddigie misalnya: 

“diantara para ahli hukum dapat dikatakan tidak terdapat 
rumusan yang sama tentang definisi hukum dan demikian pula 
dengan definisi hukum tata negara sebagai hukum dan sebagai 
cabang ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan-perbedaan itu 
sebagian disebabkan oleh faktor-faktor perbedaan pandangan 
di antara para ahli hukum itu sendiri, dan sebagian lagi dapat 
disebabkan oleh perbedaan sistem yang dianut oleh negara 
yang dijadikan objek penelitian oleh sarjana hukum itu masing- 
masing. Misalnya, di negara-negara yang menganut tradisi 
common law tentu berbeda dengan apa yang dipraktikkan di 
lingkungan negara-negara yang menganut tradisi civil law”. 


Namun definisi yang selaras untuk konteks Hukum Tata 


33 Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet ke-8, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2016), hlm 19. 
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Negara di Indonesia, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily4 
yang dikutip oleh Jimly Asshiddigie bahwa Hukum Tata Negara 
adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur organisasi 
negara, hubungan antar alat pelengkapan negara secara 
horizontal dan vertikal, serta membidangi kajiannya mencakup 
soal kedudukan warga negara dan hak asasinya. Sebab itu dalam 
kajian Hukum Tata negara Jimly Asshiddigie memberikan 
definisi bahwa: 


a. Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum, yaitu 
hukum kenegaraan yang berada diranah hukum publik, 


b. Hukum Tata Negara mencakup persoalan-persoalan 
yang terkait dengan mekanisme hubungan antara 


organ-organ negara dengan warga negara, 


Cc. Hukum Tata Negara tidak hanya hukum (recht), 
norma hukum tertulis (wet), tetapi juga teori 
(lehre). Sehingga pengertiannya mencakup hukum 
konstitusi (verfassungsrecht) dan teori konstitusi 
(verfassungslehre), 


d. Hukum Tata Negara dalam arti luas mempelajari 
negara dalam arti diam (staatin rust) dan negara dalam 
keadaan bergerak (staat in beweging): 


2. Negara Hukum Modern 


Corak daripada Negara Hukum Modern yang dikutip oleh 
Muhammad Rakhmat, meliputi: 


34 Jbid., hlm 27-28. Lihat selengkapnya Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 
Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet ke-5, (Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm 29-30. 


35 Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hlm 28. 
36 Muhammad Rakhmat, Hukum Administrasi Negara Indonesia, hlm 48-49. 
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a. Corak Negara adalah “Welfare State” suatu negara yang 
seluruh kepentingannya lebih mengutamakan pada 
kepentingan rakyat: 

b. Ekonomi liberal diganti dengan sistem ekonomi yang 
dipimpin oleh pemerintah pusat (central geleide 
ekonomie), 

Cc. 'Staatson houding (pemisahan antara negara dan 
masyarkat) telah diganti dengan staatsbemoeienis 
(negara ikut campur dalam tangan dalam semua 


lapangan kehidupan masyarakat), 


d. Tugas daripada welfare state adalah menyelenggarakan 


kesejahteraan umum (bestuurszorg), 


e. Tugas negara dalam negara modern ialah menjaga 
keamanan dalam arti luas yaitu keamanan sosial 


disegala lapangan kehidupan masyarakat. 


Sebab itu oleh penulis mengartikan bahwa ilmu Hukum 
Tata Negara dalam konteks negara modern tidak semata- 
mata hanya berdiri tetap pada garis pengkajian dalam siklus 
perundang-undangan saja, melainkan mempunyai cakupan 
yang sangat luas. Sehingga pengkajian ilmu Hukum Tata Negara 
merangkul bidangnya baik secara teori dan praktek, dengan 
memperhatikan persoalan-persoalan kedudukan warga negara 
dan hak-hak asasi manusia. Artinya apapun bentuk konstitusi 
negaranya, mesti menitik beratkan perundang-undangannya 
kepada hubungan antara negara atau pemerintahannya dengan 
masyarakat agar tercapainya welfare state. 


http://jurnal .unma.ac.id/index.php/RBJ/article/download/531/495. Pdf. 
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3. Balutan Negara Hukum di Indonesia 


Negara Hukum dalam prinsipnya dibangun atas 4 (empat) 
syarat utama sehingga layak disebut demikian, diantaranya 
bahwa: pertama, negar tersebut dibangun atas berdasarkan 
konstitusi kedua, adanya transparansi dan akuntabilitas 
publik pada setiap kebijakan negara, ketiga, adanya jaminan 
kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen, keempat 
adanya perlindugan hak asasi manusia. Selanjutnya menurut 
Titik Triwulan Tutik mengenai Negara Hukum di Indnesia dan 
UUD 1945, bahwa: 


“Apabila meneliti UUD 1945 secara seksama maka ditemukan 
unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu 
sebagai berikut: pertama, prinsip kedaulatan rakyat 
(Pasal 1 ayat 2), kedua, pemerintah berdasarkan konstitusi 
(penjelasan UUD 1945), ketiga, jaminan terhadap hak-hak 
asasi manusia (Pasal 27, 28, 28A s.d 281, 29, 31), keempat, 
pembagian kekuasaan (Pasal 2, 4, 16,19), kelima, pengawasan 
peradilan (Pasal 24), keenam, partisipasi warga negara (Pasal 
28), ketujuh, sistem perekonomian (Pasal 33)”. 


Unsur-unsur negara hukum yang ada dalam UUD 1945 
kemudian menjadi nafas kebangsaan yang harus dijalankan 
sebagai mestinya. Tentunya, Indonesia harus mempunyai pilar 
kebangsaan yang menjadi penyangga suatu negara, berikut 
menurut pandangan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) yang 
dikutip oleh Muh. Ainun Najib, Budy Sugandi, dan Ismail Suardi 
W, bahwa Indonesia seharusnya memiliki lima pilar kebangsaan, 


37 Titik Triwulan Tutik, “Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam 
Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional)” A/-Daulah: Jurnal Hukum 
Dan Perundangan Islam, Volume 8, No 2, Oktober 2018, hlm 375. 


38 Ibid., hlm 376. 
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misalnya: 

“pertama, Rakyat. Yang menjadi bangunan pokok dalam 

negara Indonesia adalah rakyat, selanjutnya dari rakyat 

akan muncul pila-pilar yang lain. Kedua TNI atau tentara 

Rakyat. TNI berperan sebagai lembaga pertahanan untuk 

melindungi rakyat dan itu pun diambil dari kalangan 

rakyat mulai dari panglima jendral hingga babinsa. Ketiga, 

Intelektual. Kaum Intelektual bisa berasal dari para 

seniman, pelajar, para ahli dan segala ahli yang berkaitan 

dengan bidang-bidang yang ada di Indonesia, karena 
golongan ini termasuk golongan yang berperan dalam 
pembuatan undang-undang di segala bidang. Keempat, 

Adat dan Budaya. Tidak sepantasnya berdirinya sebuah 

negara justru malah menghilangkan kebudayaan yang 

ada pada masing-masing daerah, karena adat merupakan 
warisan peradaban yang bernilai luhur dari orang-orang 
terdahulu di masing-masing daerah. Kelima, Kekuatan 

Spritual. Spritual biasanya dibawakan agama dan juga 

berkaitan juga dengan pilar yang keempat.” 

Menurutnya kelima pilar diatas semestinya harus seimbang 
dan tidak boleh hanya bertumpu padasalah satu pilar saja atau 
dua pilar sebagaimana Indonesia yang dianut secara nasional 
dengan konsep empat pilar yaitu, Pancasila, Bhineka Tunggal 
Ika, UUD 1945, dan NKRI.” Oleh sebab itu produk-produk 
hukum perundang-undangan yang menjadi objek Hukum 


39 Muh. Ainun Najib, Budy Sugandi, dan Ismail Suardi Wekke, “Konsep Negara 
Dan Relevansi Terhadap NKRI Perspektif Emha Ainun Nadjib”, Al-Daulah: 
Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2018, 
hlm 288-289. 

40 Ibid., Lihat selengkapnya Maiyahan Taman Sari, “Buletin Mocopat: Bundel 2014? 
Edisi 74, hlm 4. 
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Tata Negara, mengandung unsur dinamika yang erat kaitannya 
dengan gerak dan kebutuhan tiap-tiap individu masyarakat 
serta pertumbuhan organisasi dan struktur kenegaraan. 
Karena kajian Hukum Tata Negara dan perubahan sosial 
saling berhubungan, maka yang perlu diperhatikan bukan 
hanya sekedar mempelajari UUD dan hierarki dibawahnya 
melainkan bagaimana proses terbentuknya UU dan apakah 
ada kesesuaian antara aturan umum pelaksanaan dalam UU 
dengan Asas-asas dan norma hukum diatasnya serta kesesuaian 
dengan kebutuhan masyarakat dari segala aspeknya ." 


E. Mengenal Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 


Istilah peraturan negara, peraturan perundangan, perundang- 
undangan dan peraturan perundang-undangan merupakan istilah 
yang sama-sama membahas mengenai perundang-undangan, 
meskipun setiap perkembangan bahwa penggunaannya ada 


pergeseran nomenklatur. 


Istilah peraturan negara ialah peraturan yang dilahirkan dari 
perundang-undangan. Istilah peraturan perundangan pernah 
dipergunakan dalam Tap. MPRS No. XX/Mmprs/1966 tentang 
“Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik 
Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik 
Indonesia”. Istilah Perundang-undangan terdapat pada 2 (dua) 
konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia pada Konstitusi RIS 
1949 Bab IV pada judul bagian 2 dan UUDS 1950 Bab III pada 
judul bagian II dengan rumusan “perundang-undangar”. Istilah 
terakhir yaitu peraturan perundang-undangan yang sampai 


41 Titik Triwulan Tutik, “Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam 
Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional)” A/-Daulah: Jurnal Hukum 
Dan Perundangan Islam, hlm 390. 
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sekarang dipakai dalam studi ilmu hukum tata negara dan istilah 
tersebut resmi dipergunakan dalam Tap. No. INI/MPR/2000 serta 
beberapa perundang-undangan lainnya.” Sekarang istilah peraturan 
perundang-undangan resmi juga digunakan dalam UU No 12 tahun 


2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 


Perkembangan sejarah hukum di Indonesia meletekakan 
pergeseran tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai 
kenyataan sejarah. Dalam hal ini untuk melihat perkembangannya 
secara resmi dimulai setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Seperti 
pada tahun 1966 dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang 
“Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik 
Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik 
Indonesia” dalam hierarki perundang-undangan meliputi: 

UUD 1945, 
Ketetapan MPR, 
UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 


ea 


Peraturan Pemerintah: 


el ma NN 3 


Keputusan Presiden, 
Peraturan Pelaksana seperti: 


1. Peraturan Menteri, 
2.  Intruksi Menteri, dan 
3. peraturan pelaksana lainnya. 


Ketetapan MPRS tersebut melalui Ketetapan MPRS No. V/ 


42 Syihabudi, “Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang- 
undangan Indonesiz, Jurnal Hukum, No 23. Vol 10, Mei 2003, hlm 49-51. 

43 Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR 
Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan 
Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Selengkapnya baca di http:// 
www.tatanusa.co.id/tapmpr/66TAPMPRS-XX.pdf. Diakses pada 06-04-2018. 
20:25. 


Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H & 21 


MPR/1973 Jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 dinyatakan tetap 
berlaku dan perlu disempurnakan. Setelah itu kemudian MPR 
mengeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber 
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan," meliputi: 
UUD 1945, 

Ketetapan MPRS, 

UU (Undang-Undang), 

PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), 


ke 


PP (Peraturan Pemerintah), 


SP ep an 


Keputusan Presiden, dan 
Peraturan Daerah. 


Perubahan Hierarki peraturan perundang-undangan terus 
berlajut hingga dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,# meliputi: 

UUD 1945: 
UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 


Peraturan Pemerintah, 


Peraturan Presiden: dan 


NA & » 


Peraturan Daerah. 


Peraturan perundang-undangan diatas yang disebutkan 
kemudian dilakukan penggantian kembali terhadap UU No 10 tahun 
2004 dengan diganti oleh UU No12 Tahun 201 tentang Pembentukan 


Peraturan Perundang-undangan," meliputi : 


44 Ketetapan MPR No. INI/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2. Selengkapnya baca di http://luk.staff. 
ugm.ac.id /atur/TAP-ITI-MPR-2000.pdf. Diakses pada 06-04-2018 pukul 21:45 


45 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, Pasal 7, ayat 1. 


46 Undang-Undang No 12 Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan, Pasal 5, ayat 1. 
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ai 


UUD 1945, 

Ketetapan MPR, 

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah: 


Peraturan Presiden, 


S3 TU ab BD 


Peraturan Daerah Provinsi: dan 


Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 


Peraturan perundang-undangan untuk di Indonesia sendiri 
dalam perancangan dan penyusunannya juga sangat perlu sekali 
memperhatikan asas-asas hukum yang baik.” Asas-asas hukum 
yang baik telah terangkum rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Asas inilah yang menjadi landasan utama dalam pembentukan 
Perundang-undangan demi dan untuk terciptanya kepentingan 
bersama masyarakat dan penegak hukum, sehingga tercapainya 
sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal 
ini akan berdampak pada regulasi Perundang-undangan seperti 
pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam 
pelaksanaannya, seperti yang akan dibahas pada bagian keempat 
dalam penelitian ini, dengan menyisipkan landasan berupa asas 


yang harus diterapkan dalam muatannya. 


Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan 


asas, antara lain: 


- 


Kepastian hukum, 
Profesionalitas, 
Proporsionalitas, 
Keterpaduan, 


Sa Sa 3 


Delegasi: 


47 Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, Penerapan Teori Hukum. hlm. 41. 
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6. Netralitas: 

7. Akuntabilitas, 

8. Efektif dan efisien, 

9. Keterbukaan, 

10. Nondiskriminatif, 

1. Persatuan dan kesatuan: 

12. Keadilan dan kesetaraan, dan 
13. Kesejahteraan.” 


F. Mengenal Politik Hukum 


Sejarah negara Indonesia yang menjadi sebuah negara 
berdasarkan hukum dan sekaligus negara yang berdasarkan pada 
kedaulatan rakyat, memang tidak serta merta terjadi begitu saja 
tanpa proses yang panjang, rumit, dan penuh pengorbanan. Namun, 
segala sesuatu yang dilakukan demi menjadikan negara Indonesia 
sebagai negara yang berdaulat dan menjalankan pemerintahannya 
atas hukum yang berlaku di Indoneisa, tentu segala kebijakannya 
dilatarbelakangi pada politik hukum ke-Indonesia-an. Politik hukum 
dalam pengertiannya menurut Mahfud MD, antara lain: 


“legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang 
akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru 
maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka 


mencapai tujuan negara”. 


Pengertian diatas menunjukkan bahwa upaya, cara, dan pilihan 
penyelenggara negara untuk menentukan suatu kebijakan secara 
resmi, demi tercapainya sesuatu yang dicita-citakan. Cakupan 
studi politik hukum tentunya berbicara mengenai legal policy yang 


48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2. 


49 Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia. Cet ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 
2011), hlm. 1. 
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mencakup: 


1. Kebijakan negara secara resmi mengenai hukum yang 
akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka 


mencapai tujuan negara. 


2.  Karenalatar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas 
lahirnya produk hukum. 


3. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.” 


Politik hukum menurut Padmo Wahjono merupakan kebijakan 
dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan 
dibentuk." Menurut Soedarto bahwa politik ialah kebijakan dari 
negara melalui lembaga negara yang berwenang untuk ditetapkannya 
suatu peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengekspresikan 
apa yang terkandung dalam masyarakat, demi tercapainya suatu 
yang di cita-citakan.” 

Satjipto rahardjo memberikandefinisiyang lebih padat bahwa 
politik hukum ialah aktivitas memilih dengan cara yang hendak 
dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum yang berlaku 
dalam masyarakat. Sehingga bisa peneliti peras bahwa politik 
hukum suatu kebijakan pemerintah dalam melayani rakyatnya 
melalui pembangunan hukum yang baik, dengan menghasilkan 
produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang baik. 

Politik hukum tentunya dalam lingkup organisasi kepemerin- 
tahan berusaha menghasilkan suatu penyelenggaraan birokrasi 
pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan 


50 Ibid., hlm 3-4. 
51 Ibid., hlmi. 


52 Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum 
Pidana, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 20. 


53 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 35. 
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birokrasi yang baik tentu perlu adanya sebuah regulasi perundang- 
undangan yang sejalan dengan semangat demokrasi. Demokrasi 
yang dimaksud bahwa rakyat tetap berjalan digaris kedaulatan dan 
birokrasi pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik 
terhadap masyarakatnya, sehingga birokrasi inilah yang dikenal 
sebagai birokrasi Pancasila. Tetapi untuk mencapai birokrasi yang 
baik tentu ada proses-proses politik yang harus dilewati demi menca- 
pai keputusan resmi yang disepakati secara baik pula. 


Politik hukum atau legal policy dalam kacamata nasional oleh 
pemerintahan meliputi: pertama, pembangunan hukum yang 
berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi 
hukum agar bisa sesuai dengan kebutuhan, kedua, pelaksanaan 
ketentuan hukum termasuk penegasan fungsi lembaga dan 
pembinaan para penegak hukum. 


1. Politik Hukum di Indonesia 


Politik hukum di Indonesia berarti kebijakan dasar atau 
landasan awal dalam menyelenggarakan suatu negara, baik 
yang telah berlaku maupun yang akan berlaku. Tentunya yang 
menjadi sumber politik hukum ialah pembukaan dan UUD 1945, 
demikian yang telah dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa sistem 
hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang- 
undangan yang didalamnya terdiri dari banyak komponen dan 
saling berhubungan serta dibangun untuk mencapai tujuan 
negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara 
yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. 
Alasan politik hukum nasional berpijak pada pembukaan dan 


54 Ibid., hlm 17. 


55 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010), hlm 22. 
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pasal-pasal UUD 1945, antara lain: 
a. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, 


dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia. 
Inilah alasan yang menjadi tujuan dan pijakan dari 
politik hukum Indonesia. 


b. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung 
nilai-nilai khas yang bersumber dari penggalian dan 
pengalaman nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang 
diwariskan oleh nene moyang sejak berabad-abad lalu. 


Politik hukum di Indonesia secara mendasar sudah 
dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan, oleh 
karena itu UU No12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan menjadi aturan resmi negara yang 
telah diberlakukan sebagai pedoman dasar untuk membuat 
sebuah kebijakan dari mulai proses, pembentukan hingga 
pengembangan hukum ditanah air. 


2. Politik Perundang-undangan di Indonesia 


Pancasila dan UUD 1945 telah resmi diakui sebagai konsepsi 
dasar penyelenggaraan negara. Menurut Herman Heller di 
dalam kutipan Abu Daud Busroh, terdapat 3 (tiga) konsepsi 
konstitusi, meliputi: 

a. Konstitusi merupakan cerminan kehidupan politik di 
dalam kehidupan masyarakat secara umum sebagai 
suatu kenyataan, sehingga mengandung arti sosiologis 
dan politis 


b. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah hukum 


56 Ibid., hlm 23. 
57 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 10. 
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yang hidup di dalam tubuh masyarakat sehingga 


mengandung arti normatif. 


c. Konstitusi yang dituangkan kedalam naskah sebagai 
regulasi Undang-Undang tertinggi yang berlaku dalam 


suatu negara. 


Konsepsi konstitusi tersebut setidaknya dapat dipahami 
bahwa didalam isi konstitusi tersebut tidak terlepas dari realitas 
sosial, politik, dan norma yang berlaku dalam kehidupan 
masyarakat. Sehingga menurut J.G Steenbeek yang dikutip Sri 
Soemantri bahwa isi dari konstitusi mengandung tiga hal pokok, 


antara lain: 


a. Terdapatnyajaminan terhadap hak-hak asasi manusia 


dan warga negara lainnya. 


b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat 


fundamental dalam suatu negara. 


C. Adanya pembagian-pembatasan tugas ketatanegaraan 
yang bersifat fundamental pula. 


Politik prundang-undangan di Indonesia secara fundamen- 
tal, adanya pergeseran hierarki tata urutan perundang-unda- 
ngan. Seperti yang telah dijelaskan dilembar sebelumnya pada 
sub judul buku ini bagian D, yaitu pada sub judul Mengenal 
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dimulai dari 
diresmikannya setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada Tap. 
MPRS No. XX/MPRS/1966 dan dinyatakan Tap MPRS tersebut 
tetap berlaku dan perlu disempurnakan pada Tap MPR No. IX/ 
MPR/1978. Kemudian selanjutnya MPR mengeluarkan Ketetapan 
MPR No. III/MPR/2000, sehingga akhirnya dikeluarkan 


58 Sri Soemantri Magtosoewignjo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, 
(Alumni Bandung, 1997) hlm 1. 


28 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 


dalam bentuk UU No 10 Tahun 2004 dan kini telah dilakukan 
penggantian dengan dikeluarkan UU No 12 Tahun 201. 


Undang-Undang No 12 Tahun 201 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undang tersebut sampai sekarang berlaku 
dan dijadikan pijakan utama dalam mengembangkan suatu 
proses, pembentukan hingga pengembangan suatu hukum di 
Indonesia. Dapat dilihat pada sub bab sebelumnya bahwa dalam 
pergeseran hierarki tata urutan perundang-undangan, selama 4 
(empat) kali perubahan sejak 1966 hingga 2011 bahwa UUD 1945 
selalu berada dipuncak hierarki tertiggi. Artinya, dalam sejarah 
politik perundang-undangan di Indonesia, dengan konsisten 
menempatkan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang 
berlaku di Indonesia. 
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BAGIAN KEDUA 
SPEKTRUM YANG IDFAL DALAM 
REGULASI 


A. Peraturan Perudang-undangan yang Baik 


Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi sebuah 
aturan yang mesti dijalani dan dipatuhi, demi terciptanya sebuah 
keberaturan dalam roda kehidupan bernegara. Segala prisnsip, asas, 
dan norma yang berlaku dalam perundang-undang menunjukkan 
bahwa bentuk keseriusan hukum di Indonesia ialah untuk 
menciptakan sebuah pemerintahan yang baik (good gevernance). 


Bagian pertama dalam buku ini telah menjelaskan bahwa Istilah 
peraturan negara, peraturan perundangan, perundang-undangan 
dan peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang sama- 
sama membahas mengenai perundang-undangan, meskipun setiap 
perkembangan bahwa penggunaannya ada pergeseran nomenklatur. 
Namun sedikit penulis sampaikan bahwa ilmu yang membidangi 
perundang-undangan (gesetzgebungswissenschaft) atau sience 
of legislation (wetgevingswetenschap), merupakan disiplin ilmu 
mengenai pembentukan peraturan negara. Tokoh-tokoh yang 


59 Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Yahdi Salampessy, 
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mencetuskan bidang ilmu tersebut ialah Peter Noll (1973) dengan 


istilah gesetzgebunslehre, Jurgen Roodig (1975) dengan istilah 


wetgevingsleer, wetgevingskunde dan di Indonesia oleh A. Hamid 


S. Attamimi (1975) dengan istilah ilmu pengetahuan perundang- 


undangan. 


Bagir Manan" menyebut bahwa peraturan perundang-undangan 


mempunyai peranan yang sangat krusial di Indonesia, disebabkan 


karena: 


1 


Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum 
yang mudah di identifikasi, mudah ditemukan kembali, dan 
mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, 
jenis, sampai pada pembuatannya. 


Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian 
hukum yang lebih nyata, karena mudah di identifikasi dan 
mudah ditemukan kembali soal kaidah-kaidahnya. 


Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan 
lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa 
kembali dan diuji, baik segi-segi formal sampai materi 


muatannya. 


Pemebentukan dan pengembanan peraturan perundang- 
undangan dapat direncanakan. Faktor ini begitu penting 
bagi negara-negara berkembang atau negara-negara yang 


sedang membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan 


Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, hlm 1.3. dikutip dalam 
http://repository.ut.ac.id /41m/ 1/HKUM 4403-Mi.pdf. Pada 11-03-2018 pukul 


23:15. 


60 Ibid. Lihat selengkapnya Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang- 
undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 1-6. 


61 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, (Jakarta: Ind. 
Hill,Co, 1992), hlm 8. 
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kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 


Menurut Chainur Arrasjid yang dikutip dari Prof. Buys bahwa 
Perundang-undangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Undang- 
undang dalam arti materiil dan formil.” Undang-undang dalam arti 
materil merupakan keputusan pemerintah yang isinya mengikat 
kepada setiap penduduk (sesuatu daerah), keputusan yang dimaksud 
seperti peraturan pemerintah (keputusan yang ditetapkan Presiden), 
peraturan menteri, surat keputusan menteri, peraturan daerah dan 
lain sebagainya, dalam hal ini dari segi bentuknya atau cara terjadinya 
bukan merupakan undang-undang dalam arti formal melainkan 
dari segi isinya dikatakan sebagai undang-undang dalam arti 
materiil.8 Undang-undang dalam arti formil merupakan keputusan 
pemerintah yang proses terjadinya bersama-sama dilakukan oleh 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk 
membuat dan menjadikan undang-undang, dalam hal ini dilihat 
dari cara terjadinya merupakan undang-undang dalam arti formal. 


Istilah peraturan perundang-undangan telah resmi digunakan 
sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Istilah atau 
nomenkltur “peraturan merupakan aturan-aturan yang dibuat 
oleh yang memegang kendali negara (penguasa tertinggi) untuk 
mengatur sesuatu seperti, peraturan gaji pegawai, peraturan 
pemerintah, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan dan sebagainya) 
yang dibuat oleh pemerintah (salah satunya ialah Undang-Undang). 
Istilah “aturan' adalah cara, ketentuan, patokan, petunjuk, pedoman, 
perintah, dan lainnya) yang telah ditetapkan agar dipatuhi, seperti: 
seseorang yang yang harus patuh terhadap pada aturan lalu-lintas, 


62 Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Cet. ke-6 (Jakarta: Sinar Grafika, 
2014), hlm. 51. 


63 Ibid. 
64 Ibid., hlm.52. 
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bagaimana aturan minum obat, semuanya dilakukan menurut 
aturan. Sedangkan istilah “peraturan perundang-undangan” 
mempunyai arti yang lebih fokus pada aturan, kaidah, norma, oleh 
penguasa tertinggi untuk mengatur sesuatu." 
Peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai jenis 
jenjang dari yang paling tinggi hingga yang terendah secara hierarki. 
jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan pada pasal 7, 
terdiri atas: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: 

3.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang, 

4. Peraturan Pemerintah: 

5. Peraturan Presiden: 

6. Peraturan Daerah Provinsi, dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota" 

Proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 
tentunya mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilalui pada pasal 
1 (satu), angka 1 (satu), antara lain: 

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembua- 

tan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan 


perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 


penetapan, dan pengundangan”. 


65 Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan 
Hukum Nasional, (Bandung: Armico, 1987) hlm 65. 


66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 Tentang Pembentukan Peraturan Perun- 
dang-undangan. 


67 Ibid. 
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Tahap perencanaan yang dimaksud ialah proses, perbuatan atau 
cara merencanakan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan 
untuk membuat konsep dan merancangnya. Sedangkan dalam 
tahap penyusunan meliputi naskah akademik, landasan filosofis, 
landasan sosiologis, landasan yuridis, substansi dan penutup. 
Tahapan penyusunan yang dimaksud dengan naskah akademik telah 
dijelaskan dalam perundang-undangan pada pasal 1 (satu), angka 
u (sebelas), antara lain: 


“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu 
masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 
masyarakat”. 


Tahapan penyusunan yang dimaksud dengan berdasarkan 
landasan filosofis, ialah: 


“Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertim- 
bangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang 
meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia 
yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.” 


68 Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, Penerapan Teori Hukum. hlm. 37. 

69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 Tentang Pembentukan Peraturan Perun- 
dang-undangan,. 

70 Penjelasan teknik penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang, 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis huruf 
A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 Tentang Pembentukan Peraturan 
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Tahapan penyusunan yang dimaksud dengan berdasarkan 
landasan Sosiologis, ialah: 


“Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 
Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris 
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat 


dan negara”.” 


Tahapan penyusunan yang dimaksud dengan berdasarkan 
landasan Yuridis, ialah: 


“Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan 
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang 
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian 
hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis 
menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi 
atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan 
Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum 
itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan 
yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang 
lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya 
lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau 


peraturannya memang sama sekali belum ada”.? 


Tahap Pembahasan berarti didalamnya mengupas, membica- 
rakan, memperdebatkan, mengkritik dan membantah perundang- 


Perundang-undangan. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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undangan yang sudah disusun. Tahap pengesahan atau penetapan 
adalah tahap untuk menyatakan, mengakui, membenarkan 
dan menetapkan peraturan perundang-undangan.? Tahapan 
pengundangan yang dimaksud dijelaskan dalam perundang- 
undangan pasal 1 (satu), angka 12 (dua belas), antara lain: 


“Pengundangan adalah penempatan peraturan Perundang- 
undangan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran 
Daerah, atau Berita Daerah”. 


Proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 
di Indonesia memuat tahapan-tahapan sistematis, rigid, hati- 
hati, dan pasti. Guna mencapai legalitas regulasi yang sangat bisa 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, apalagi dalam prosesnya 
tersebut benar-benar memperhatikan berbagai unsur secara filosofis, 
sosiologis, dan yuridis dengan mempertimbangkan kesejahteraan 
masyarakat, fakta empiris (perkembangan masalah dan kebutuhan 
masyarakat) serta hierarki perundang-undangan. 


Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bertujuan 
untuk menciptakan sebuah Pemerintahan yang baik (good 
governance), tentu pertama-tama memerlukan asas-asas hukum 
yang baik agar perjalanan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan 
baik pula. 


1.  Asas-asas Hukum yang Baik 
Peraturan perundang-undangan untuk di Indonesia sendiri 


dalam perancangan dan penyusunannya juga sangat perlu sekali 


73 Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, Penerapan Teori Hukum. hlm. 38. 


74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 Tentang Pembentukan Peraturan Perun- 
dang-undangan, Pasal 1 angka 12. 
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memperhatikan asas-asas hukum yang baik.” Dalam hal ini 


maka peneliti perlu melihat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 6 (enam) 


yang mempunyai 3 asas, antara lain: 


a. 


Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
yang baik, 
Asas Materi muatan Peraturan Perundang-undangan, 


dan 


Asas lain sesuai bidang hukum Peraturan Perundang- 
undangan yang bersangkutan.” 


Pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 


5 (lima) harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan 


peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: 


Kejelasan tujuan: 

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, 
Dapat dilaksanakan, 

Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 

Kejelasan Rumusan, dan 


Keterbukaan.” 


Asas-asas diatas diterangkan kembali dalam penjelasan Pasal 


5, UU Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan 


Perundang-undangan, antara lain: 


Huruf a 


75 Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, Penerapan Teori Hukum. hlm. 41. 


76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 


77 Jbid. 
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“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah 
bahwasetiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
harus mempu-nyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”. 
Huruf b 


“Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan 
Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara 
atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 
yang berwe-nang. Peraturan Perundang-undangan tersebut 
dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat 
oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”. 
Huruf c 

“Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jeni, 
hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar- 
benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai 
dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”. 


Huruf d 


“Yang dimaksud dengan “asas yang dapat dilaksanakan” 
adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan 
Perundang-undangan terse-but di dalam masyarakat, baik 
secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”. 


Huruf e 


“Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan 
kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- 
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan 
dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 
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berbangsa, dan bernegara”. 
Huruf f 


“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah 
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus 
memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, 
serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti 
sehingga tidak menumbulkan berbagai macam inter-pretasi 
dalam pelaksanaannya”. 


Huruf g 


“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai 
dari peren-canaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 
atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan 
dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan 


Perundang-undangan.? 


Materi muatan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 6 


(enam) harus mencerminkan asas: 


a. Pengayoman, 

b. Kemanusiaan, 

Cc. Kebangsaan, 

d. Kekeluargaan, 
Kenusantaraan, 

f£ Bhineka tunggal ika, 


78 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5. 
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g. Keadilan, 

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 
i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau 

j- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.” 


Asas-asas diatas diterangkan kembali dalam penjelasan 
Pasal 6, Ayat 1, UU Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan 


Peraturan Perundang-undangan, antara lain: 
Huruf a 


“Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 
berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan 


ketentraman masya-rakat. 
Huruf b 


“Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencer-minkan perlindungan untuk menciptakan 
ketentraman masya-rakat. 

Huruf c 

“Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencer-minkan sifat dan watak bangsa Indonesia 
yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. 


Huruf d 


“Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 


79 Undang-undang Nomor12 Tahun 201 Tentang Pembentukan Peraturan Perun- 
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harus mencer-minkan musyawarah untuk mencapai 


mufakat dalam setiap pengambilan keputusar”. 
Huruf e 


“Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
senantiasa memper-hatikan kepentingan seluruh wilayah 
Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang- 
undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari 
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945” 

Huruf f 


“Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah 
bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus memper-hatikan keragaman penduduk, agama, 
suku dan golongan, kondisi khusus serta budaya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 


Huruf g 


“Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencer-minkan keadilan secara proporsional bagi 
setiap warga negara”. 

Huruf h 


“Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam 
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 
belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, 
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atau status sosial”. 
Huruf ii 


“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian 
hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban 


dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”. 
Huruf'j 


“Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
keseimbangan, kese-rasian, dan keselarasan, antara 
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa 


” 80 


dan negara”. 


Asas lain sesuai bidang hukum peraturan Perundang- 
undangan yang bersangkutan, antara lain: 


a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas 
tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan 
narapidana, dan asas praduga tak bersalah. 


b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum 
perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan 
berkontrak, dan itikad baik." 


Asas inilah yang menjadi landasan utama dalam 
pembentukan Perundang-undangan demi dan untuk terciptanya 
kepentingan bersama masyarakat dan penegak hukum, sehingga 
tercapainya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good 


80 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 ayat 1. 


81 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan penjelasan Pasal 6 ayat 2.. 
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governance). 


2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 


Perkembangan dalam konsep Hukum Tata Negara ialah 
karena munculnya negara kesejahteraan (welafare state), 
yang bermuara pada paham yang meletakkan negara sekedar 
hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban.? Istilah negara 
kesejahteraan (welfare state) dapat disebut juga dengan socialist 
legality, sociale rechtsstaat, rule of law atau rechtsstaat, karenanya 
negara kesejahteraan disebut “negara hukum moder»”. 


Perkembangan negara hukum modern di Indonesia dengan 
konsep welfare state, tentu harus benar-benar dituntut untuk 
lebih aktif lagi atas penyelenggaraan birokrasi pemerintahannya 
demi mensejahterakan warga masyarakat. untuk itu UU No 
9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pertama 
kali memperkenalkan Asas-Asas Umum Pemertintahan yang 
Baik (AAUPB) yang pada saat itu acuannya ialah Asas-asas 
penyelenggaraan negara. Seperti pada UU No 9g Tahun 2004 
Pasal 53 ayat 2 bahwa yang dimaksud dengan AAUPB tersebut 
meliputi: kepastian hukum, tertib peneyelenggaraan negara, 
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas 
dan bersih dan bebas dari KKN.“ 


AAUPB mendapatkan posisi strategis dan diperjelas oleh 
UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada 
Bab tersendiri, hal guna mencapai tujuan kesejahteraan dalam 


administrasi pemerintahan. 


82 Lihat selengkapnya SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum 
Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 61. 


83 Ibid., hlm. 202. 


84 Penejelasan Atas Undang-Undang Nomor g Tahun 2004 Tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, penjelasan Pasal 53 ayat 2. 
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Asas mempunyai pengertian yang khusus yang kemudian 
diartikan sebagai aturan tingkah laku secara umum, hal ini 
berbeda dengan pengertian norma yang diartikan sebagai 
aturan tingkah laku secara khusus (khas). Asas jika dirincikan 
mempunyai arti sebagai dasar pemikiran yang umum dan 
abstrak atau ide/konsep yang tidak mempunyai sanksi. 
Asas mempunyai makna yang lebih umum daripada norma 
konkret, namun norma dasar yang paling umum tidak dapat 
di abstraksikan lagi, karena itulah yang disebut sebagai asas. 
Asas hukum mengandung aksio tertentu, suatu norma hukum 


merupakan konkretisasi dari asas hukum." 


Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) memang 
ditujukan demi terciptanya good governance. Karena good 
governance mempunyai 4 (empat) unsur utama di dalamnya 
seperti: akuntabilitas (accountability), kerangka hukum (rule of 
law) transparansi (trans-parency), dan keterbukaan (openness)." 


Perincian asas-asas umum pemerintahan yang baik 
(AAUPB) di Indonesia disajikan oleh SF Marbun” dengan 


merangkum 10 (sepuluh) butir, meliputi: 
a. Asas Bertindak Cermat 
b. Asas Kepastian Hukum 
c. Asas Motivasi 


d. Asas Kesamaan 


85 Safri Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Center For Law and 
Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
2007), hlm. 53. 


86 Ibid. 


87 Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif 
Fikih Siyasah, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 241. 


88 Ibid., hlm. 213-234. 
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TU 


Asas Larangan Menyalahgunakan Wewenang dan 


Sewenang-wenang 

Asas meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal 
Asas Keserasian dan atau Keseimbangan 

Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum 

Asas Permainan yang Layak/Perlakuan yang Jujur 


Asas Musyawarah/Kekeluargaan 


Crince de roy dalam hukum tata usaha negara atau hukum 


tata pemerintahan pada tahun 1978 merangkum 1 (sebelas) 


butir Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), 


meliputi: 


a. 
b. 


Cc. 


Asas Kepastian Hukum (principle of legal security) 
Asas Keseimbangan (principle of proportionality) 
Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan Pangreh 
(prin-ciple of eguality) 

Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness) 

Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan Pangreh 
(principle of motivation) 

Asas Larangan Mencampur-adukkan Kewenangan 
(principle of non misuse of competence) 

Asas Kejujuran dalam Bertindak (principle of fair play) 


Asas Larangan Berindak tidak Wajar atau Bertindak 
Sewenang-wenang (principle of reasonable or 
prohibition of arbitrariness) 


Asas Pengharapan (principle of meeting raised 
expectation) 


Asas Meniadakan Akibat Keputusan yang Batal 
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(principle of undoing the conseguences of an annulled 
decision) 

k. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup (principle of 

pro-tecting the personal way of life). 
Ahmad Sukarja” merangkum asas-asas umum pemerintahan 
yang baik (AAUPB) menjadi 5 (lima) butir, meliputi: 

a. Asas Kepastian Hukum. 

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. 

Cc. Asas Keterbukaan. 

d. Asas Proporsionalitas. 

e. Asas Akuntabilitas. 

Menurut Paulus Effendi bahwa asas-asas umum 
pemerintahan yang baik (AAUPB) dari jenis dan jumlahnya 
bisa terus berkembang melalui jalur putusan-putusan hakim 
(yurisprudensi), hasil penggalian dari penelitian dan pengkajian 
mendalam serta local wisdom (kearifan lokal seperti adat dan 
budaya yang di dalamnya terdapat asas dalam hubungan 
kepemerintahan).” 

Manfaat asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) 
sebagai norma hukum terbagi menjadi tiga bidang, meliputi: 

a. Penafsiran dan penerapan peraturan perundang- 

undangan 

b. Pembentukan peraturan/beleid pemerintahan atas 

perintah peraturan perundang-undangan. 


89 Safri Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara, hlm. 66-63. 


90 Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif 
Fikih Siyasah, hlm. 241 


91 Ibid., hlm. 242. 
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c. Pelaksanaan kebijaksanaan.” 

AAUPB diubah istilahnya oleh UU No 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan menjadi Asas Umum Pemerintahan 
yang Baik (AUPB), seperti pada Pasal 10 menyatakan bahwa AUPB 
yang dimaksud Undang-Undang ini meliputi atas: 


a. kepastian hukum, 
b. kemanfaatan: 

c. 'ketidakberpihakan, 
d. kecermatan: 


e. tidak menyalahgunakan kewenangan, 
f£ keterbukaan, 

g. kepentingan umum, dan 

h. pelayanan yang baik. 

Selanjutnya jika ada diluar AUPB sebagaimana yang 
dimaksud di atas maka asas-asas umum lainnya dapat diterapkan 
sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam 
putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 


3. Prinsip Islam dalam Siyasah Dusturiyah 


Bidang kajian figih siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf 
ada 3 (tiga) macam yaitu: 1) siyasah dusturiyah, 2) siayasah 
maliyah, dan 3) siyasah kharijiyah. Namun Abdurrahman Taj 
membagi bidang kajian figh siyasah menjadi 7 (tujuh) macam, 
yaitu: 1) siyasah dusturiyah, 2) siyasah tasyri'iyah, 3) siyasah 
gadha'iyah, 4) siyasah maliyah, 5) siyasah idariyah, 6) siyasah 


92 Safri Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara, hlm. 71-72. 


93 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 
Pasal 20 ayat 1. 


94 Ibid., ayat 2 
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tanfidziyah, dan 7) siyasah kharijiyah.s 


Siyasah dusturiyah membahas undang-undang dasar 
suatu negara dengan isinya yg membahas mengenai 
bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak 
serta kewajiban sebuah warga negara. Siyasah tasyri'iyah 
membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk 
peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur 
dan mengelola berbagai kepentingan masyarakat. Siyasah 
ghada'iyah membahas mngenai peradilan atas pelanggaran 
peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah 
dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. Siyasah maliyah 
membahas tentang sumber keuangan negara dan tata cara 
pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. Siyasah 
tanfidziyah membahas mengenai tata kerja pemerintahan oleh 
lembaga eksekutif. Siyasah kharijiyah membahas tata hubungan 


internasional atau politik luar negeri.” 


Bidang kajian siyasah dusturiyah khususnya, ialah 
membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan 
institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan 
rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat 
itu sendiri.” Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada 
fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perndang- 
undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga 
demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian 
mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan 


95 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran 
Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 16-17. 


96 Ibid. hlm.17. 


97 Fatahullah Jurdi, Politik Islam, Pengantar Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: 
Calpulis, 2016), hlm. 52. 
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symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga 


negara yang wajib dilindungi.” Selanjutnya, sumber dari siyasah 


dusturiyah menurut H. A. Djazuli?” meliputi: 


a. 


Al-Guran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan 
kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran 
al-Ouran 


Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam 


menerapkan hukum 


Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan 
dengan pengendalian pemerintah yang masing- 
masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam 
setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai 
tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, 
kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan 


rakyat. 


Ijtihad Ulama, yang berhubungan dengan kemaslaha- 
tan ummat karena dalam fikh dusturi bahwa hasil 
Ijtimak “ulama sangat membantu dalam memahami 
semangat dan prinsip fikih dusturi. 

Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang 
berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip al-Guran dan Hadits. 


Prinsip Islam dalam pengelolaan negara menurut Munawir 


Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash al-Ouran yaitu, prinsip 


kedudukan manusia dimuka bumi, musyawarah, ketaatan 


98 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam, hlm 177. 


99 H. A. Djazuli, Figh Styasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah, hlm 53-54. 
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kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik 
antar umat.” 


a. Tentang Kedudukan Manusia di Bumi 


2 2.0 9 


oa BINI ya AS 3 DIN GP eri 
F ban ata HE sada (ES ya tai, 2S 


Artinya: “Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai 
kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang 
yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang 
Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. 


»101 


Pen Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 


daa AN 25 — 28 Jb PNG CU : Nb P 


Pa da ma kerajaan langit dan bumi. dan 


»102 


kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan'. 


Mapestusat Mer 
Se 


Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa- 


100 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, hlm 5-7. 
101 O.S. Ali-Imran |3J: 26. 
102 O.S. Al-Hadid (57J:5. 
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penguasadi bumidan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 
sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu 
tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 
Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesung-guhnya Dia 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 


H3 Jb) TnuA3 Oa HAN 3 Jala emas 
D oat 


Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti 


(mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami 
memperhatikan bagaimana kamu berbuat?” 


b. Musyawarah atau Konsultasi 


Na aan an 


9 EA Bei) “an & 3 Lag S6 sai 


Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 
Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 
diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah 
dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 


103 0.5. Al-An'am (6J:165. 
104 O.S. Yunus |10J:14. 
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bertawakkal kepada-Nya?” 
H5 or Bh SAS AG aa At 235 
BD Oyian R3 


Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima Han 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka: 
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka?” 


Cc. Ketaatan Kepada Pemimpin 
Gala Gaal ap US 
» 2» X2 

2 . pr W KedNner ae P2 bs 

LS old aj dl AN 2375 Pes 6 AS uk F— 
O Sk gas gn an SA ad at Oi 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Guran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 


dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya” 


105 O.S. Ali-Imran (3J:159. 
106 O.S. Asy-Syura (42): 38. 
107 O.S. An-Nisa |4|:59. 
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d. Keadilan 


Bari 


aa S3 Sl, YA yh Jiadk 22 Al 
Inn Ka sal pa 
Ok 


Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku 
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, 
dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 


2108 


dapat mengambil pelajaran'. 


2 Io AS Ye »E Xt AO d5 EP. Pe GBI 
Ob AS Ig Ula OI Aa ol Sa SI 
& o - » 

| 


Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampai- 
kan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesung- 
guhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 
lagi Maha melihat?” 


e. Persamaan atau Kesetaraan 


- 
- Taun 


Uas enlas 3 B5 K3 03 SY JA LL 


108 O.S. An-Nahl 16:90 
109 O.S. An-Nisa (4|:58. 


Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H & 53 


Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 
yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal?” 


a. Hubungan Baik Antara Umat Beragama 


0S LL ar LAKI 

HA EN ES at sap 

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 

(Islam), Sesung-guhnya telah jelas jalanyang benar daripada 
jalan yang sesat?" 


- 
( 


ola AS DN, Pa KUAT 
Oa Ha 


Artinya: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah 
beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka 
Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka 
menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” 


10 0.S. Al-Hujarat (49J:13. 
11 0.5. Al-Bagarah (2): 256. 
12 0.5. Yunus (1oJ: 9g. 
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Kena II 2g teng alan Ka JI TAAS SI jatt J3 
sendu Pp ea “023 Ip 


DO GULAI IA GS og ai 9,3 
Artinya: “Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) 
kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan 
antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali 
Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun 
dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang 
lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka 
Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami 
adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah”? 


SA :: Hape 3 4 


alat Has sip Mi 2s AG 
an aa ga LN Sa 
O Ok 15 


Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat 
baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang- 
orang yang Berlaku adil” (8). “Sesungguhnya Allah hanya 
melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang 


13 OS. Ali-Imran (3J: 64. 
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yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari 
negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. 
dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka 
mereka Itulah orang-orang yang zalim” (9)." 


Prinsip-prinsip Islam dalam Hadits Rasulullah mengenai 
penyelenggaraan suatu negara seperti yang terdapat dalam buku 
Suyuti Pulungan, dikutip oleh Sri Kursiyah's, antara lain ialah : 


a. Prinsip Kebutuhan Akan Pemimpin 


“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah 
salah seorang diantara mereka menjadi pemimpir' (H.R 
Abu Daud) 


“Tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat 
terbuka di muka bumi ini kecuali ada salah seorang 
diantara mereka yang menjadi pemimpin mereka” (H.R 
Ahmad) 


b. Prinsip Tanggung-Jawab 


“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung- 

jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala 
Negara yang memimpin rakyat bertanggung-jawab 
atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin 
penghuni rumahnya dan bertanggung-jawab atas 
mereka”. (Muttafag 'alaih). 

Cc. Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat 
“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah 
pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) 
dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu 

14 OS. Al-Mumtahanah | 6oJ: 8-9. 


u5 Sri Kursiyah, Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan 
Negara, Jurnal Hukum Khaira Umma, Volume 1, No1, Maret 2006, hlm 63-66. 


56 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 


dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin- 
pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin 
yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu 
melaknat mereka dan mereka melaknat kamu? (H.R 
Ahmad) 


Prinsip Ketaatan 


“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan menta- 
ati perintah, baikyang disenangi maupun tidak, kecuali 
Jika ia diperintah untuk melaksanakan maksiat” (H.R 
Bukhari) 


“Akan datang kepadamu sesudahku para penguasa, 
penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan 
kebaikannya, dan penguasa yang jahatakan memerintah 
kamu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taati 
segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka 
berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi 
Jika mereka mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk 
kamu dan mereka bertanggung-jawab atasnya” (Hadits 
dari Abu Hurairah) 

Pemimpin yang tidak Konsisten dan Bertanggung- 
Jawab 

“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang 
memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu pada- 
hal mereka tidak melaksanakannya, barang siapa yang 
membenarkan kedustaan mereka itu akan membantu 
kedzaliman mereka, maka itu tidak masuk kedalam 
golonganku dan aku tidak masuk golongannya”. (H.R 
Ahmad) 
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f£ Prinsip Tolong Menolong 


“Barang siapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, 
maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu 
atas orang yang tidak memilki kemampuan dan barang 
siapa yang memiliki kelebihan bekal maka hendaklah 
ia memberikan kelebihannya itu kepada orang yang 
kekurangan bekal” (H.R Ahmad) 


“Barang siapa yang memiliki makanan cukup untuk 
dimakan dua orang, maka hendaknya ia membagikanya 
supaya cukup dimakan tiga orang. Dan barang siapa 
yang memiliki makanan untuk jatah empat orang, maka 
hendaklah ia membaginya supaya cukup dimakan lima 
orang atau enam orang”. (H.R Ahmad) 


g. Prinsip Kebasan Berpendapat 


“Siapa diantara kamu menemukan kemugkaran maka 
hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak 
mampu dengan lisannya maka dengan hatinya dan 
yang demikian ialah selemah-lemah iman. (H.R Muslim) 


“Sesungguhnya Allah meridha'i bagi kamu dengan tiga 
hal: Bahwa kamu hendaknya menyembah-Nya dan 
jangan menyekutukan-Nya, bahwa kamu berpegang 
pada tali Allah dan janganlah kamu terpecah belah, dan 
bahwa kamu memberi nasihat terhadap orang-orang 
yang menjadi pemimpin kamu'. (H.R Muslim) 

“Ada tiga hal yang tidak membuat dengki hati seorang 
muslim: Amal yang ikhlas karena Allah, menasihati para 
pemimpin, dan mendatangi jamaah kaum muslimin, 
karena pertolongan mengalir dari pihak mereka” (H.R 
Para Ahli Sunnah) 
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h. Prinsip Persamaan di depan Hukum (eguality before 
the law) 


“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa 
lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, 
mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang 
lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. 
Demi Allah seandainya Fatimah Binti Muhammad 
mencuri niscaya aku akan potong tangannya”. (H.R 
Ahmad) 


i. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara 


Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah 
masa kehancuran', dinyatakan: “Bagaimana yang 
dimaksud dengan menghilangkannya?” beliau menja- 
wab: Jika suatu perkara diserahkan kepada orang bukan 
ahlinya”. 

“Barang siapa memegang kekuasaan mengurus urusan 
kamu muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang 
padahal ia menemuan orang yang lebih pantas bagi 
kaum muslimin daripada orang itu, maka ia sungguh 
telah menghianati Allah dan Rasul-Nya”. 


Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, 
sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas 
permintaanmu maka akan berat bagimu mempertang- 
gung-jawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan 
kepadamu tanpa ada permintaan darimu maka kamu 
akan mendapat kekuatan melaksanakannya. Jika 
kamutelah diangkat dengan sat sumpah, kemudia kamu 
melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki 
Jabatan itu maka serahkanlah ia kepada orang itu dan 
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lepaskan sumpah jabatanmu' (H.R Ahmad) 
j- Prinsip Musyawarah 


“Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu 
dengan musyawarah". 


“Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang 
memiliki pemikiran tajam tentang suatu hal dan ikutilah 
mereka dalam hal itu". 


“Apabila salah seorang dari kamu meminta konsultasi 
pada saudaranya, maka hendaklah ia memberikan 
petunjuk pada orang itu” (H.R Ibn Majah) 

“Orang yang diminta nasihatnya adalah orang yang 
terpercaya”. (H.R Ibn Majah) 


k. Prinsip Persaudaraan 


Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, 
dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai 
hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi 
seorang muslim yang memutuskan hubungan dengan 
saudaranya diatas tiga hari”. (H.R Bukhari) 


“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang 
lain”. (H.R Bukhari) 


Prinsip-prinsip Islam yang dapat dilihat dalam nash (al- 
Ouran dan Hadits) jika diperhatikan ternyata tidak menawarkan 
bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan negara yang baku 
serta harus diikuti oleh seluruh umat Islam, tetapi justru prinsip- 
prinsip tersebut memberikan nilai-nilai dasar yang harus 
dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, 
bagaimanapun bentuk dan sistem negaranya asal asas-asas dan 
prinsip penyelenggaraan sebuah negara tidak bertentangan 
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dengan prinsip-prinsip Islam. Malah justru antara keduanya 
saling menguatkan, entah itu negara republik, monarki maupun 
bentuk lain bisa juga dikatakan bahwa negara tersebut adalah 
negara Islami atau yang lebih dikenal sebagai darul as-salam. 


Menurut Abd Muin Salim yang kutip oleh J. Suyuthi 


Pulungan" 


bahwa untuk menyelenggarakan mekanisme 
sistem pemerintahan negara tentu harus berdasarkan 4 (empat) 
prinsip kekuasaan politik yang dipandang sebagai asas-asas 
pemerintahan, meliputi: 1) Asas amanat, 2) Asas keadilan 
(keselarasan), 3) Asas ketaatan (disiplin), dan Asas Sunnah. 
Asas Sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang- 
undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah 


diantara mereka yang berhak. 


Politik Hukum UU ASN 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 


Tahun 1945 menegaskan dalam Preambule-nya mengenai tugas 


pemerintah negara Indonesia di alenia kedua, antara lain: 


“..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial...” 


Tugas pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan negara 


(welfare state), pencerdasan, ketertiban, perdamaian dan keadilan 


16 J. Suyithi Pulungan, Relasi Islam dan Negara, Studi Pemikiran Politik Islam 


17 


dalam Perspektif al-Our'an, Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2008., hlm 197-198. 
Dalam http://jurnal.radenfatah .ac.id/index.php/intizar, diakses pada 12-03- 
2018 pada pukul 02:39. 


Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
(UUD NRI) Tahun 1945. 
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yang sebenarnya dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 ialah 
menunjukkan bahwa dalam pencapaiannya sangat perlu berpijak 
pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan 
membuat aturan perundang-undangan yang baik sebagai rujukan 
pelaksaan pemerintahan. 


Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) perlu 
dibangun sebuah manajemen aparatur sipil negara yang profesional, 
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, 
dan bersih dari praktik KKN. Indonesia sebagai negara republik, 
tidak serta merta kedaulatannya berada di tangan rakyat dan 
pelaksanaanya berdasarkan Undang-Undang Dasar, tetapi perlu 
juga di ingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. hal 
ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 terkait bentuk dan kedaulatannya, 
antara lain: 


Pasali 


1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk 
Republik. 


2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. 

3. Negara Indonesia adalah negara hukum.» 

Pelaksanaan pemerintahan negara di Indonesia yang 
berdasarkan pada negara hukum, tentunya harus melihat bahwa 
hukum terbentuk akibat dari perjalanan dan kesepakatan politik. 
Kesepakatan politik berlanjut menjadi sebuah kebijakan hukum 


18 Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah tertuang dalam Bab 1 
ketentuan umum, pasal 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara. 


19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. 
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yang harus dilaksanakan demi mencapai tujuan negara, dengan 
demikian istilah hukum sebagai bagian dari produk politik bisa 
dibenarkan. Mahfudz MD menegaskan hukum sebagai produk 
politik, penjelasanya, berikut: 
“Pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” adalah 
benar jika didasarkan pada das Sein dengan mengonsepkan 
hukum sebagai undang-undang. Dalam faktanya jika hukum 
dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga 
legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa 
hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, 
formalisasi atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang 
saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun 


» 120 


melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar”. 


Hukum yang menjadi kesepakatan politik didasarkan pada das 
Sein yang berarti perundang-undangan, berbeda dengan hukum 
yang dasarnya ialah das Sollen yang berarti hukum bukan undang- 
undang, maka pernyataan hukum sebagai produk hukum menjadi 
salah. Politik hukum menjadi bahasan penting, mengingat bahwa 
terbitnya undang-undang/perundang-undangan yang ada berkat 
dilatar-belakangi oleh perkembangan tuntutan global, demi 
tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 


1. Pengertian Politik Hukum 
Definisi mengenai politik hukum banyak dijumpai di 
berbagai referensi oleh beberapa pakar, namun Mahfud 
menggaris-bawahi bahwa definisi politik hukum, antara lain: 
“legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum 
yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum 


120 Moh. Mahfud, Politik Hukum, hlm. 5. 
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baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam 


»121 


rangka mencapai tujuan negara”. 


Sejalan dengan Padmo wahjono yang berpendapat 
bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang 
menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang ingin dibentuk, 
penegasannya bahwa politik hukum merupakan kebijakan 
penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria 
untuk menghukumkan sesuatu di dalamnya yang mencakup 


122 


pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. 


2. Politik Hukum Terbentuknya UU ASN 


Perubahan undang-undang disebabkan oleh tuntutan dan 
tantangan jaman yang setiap dimensinya terus mengalami 
perkembangan, perbaikan, dan kemajuan. Sehingga mengaki- 
batkan regulasi perundang-undangan dipaksakan untuk 
mengatur-ulang dengan mereformasi sesuai dengan desakan 
keadaan yang berlaku, sejauh hal tersebut berkaitan dengan 
pelaksanaan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa selain 
sifat undang-undang tersebut rigid, tetapi juga mesti fleksibel 
dalam menyikapi perubahan tuntutan nasional dan tantangan 
global dengan syarat secara hierarki tidak melanggar undang- 
undang diatasnya. 


Politik hukum terbentuknya UU nomor 5 tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara tidak serta-merta mendadak 
hadir tanpa sebab-akibat sebelumnya. Melainkan berawal dari 
masa orde lama dimasa Presiden Soekarno yang mensahkan 
UU No 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kepegawaian. Pengaturan pada masa tersebut dalam menyebut 
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Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, hlm. 1. 


122 Ibid. 


64 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 


aparatur negara masih digunakan istilah Pegawai.” Kemudian 
UU Tersebut dicabut pada masa orde baru dimasa Presiden 
Soeharto yang mensahkan UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
Pokok Kepegawaian. Pengaturan pada masa terbsebut sudah 
lebih rinci dalam hal kepegawaian seperti membedakan antara 
pegawai negeri dan pegawai negeri sipil. UU ini bertahan kurang 
lebih selama 25 tahun, yaitu pada masa reformasi direvisi 
dengan menetapkan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian." 

Hadirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pada saat 
itu, dengan alasan pertimbangan beberapa hal, antara lain: 


a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional 
untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat 
hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, 
adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri 
yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas 
sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan 
pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 


b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan 
Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan 
tugas secara professional dan bertanggung jawab 
dalam menyeleng-garakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, 


123 Ni Gusti Agus Dyah Satyawati, “Kadek Sarna, I Made Budi Arsika, “Politik 
Hukum Sistem Aturan Kepegawaian Di Indonesia Sebelum dan Setelah 
Disahkannya UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Laporan 
Akhir Penelitian Dosen Muda, (Denpasar: Universitas Udayana, 2014), hlm1. 


124 Ibid. 
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kolusi, dan nepotisme, 

c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil 
sebagai mana tersebut dalam huruf b, diperlukan untuk 
meningkatkan upaya manajemen Pegawai Negeri Sipil 
sebagai bagian dari Pegawai Negeri: 

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut 
di atas, dipandang perlu untuk mengubah Undang- 
Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian.” 

Pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

di perjelas pada Bab 1 Ketentuan umum, pasal 1 (satu), menjadi 
8 (delapan) butir, sebagai berikut: 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 


a. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas 
negara lainnya, dan digaji berdasar-kan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 


b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, 
dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


c. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena 
jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan 
hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 


125 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
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Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara 
yang ditentu-kan oleh Undang-Undang. 


Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif 
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- 
undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam 
kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, 
dan kepaniteraan pengadilan. 


Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional 
yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah 
memenuhi syarat yang ditentukan. 


Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi 
tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah. 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan 
upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas 
dan derajat professionalisme penyelenggaraan tugas, 
fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi 
perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan 


pemberhentian.?5 


Pertimbangan dan ketentuan umum serta seluruh pasal- 
pasal didalamnya pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai 
lagi dengan tuntutan nasional apalagi tantangan global yang 
semakin hari semakin berkembang. 


126 


Ni Gusti Agus Dyah Satyawati, “Kadek Sarna, I Made Budi Arsika, “Politik 
Hukum Sistem Aturan Kepegawaian Di Indonesia...” hlm 1. 
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Aspek-aspek di dalam UU tersebut memang bernilai 
positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kepegawaian, 
namun masih belum bisa menyentuh seluruh aspek terkait 
dengan kepegawaian untuk masa yang akan datang sehingga 
dipersipkanlah RUU untuk melakukan perubahan dalam sistem 
kepegawaian. Memang banyak pro dan kontra atas RUU tentang 
Aparatur Sipil Negara, namun lahirnya RUU untuk tujuan 
menata birokrasi pemerintahan menuju birokrasi profesional 
dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Tujuan 
penerapan sistem karir terbuka yang mengedepankan 
pengembangan manajemen sumber daya manusia dengan 
menerapkan sistem merit menjadi pintuk masuk lahirnya RUU 
Aparatur Sipil Negara disahkan menjadi Undang-Undang pada 
19 Desember 2013.” 


Aspek lain yang lebih kontekstual ialah, seperti hal tentang 
pemerintahan dan kepegawaian bahwa apartur negara Republik 
Indonesia terdiri dari 4,7 juta pegawai ASN, 360.000 anggota 
Polri, dan 330.000 anggota TNI. Disisi lain laporan Bank Dunia 
tahun 2009 memperhitungkan antara tahu 2010 sampai 2014 
jumlah PNS yang akan memasuki usia pensiun mencapai 2,5 juta 
orang, sedangkan pensiuan pada saat ini berjumlah 2,43 juta 
orang dan pada tahun 2015 PNS akan mencapai 4,9 juta orang 
atau lebih besar dari jumlah PNS pada tahun 2010 yang hanya 
mencapai 4,7 juta orang.” Tentunya beban fiskal pembayaran 
kepada pensiunan akan sangat berat ketika seluruhnya 
dibebankan kepada APBN semata. 
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Ibid., hlm 3. 


Naskah Akademik Rancangan ""ws Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, 
hlm i. 


Ibid., hlm 4. 
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Permasalahan lain juga selain daripada ledakan pensiun 
ialah tentang pelayanan publik, bahwa hasil survey KPK 
menunjukkan kualitas pelayanan publik hanya mencapai skor 
6,84 dari skala 10 untuk instansi pusat dan skor 6,69 dari instasi 
daerah.” Alasan umum ini yang menjadi tolak ukur lahirnya UU 
No 5 Tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhiono pada tangga 15 Januari 2014, sehingga UU No 8 Tahun 
1974 dan UU No 43 Tahun 1999 diyatakan tidak berlaku sejak UU 
ASN Tahun 2014 diundangkan."' Sehingga UU No 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan, 


antara lain: 


a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan 
mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 
perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki 
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi 
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan 
publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan 
peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan 
bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 


b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara 
belum berdasarkan pada perbandingan antara 
kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam 
rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi 
padajabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan 


130 Ibid., hlm 29. 
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yang baik, 

c.  bahwauntuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai 
bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan 
aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki 
kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya 
dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya 
dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan 


manajemen aparatur sipil negara, 


d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak 
sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global 
sehingga perlu diganti, 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur 
Sipil Negara. 

Pertimbangan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 di perjelas pada 

Bab 1 Ketentuan umum, pasal 1 (satu), menjadi 22 (duapuluh 
dua) butir, sebagai berikut: 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 


instansi pemerintahan. 


132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
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Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat 
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerinthan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan paraturan 
perundang-undangan. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 


Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 


pemerintahan. 


Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk 
menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki 
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 


Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi 
dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara 
sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan 
berbasis teknologi. 

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 


tinggi pada instansi pemerintahan. 


Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang 
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menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 


i. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 


dan pembangunan. 


j- Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi 


pemerintahan. 


k. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 


l. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang 
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi 


pemerintahan. 


m. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mem- 
punyai kewenangan melaksanakan proses pengang- 
katan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai 
ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 


perundang-undangan. 


n. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN di 
instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan 


perundang-undangan 


Oo. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 


daerah. 
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Instansi Pusat adalah kementrian, lembaga pemerintah 
nonkementrian, kesekretariatan lembaga negara, dan 
kesekretariatan lembaga nostruktural. 


Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi 
dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 


Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan 


aparatur negara. 


Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah 
lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari 
intervensi politik. 


Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya 
disingkat LAN adalah lembaga pemerintah 
nonkementrian yang diberi kewenangan melakukan 
pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat 
BKN adalah lembaga pemerintah nonkementrian 
yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan 
menyelenggarakan manajeman ASN secara nasional 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN 
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan 
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membe- 
dakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, 


asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau 
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kondisi kecacatan. 


Nomenklatur baru yang membedakan dengan UU 
sebelumnya pada UU ASN tahun 2014 seperti ASN, PPPK (Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), semula Manajemen PNS 
berubah Manajemen ASN dengan substansi sasaran pengetian 
yang berbeda dengan memunculkan sebuah “menajemen yang 
bebas dari ntervensi politik dan bersih dari praktek KKN”, Sistem 
Informasi ASN sebagai rangkaian informasi dan data pegawai 
ASN yang berbasis teknologi, JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi), 
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), KASN, Sistem Merit dan 
banyak lagi. 

Nomenklatur tersebut telah resmi secara hukum 
diundangkan dan diberlakukan di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), namun dalam perjalanannya apakah 
hal ini sudah berlangsung secara efektif dan mekanisme 
pengelolaannya sudah sesuai dengan cita good governance ?. 
Tentunya hal ini perlu dikaji secara hati-hati dan sustainable, 
demi tercapainya sebuah cita-cita negara yang berkesejahteraan 
(welfare state). 


Sebuah kebanggaan bagi penulis dalam hal ini ialah 
mengenai selalu adanya perkembangan dalam sejarah 
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
demi tuntutan zaman (responsif), khususnya terkait UU 
ASN. Sesuai dengan harapannya untuk mereformasi biroksari 
pemerintahan. Langkah pertamanya yang ditempuh ialah 
menjalan politik hukum agar terbentuknya regulasi untuk 
kemudian dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan, sesuai dengan UU yang berlaku. Setelah 
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itu, melihat sejauh mana respon daripada penyelenggara 
pemerintahan atas implikasi dari UU ASN. Selanjutnya penulis 
memberikan gambaran sebuah mekanisme ideal yang ditawar- 
kan UU ASN dan peraturan pelaksananya, khususnya pada JPT 
Pratama dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Hal ini 
sangat penting untuk dijelaskan gambaran mengenai mekanisme 
ideal yang diatur dalam tubuh perundang-undangan, agar 
masyarakat bisa melihat sejauh mana asas keterbukaan dan 
kompetitif yang dipahami dari regulasi perundang-undangan. 


C. Proses Ideal Pengisian dan Pengangkatan JPT Pratama 


Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara umum telah tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil 
negara, dalam peraturan pelaksanaannya secara rinci diperjelas 
kembali oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 


tentang manajemen pegawai negeri sipil. 


1. JPT Pratama 

Pengelompokkan jabatan pimpinan tinggi dalam Undang- 
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada 
Pasal 9, ayat1i (satu), terdiri atas: 

a. Jabatan pimpinan tinggi utama 

b. Jabatan pimpinan tinggi madya, dan 

c. Jabatan pimpinan tinggi pratama. 

Jabatan pimpinan tinggi berfungsi untuk memimpin dan 
memotivasi pegawai ASN di instansi pemerintahan, dalam hal 
ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil 
negara menerangkan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 berfungsi memimpin dan memotivasi 


134 Ibid. 
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setiap Pegawai ASN pada instansi pemerintah pada pasal 19 
(sembilan belas), ayat 2 (dua) melalui: 


a. kepeloporan dalam bidang: 
1) keahlian profesional, 
2) analisis dan rekomendasi kebijakan, dan 
3) kepemimpinan majemen. 
d. Pengembangan kerja sama dengan instansi lain: dan 


e. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan 
melak-sanakan kode etik dan kode prilaku ASN."s 


Penetapan syarat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 
2014 pada pasal 19, ayat 3 dan 4 berkaitan dengan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan. Pendidikan dan pelatihan, 
rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang 
dibutuhkan."S Penetapan syarat pada jabatan pimpinan tinggi 
di jelaskan lebih rinci pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
1 tahun 2017 tentang majemen pegawai negeri sipil. Terkait 
pengisianjabatan pimpinan tinggi diatur pada Bab IX, Undang- 
Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, 
antara lain: 

Pasal 108 

1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi dan madya 
pada kementrian, kesekretariatan lembaga 
negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi 
Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif 
di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan 


135 Ibid. 
136 Ibid. 
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dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas 
serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan 
madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada tingkat nasional. 

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama 
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di 
kalangan PNS dengan memperhatikan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan 
dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas 
serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama 
dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada 
tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 


1 (satu) provinsi. 


Pasal 109 


) 


2) 


Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya 
tertentu dapat berasal dari kalangan no-PNS 
dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya 
dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta 
ditetapkan dalam Keputusan Presiden 

Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit 
Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan 
diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai 
dengan kompetensi yang ditetapkan melalui 
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proses secara terbuka dan kompetitif. 


3) Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi 
Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit 
Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepoli- 
sian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 110 

1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada pasal 109 dilakukan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu 


membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah 


2) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembina 
Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN. 


3) Panitia seleksi Instansi Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal 
maupun eksternal Instansi Pemerintah yang 


bersangkutan. 


4) Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian berdasarkan pengetahuan, 
pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas 
moral, dan netralitas melaui proses yang terbuka. 

5) Panitia seleksisebagaimana dimaksud padaayat (1) 
melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan 
dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan 


penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian 
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6) 


Pasal u1 


1) 


2) 


(assesment center) atau metode penilaian lainnya. 
Panitia seleksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi 
pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang 
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 


Ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, 
pasal 109, dan pasal 110 dapat dikecualikan pada 
Instansi Pemerintah yang telah menerapkan 
Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN 
dengan persetujuan KASN. 


Instansi Pemerintah yang menerapkan Sistem 
Merit dalam pembinaan Pegawai ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan secara 
berkala kepada KASN untuk mendapatkan 


persetujuan baru." 


Pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah diatur 


dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, pada Bagian Ketiga: 


Pasal 115 


1) 


137 Ibid. 


Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama 
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
dengan terlebih dahulu membentuk panitia 
seleksi. 


Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memiliki 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan 
tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan 
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jabatan. 

Tiga calon nama pejabat pimpinan tinggi pratama 
yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian melaui Pejabat yang Berwenang. 


Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) 
dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud 
pada ayat 3 (tiga) untuk ditetapkan dan dilantik 
sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. 
Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama 
yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/ 
kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota 
dikoordinasikan dengan gubernur. 


Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diatur dalam 


Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, pada Bagian Keempat: 


Pasal 16 


1) 


Pasal 117 


2) 


138 Ibid. 
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Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti 
Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak pelan-tikan Pejabat Pimpinan 
Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut 
melanggar ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan 
yang ditentukan.? 


Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki 
paling lama 5 (lima) tahun. 
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3) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana yang 


Pasal 18 


1) 


10 JIbid. 


dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang 
berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian 
kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi 
setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan bekoordinasi dengan KASN. 


Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target 
kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang 
sudah disepakati dengan pejabat atasannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 


undangan. 


Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi 
kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) 
tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan 
selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki 
kinerjanya. 

Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai mana 
dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan 
perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan 
harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi 
kembali. 


Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi 
dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain 
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau 
ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pengawasan dalam proses pengisian jabatan piminan tinggi 
Pratama diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 
2014, Bagian Keenam: 

Pasal 120 

1) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat 
Pembina Kepegawaian memberikan laporan 


proses pelaksanaannya kepada KASN. 


2) KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas 
inisiatif sendiri. 

3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian 
jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatam 
pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan 
jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 
14, KASN berwenang memberikan rekomendasi 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: 


a) Pembentukan panitia seleksi, 

b) Pengumuman jabatan yang lowong, 
c) Pelaksanaan seleksi, dan 

d) Pengusulan nama calon. 


4) Dalam rangka melakukan pengawasan pengisian 
jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat 
dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud 
dala Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang 
memberikan rekomendasi kepada Pejabat 
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Pembina Kepegawaian dalam hal: 
a) pembentukan panitia seleksi: 
b) pengumuman jabatan yang lowong, 
c) pelaksanaan seleksi: 
d) pengusulan nama calon, dan 
e) pelantikan 
5) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat. 
6) KASN menyampaikan laporan hasil pengawasan 
kepada Presiden." 


2. Pelaksanaan Ketentuan Pengisian dan Pengangkatan JPT 
Pratama 


Penjelasan lebih lanjut terkait dalam ketentuan tata cara 
pelaksanaan pengisian dan pengangkatan jabatan pimpinan 
tinggi pratama dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan telah 
diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sesuai amanat Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
pada pasal 19, ayat 4, antara lain: 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompe- 

tensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, 

rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain 
yang dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan 


pemerintah.” 


Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dalam hal 


m1 Ibid. 
112 Ibid. 
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ini perlu dipertimbangkan kembali mengenai akuntabilitas 
jabatannya. Peraturan Pemerintah Nomor u tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan mengenai 
akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama, pada pasal 104, 
ayat 2 (dua) antara lain: 

JPT Pratama: 


1. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang 
memberikan solusi, 


2. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan 
organisasi, 

3. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi 
untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan 

4. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk 
mencapai outcome organisasi. 

Persyaratan selanjutnya mengenai jabatan pimpinan tinggi 

pratama tertuang pada pasal 105, antara lain: 

1. JPT utam, JPT madya, JPT pratama diisi dari kalangan 
PNS. 

2. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai 
kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang 
lowong. 4 

Persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama untuk dapat 

diangkat di kalangan PNS tertuang pada pasal 107, antara lain: 

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana 
atau diploma IV: 


143 Peraturan Pemertintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 
Mana-jemen Pegawai Negeri Sipil. 
1144 Ibid. 
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6. 
7. 


memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, 
dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar 
kompetensi Jabatan yang ditetapkan, 

memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas 
yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara 
kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahum, 
sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator 
atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun, 
memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas 
yang baik, 

usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan 


sehat jasmani dan rohani."5 


Kompetensi yang dimaksud pasal 107, antara lain: 


1. 


Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud diukur dari 
tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis 
fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis 


Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, 
pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman 
kepemimpinan 

Kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman 
kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal 
agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan 


kebangsaan." 


Kompetensi yang dimaksud diatas berkaitan dengan 


pedoman penyusunannya diatur dan ditetapkan kembali oleh 


145 Ibid. 
116 Ibid. 
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Peraturan Menteri.” Tata cara pengisian dan pengangkatan 


jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana telah disinggung 


sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 


Aparatur Sipil Negara mengenai pelaksanaan yang dilakukan 


secara terbuka dan kompetitif, baik pada tingkat nasional atau 


kabupaten/kota dalam satu provinsi. Selanjutnya mengenai 


tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama diatur oleh 


Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Manajemen 


Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 113 meliputi: 


1. 


2. 


3 
4 
5. 
6 


perencanaan, 
pengumuman lowongan, 
pelamaran, 

seleksi: 

pengumuman hasil seleksi, 


penetapan dan pengangkatan." 


Perencanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama 


yang dimaksud pada pasal 113, diterangkan secara terperinci 


pada pasal 14 meliputi: 


1. 


Perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 113 huruf a meliputi: 


penentuan JPT yang akan diisi, 
pembentukan panitia seleksi, 

C. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan 
pengisian JPT, 

d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi 
seleksi, dan 


147 Ibid., Pasal 109, Ayat 3 dan 4. 
148 Ibid., Pasal 13. 
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e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap 
tahapan pengisian JPT. 

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b untuk JPT Utama dibentuk oleh presiden. 

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk 

oleh PPK, kecuali oleh JPT madya tertentu dibentuk 
oleh Presiden. 

Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), PPK berkooordinasi dengan 

Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas unsur: 

a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan 
Instansi Pemerintahan yang bersangkutan, 

b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah 
lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang 
lowong, dan 

Cc. akademisi, pakar, atau profesional. 

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan: 

a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman 
sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi 
Jabatan yang lowong, 

b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian 
kompetensi: 

Cc. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, 
dan 
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d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepenti- 
ngan. 
7- Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan 
paling banyak 9 (sembilan) orang. 
Panitia seleksi pada pengisian jabatan pimpinan tinggi 
pratama yang dimaksud pada pasal 114, diterangkan secara 
terperinci pada pasal 15 dan 16 dengan memiliki tugas meliputi: 
Pasal 115 
1) menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan 
pengisian, 

2) menentukan metode seleksi dan menyusun materi 
seleksi, 

3) menentukan sistem yang digunakan pada setiap 
tahapan pengisian, 

4) menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi 
dan seleksi kompetensi, 

5) mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan 
pelamaran, 

6) melakukan seleksi administrasi dan kompetensi, 
dan 

7) menyusun dan menyampaikan laporan hasil 
seleksi kepada PPK.” 

Pasal 16 
1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 115, panitia seleksi dibantu 


149 Ibid., Pasal 114. 
150 Ibid., Pasal n5. 


88 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 


oleh sekretariat. 


2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(&) dilaksanakan oleh unit organisasi yang 
membidangi urusan kepegawaian. 

3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memiliki tugas memberikan dukungan adminis- 


tratif kepada panitia seleksi.” 


Pengumuman lowongan pengisian jabatan pimpinan tinggi 


pratama yang dimaksud pada pasal 113, diterangkan secara 


terperinci pada pasal 117 antara lain: 


1. 


Pengumuman lowongan pengisian JPT sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 13 huruf b wajib dilakukan 
secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau 
media elektronik. 


Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksdu pada 
ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari 
kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan 
lamaran. 

Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksdu pada 
ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai 
berikut: 

terbuka pada tingkat nasional kepda seluruh Instansi 
Pemerintah untuk JPT pada Instansi Pusat dan JPT 
madya pada Instansi Pusat dan JPT madya pada 
Instansi Daerah provinsi: 

terbuka pada tingkat nasional atau terbuka 
antarkabupaten-/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk 


151 Ibid., Pasal n6. 
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JPT pratama pada Instansi Daerah provinsi, atau 

6. terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar 
kabupaten-/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT 
pratama pada Instansi Daerah kabupaten/kota. 

7. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) paling sedikit harus memuat: 

a. nama JPT yang lowong, 

b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
107 dan/atau Pasal 108, 

c. kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang 
lowong: 

d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran, 

e. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi, dan 

f alamat dan nomor telepon sekretariat panitia 
seleksi yang dapat dihubungi. 

8. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi 
atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua 
panitia seleksi." 

Pelamaran pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang 
dimaksud pada pasal 113, diterangkan secara terperinci pada 
pasal 18 dan 19, antara lain: 

Pasal 18 

1) Pelamaran pengisian JPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 113 huruf c disampaikan kepada 
panitia seleksi 


152 Ibid., Pasal uy. 
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2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus 
direkomendasikan oleh PPK instansi. 


Pasal 119 


1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 118, panitia seleksi dapat mengundang 
PNS yang memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107 untuk diikut-sertakan 
di dalam seleksi. 

2) Dalam hal ini panitia seleksi mengundang PNS 
yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang 
bersangkutan harus tetap mendapat reko-mendasi 
dari PPK instansi." 


Seleksi pengisian dan pengumuman hasil seleksi jabatan 
pimpinan tinggi pratama yang dimaksud pada pasal 113, 
diterangkan secara terperinci pada pasal120 dan 121, antara lain: 

Pasal 120 


1) Seleksi pengisian JPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf d dilakukan sesuai dengan 
perencanaan pengisian JPT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1). 


2) Penyusunantahapan seleksi dan penetapanjadwal 
ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. 


3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi 
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(&) huruf d dilakukan mengacu kepada standar 
kompetensi Jabatan. 


153 Ibid., 18-19. 
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4) Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara 
objektif dan transparan. 

5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling sedikit terdiri atas : 
a) seleksi administrasi dan penelusuran rekam 

jejak Jabatan intergritas, dan moralitas, 

b) seleksi kompentasi: 
c) wawancara akhir, dan 
d) tes kesehatan dan tes kejiwaan. 


6) Seleksi kempetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi. 

7) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi 
kompetensi yang independen dan memiliki 
keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi. 

8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengisian 
JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 
(6) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 121 

1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e 
wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi. 

2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara 
terbuka pada setiap tahapan seleksi, 

a) nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasar- 
kan peringkat, dan 

b) peserta seleksi yang berhak mengikuti 
tahapan seleksi selanjutnya 
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3) Padatahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) 
orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk 
setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat 
pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi 
madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama 
untuk disampaikan kepada PPK. 

Penetapan dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi 
pratama yang dimaksud pada pasal 113, diterangkan secara 


terperinci pada pasal 122, 123, 127, dan 129 antara lain: 
Pasal 122 


Penetapan dan pengangkatan JPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 113 huruf f dilakukan oleh Presiden atau PPK 
sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil seleksi 
sebagaimana maksud dalam Pasal 121 ayat (3) 


Pasal 123 


1) Panitia seleksi menyampaikan g (tiga) orang calon 
pejabat pim-pinan tinggi pratama yang terpilih 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) 
di lingkungan Instansi Pusat kepada PPK me-nilai 
PyB. 

2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama 
calon pejabat pimpinan tinggi pratama hasil 
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 
ayat (3) dengan memperhatikan pertimbangan 
PyB untuk ditetapkan. 


Pasal 127 


1) Panitia seleksi menyampaikan g (tiga) orang calon 


154 Ibid., Pasal 120-021. 
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pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (3) di 
Lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi 
Daerah kabupaten/kota kepada PPK melaui PyB. 


2) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon 
pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi 
Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/ 
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama dengan memperhatikan pertimbangan 
PyB. 

3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama 
yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/ 
kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota 
dikoordinasikan dengan gubernur. 

4) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama 
yang memimpin sekretariat dewan perwakilan 
rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK 
dikonsultasikan dengan pimpinan dewan 
perwakilan rakyat daerah. 


Pasal 129 


PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dari calon 

pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang 

lain. s5 

Pengisian JPT Pratama karena sebab penataan organisasi, 
dijelas-kan secara tersendiri di paragragraf ke 4 (empat) pada 
PP Nomor 11 Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) pasal yang terdiri dari 
pasal130, pasal131, pasal132, pasal 133 dan pasal134, antara lain: 


155 Ibid., Pasal 122, 123, 127, dan 129. 
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1) 


Pasal 131 


1) 


Pasal 130 


Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi 
Pemerintah yang mengakibatkan adanya 
pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan 
Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi 
dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi 


Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat 
Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud paa ayat 
(&) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan 
tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian 
JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka. 


Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari 
satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui 
uji kompetensi dari pejabat yang ada. 

Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus memenuhi syarat: 

a) satu klasifikasi Jabatan, 


b 


Cc 


) memenuhi standar kompetensi Jabatan, dan 
) telah menduduki Jabatan paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. 


Kompetensi teknis dalam standar kompetensi 
jabatan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dibuktikan dengan: 


a) setifikasi teknis organisasi profesi, atau 


b) lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang 
diselenggarakan oleh instansi teknis. 
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3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
dilakukan bekoordinasi dengan Komisi Aparatur 
Sipil Negara. 

4) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon 
pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi 
sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi 
Terbuka. 

5) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerinta- 
han secara nasional, Presiden berwenang melaku 
kan pengisian JPT melaui mutasi pada tingkat 
nasional. 

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
mutasi pada tingkat nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan 
Presiden. 

Pasal 132 

1) Pengisian JPT melalui dari satu JPT ke JPT yang lain 
dapat dilakukan melalui uji kompetensi di anatara 
pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi. 

2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 


memenuhi syarat: 
a) sesuai standar kompetensi Jabatan, dan 
b) telah menduduki Jabatan paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. 
3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan bekoordinasi dengan Komisi Aparatur 
Sipil Negara. 
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Pasal 133 


) 


2) 


JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) 
tahun. 


JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, 
kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutu- 
han instansi setelah mendapat persetujuan PPK 
dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil 
Negara. 


Pasal 134 


1) 


Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka 

dan kompe-titif dapat dikecualikan pada Instansi 

Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit 

dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetu- 

juan Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kriteria: 

a) seluruh Jabatan sudah memiliki standar 
kompetensi Jabatan, 

b) penerencanaan kebutuhan pegawai sesuai 
dengan beban kerja: 

c) pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan 
secara terbuka, 

d) memiliki manajemen karir yang terdiri dari 
perencanaan, pengembangan, pola karir, dan 
kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari 
manajemen talenta, 


e) memberikan penghargaan dan mengenakan 
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sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja 
yang objektif dan transparan, 


f) menerapkan kode etik dan kode prilaku 
Pegawai ASN, 

g) merencanakan dan memberikan kesempatan 
pengembangan kompetensi sesuai hasil 
penilaian kinerja, 

h) memberikan perlindungan kepada Pegawai 
ASN dari tindakan penyalahgunaan wewe- 
nang, dan 

i) memiliki sistem informasi berbasis kompe- 
tensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh 
seluruh Pegawai ASN 


10) Instansi Pemerintah yang menerapkan Sistem 
Merit dalam pembinaan Pegawai ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara 
berkala kepada Komisi Aparatur Negara untuk 
mendapatkan persetujuan baru. 


Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji khususnya 
pada pejabat pimpinan tinggi pratama diatur sekalian pada 
paragraf 5 (lima) pasal 135, 136, 137, 138, 139, 140, dan 141 antara 
lain: 

Pasal 135 


Setiap PNS atau no-PNS yang diangkat menjadi pejabat 
piminan tinggi wajib dilantik dan mengangkat sumpah/ 
janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 


156 Ibid., Pasal 130, 131, 132, 133, dan 134. 
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Pasal 136 


Sumpah /janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
135 berbunyi sebagai berikut: 


“Demi Allah, saya bersumpah: 


Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan 
nenjalankan segala peraturan perundang-undangan 
dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada 
bangsa dan negara, 


Bahwa saya akan menjalankan tugas Jabatan, akan menjun- 
jung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan 
dengan penuh rasa tanggung jawab, 


Bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahguna- 
kan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan 
tercela. 


Pasal 137 


1) Dalam hal PNS atau non-PNS keberatan untuk 
mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang 
agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan 
janji Jabatan. 

2) Dalam halseorangPNSataunon-PNS mengucapkan 
janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) maka kalimat “Demi Allah, saya bersumpah” 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diganti 
dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, 
saya menyatkan dan berjanji dengan sungguh- 
sungguh”. 
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3) Bagi PNS atau non-PNS yang beragama kristen, 


pada akhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan 


kalimat: “Kiranya Tuhan menolong saya”. 


1) Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Hindu, 
maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimak- 
sud dalam Pasal 136 diganti dengan “Om Atah 


Paramawisesa”. 


2) Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Budha, 
maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimak- 
sud dalam Pasal 136 diganti dengan “Demi Sang 


Hyang Adi Budha”. 


3) Bagi PNS atau non-PNS yang beragama Khon- 
ghucu, maka frasa “Demi Allah” sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 136 diganti dengan “Ke- 
hadirat Tian di tempat yang Maha tinggi den- 
gan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Diper- 


muliankanlah”. 


4) Bagi PNS atau non-PNS yang berkepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama 
Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu 
maka frasa “Demi Allah” sebagaimana dimak- 
sud dalam Pasal 136 diganti dengan kalimat 
lain yang sesuai dengan kepercayaannya terh- 


adap Tuhan Yang Maha Esa. 


Pasal 138 


1) Pelantikan dan sumpah/janji Jabatan pejabat 


pimpinan tinggi diambi oleh Presiden. 


2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 


dapat menunjuk: 
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a) PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama 
di lingkunagn Instansi Pusat dan Instansi 
Daerah, 

b) PPK untuk pejabat pimpinan tinggi madya di 
lingkungan kementrian, lembaga pemerintah 


nonkementrian, dan Instansi Daerah provinsi, 


c) menteri yang mengoordinasikan untuk 
pejabat pimpinan tinggi utama di lingkupan 
lembaga pemerintah non-kementrian, 

d) pejabat lain untuk pejabat pimpinan tinggi 
madya di lingkungan kesekretariatan lembaga 
negara, atau 


e) Menteri atau pejabat lain untuk pejabat pim- 
pinan tinggi madya di lingkungan lembaga 
nonstruktural, untuk mengambil sumpah/ 
janji Jabatan 

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a dapat menunjuk pejabat lain dilingkungannya 

untuk mengambil sumpah /janji Jabatan. 


Pasal 139 


) 


2) 


Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan 
dalam suatu upacara khidmat. 

PNS dan/atau non-PNS yang mengangkat sumpah/ 
janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniawan 
dan 2 (dua) orang saksi. 

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meru- 
pakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama 
dengan Jabatan PNS dan/atau non-PNS yang 
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mengangkat sumpah/janji Jabatan. 

4) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan 
mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/ 
janji Jabatan yang diikuti oleh pejabat yang 
mengangkat sumpah/janji Jabatan. 

Pasal 140 


Pengambilan sumpah /janji Jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 139 dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah /janji 
Jabatan, pejabat yang mengangkat sumpah/janji Jabatan, 
dan saksi. 


Pasal 141 


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan 

pengambilan sumpah/janji Jabatan pejabat pimpinan 

tinggi diatur dengan Peraturan Kepala BKN.” 

Target kinerja dan uji komptensi pada pejabat pimpinan 
tinggi diatur sekalian pada paragraf 6 (enam) pasal 142 dan 
pasa 143, antara lain: 


Pasal 142 


Pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja 

tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati 

dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang 
diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, 
diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memper- 


baiki kinerjanya. 


157 Ibid., Pasal 135, 136, 137, 138, 139,140, dan 141. 
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Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka 
pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji 
kompetensi kembali. 

Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat 
dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi 
yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 143 

Dalam hal pejabat pimpinan tinggi yang berasal dari non- 

PNS tidak memenuhi target kinerja sebaigamana dimaksud 

dalam Pasal 142 ayat (2), yang bersangkutan diberhentikan 

dari JPT. 

Pemberhentian pejabat pimpinan tinggi dari jabatannya 
termasuk didalamnya JPT Pratama diatur sekalian pada paragraf 
7 (tujuh) pasal 144, antara lain: 

PNS diberhentikan dari JPT apabila: 

1) mengundurkan diri dari jabatan, 


diberhentikan sebagai PNS, 


menjalani cuti diluar tanggungan negara, 


) 
) 
4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, 
) ditugaskan secara penuh di luar JPT, 

) terjadi penataan organisasi, atau 

7) tidak memenuhi persyaratan Jabatan." 


Tata cara pemberhentian pejabat pimpinan tinggi dari 


158 Ibid., Pasal 142-143. 
159 Ibid., Pasal 144. 
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jabatannya termasuk didalamnya JPT Pratama diatur sekalian 
pada paragraf 8 (delapan) pasal 145 ayat 1 (satu) huruf e dan 
ayat 2 yaitu: di usulkan oleh Pyb kepada PPK bagi PNS yang 
menduduki JPT Pratama dan ditetapkan oleh PPK." 


Persyaratan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dari 
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia hampir sama dengan peraturan 
umumnya namun perbedaannya ialah terletak pada usia yaitu 
maksimal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah 53 (lama puluh 


161 


tiga) tahun. 


Menarik untuk disinggung pada PP No Tahun 2017 tentang 
Pegawai Negeri Sipil pada pasal 363, antara lain: 
“Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-unda- 
ngan yang mengatur mengenai penyusunan dan pene- 
tapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, 
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, 
penilaian kinerja, penggajian dan tujangan, penghargaan 
disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan 
hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”? 
Peraturan pelaksana yang membahas tentang seleksi 
terbuka JPT terdapat dalam Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Lebih 


160 Ibid., Pasal 145. 
161 Ibid., Pasal 159. 
162 Ibid., Pasal 363. 
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jelasnya mengenai isi yang ada dalam tata cara pengisian JPT 
secara terbuka peneliti lampirkan di halaman lampiran. 
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BAGIAN KETIGA 
GENERAL VIEW TATA 
PEMERINTAHAN KABUPATEN 
SAMBAS 


A. Potret Kabupaten Sambas 


Provinsi kalimantan barat merupakan salah satu wilayah dilalui 
oleh garis katulistiwa dengan garis lintang o” yang terletak di kota 
Pontianak. wilayah sebelah utara kalimantan barat dilalui oleh 
Malaysia Timur (Serawak), wilayah sebelah selatan oleh laut jawa, 
sebelah timur kalimantan tengah dan kalimantan timur, wilayah 
sebelah barat oleh laut natuna dan selat karimata. Kalimantan barat 
memiliki luas wilayah 146.807 km? Wilayah Kabupaten Sambas 
termasuk di dalamnya yang menjadi lokasi penelitian ini, khususnya 
dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sambas. 


Sejak tahun 1957-1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas 
sebe-lumnya ialah beribukota di Singkawang. Sambas sendiri pada 
saat itu ialah masih beribukota kecamatan Sambas, namun pada 
tanggal 15 juli 1999 kota Sambas resmi menjadi ibukota kabupaten 


163 Deni Irawan, Membangun Perdamaian di Sambas 1, (Jakarta Timur: Sedaun, 
2011), hlm. 52-53. 


106 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 


Sambas. 


1. Geografi 


Kabupaten sambas adalah wilayah yang terletak di utara 


provinsi kalimantan barat dengan luas kabupaten sambas 


mencapai 6.395,70 km? atau sekitar 4,36Y0 dari luas wilayah 


provinsi kalimantan barat. Letak georafis kabupaten Sambas 


menurut garis lintang bujur, antara lain: 


Tabel 15 
No. Kecamatan Lintang Bujur 
1 Selakau 005735” -1”06'30” | 108”56'35”-109”14 50” 


05748” 2 10652” 


1705 01” -11214” 


2 Selakau Timur 


109”01 42”-109 14 O1” 


10854 01” - 109449” 


1904 31” - 11226” 


109”o1 41”-109”07 01” 


1705 07” -10858” 


10855 41”-109”04 45” 


05940” 2 11702” 


109”03 40”-109”25 38” 


11413” - 12020” 


10903 35”-109 1009” 


11120” -1”24 48” 


1900'29” . 12444” 


109”0916”-109”26 23” 


108”511”-109”33 07 


11132” -119 57” 


109”09 21”-109”20 06” 


117432” Pi 12446” 


10920 51”-109”28 23” 


3 Pemangkat 
4 Semparuk 
5 Salatiga 

6 Tebas 

7 Tekarang 
8 Sambas 

9 Subah 

10 Sebawi 

1 Sajad 

12 Jawai 


1011 33” 2 13215” 


108”57 25”-109”08 21” 


13 | Jawai Selatan 


1 158” - 11740” 


108”5743”-109”05 04” 


15 Galing 


11813 -1”36'29” 


122715” 2 14420” 


14 | Teluk Keramat 


109”03 551091812” 


10912 02”-109”27 07” 


16 Tangaran 


12811” -1”36'01” 


109”03 43”-109”13 57” 


164 Ibid., hlm. 54. 


165 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam angka 
2017, (BPS Kabupaten Sambas: CV. Swadesi Harapan Masa, 2017), hlm. 13. 
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17 Sejangkung 11133” -1”35 28” 109”15 23”-109”38 48” 
18 | Sajingan Besar 125 40” -1”49 40” 109”2513”-109”45 13” 
19 Paloh 135 35” - 20543” 109”3856”-109”38 56” 
Kabupaten aan ana og Ona 
Bawahan 2”08'LU - 033 LU 108”38 BT-110”04 BT 


Kabupaten sambas pada 2015 terbagi menjadi 19 kecamatan 


dan 193 desa. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang langsung 


berbatasan dengan negara malayasia (wilayah serawak, yaitu 


kecamatan Paloh dan kecamatan Sajingan Besar ."$ Kabupaten 


Sambas termasuk daratan rendah dengan ketinggian tanah 


Optimal 100 meter. Secara administratif kabupaten sambas 


mempunyai batas wilayah, antara lain: 


a. 
b. 
E 


d. 


Utara: Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna. 
Selatan: Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. 
Barat: Laut Natuna. 


Timur: Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten 
168 


Bengka-yang. 


Sedangkan luas wilayah Kabupaten Sambas menurut 


kecamatan dan presentasenya, antara lain: 


166 Deni Irawan, Membangun Perdamaian di Sambas. hlm. 64. 


167 Ibid., 


168 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam angka 
2017, hlm. 9. 


108 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 


Tabel 29 


ust Area Persentase 

No. (Kecamatan Ibukota Terhadap luas 
(Km) Kabupaten 

1 Selakau Selakau 129,51 2,02 

2  |Selakau Timur | Selakau Tua 162,99 2,55 

3 Pemangkat Pemangkat 11,00 1,74 

4  |Semparuk Semparuk 90,15 1,41 

5 |Salatiga Salatiga 82,75 1,29 

6 |Tebas Tebas 395,64 6,19 

7 Tekarang Tekarang 83,16 1,30 

8 Sambas Sambas 246,66 3,86 

9 Subah Balai Gemuruh 644,55 10,08 

10 |Sebawi Sebawi 161,45 2,52 

1 |Sajad Tengguli 94,94 148 

12 |Jawai Sentebang 193,99 3,03 

13 |Jawai Selatan | Matang Terap 93,51 1,46 

14 | Teluk Keramat | Sekura 554,43 8,67 

15 | Galing Galing 333,00 5,21 

16 |Tangaran Simpang Empat (186,67 2,92 

17 |Sejangkung Sejangkung 291,26 455 

18 | Sajingan Besar | Kaliaw' 1.391,20 21,75 

19 | Paloh Liku 114884 117,96 

Kabupaten Sambas 6.394,70  1100,00 


169 Ibid., hlm.15. 
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2. Demografi 


Kabupaten Sambas merupakan salah-satu wilayah 
kalimantan barat yang memiliki ragam etnis dan budaya di 
dalam penduduknya, seperti etnis melayu, dayak, cina, jawa 
dan sebagainya. Agama-pun demikian, seperti Islam, Katolik, 
Protestan, Hindu, dan Budha. Sehingga dari sini muncullah 
keragaman budaya dan gaya hidup yang berbeda pula." 
Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2016, jumlah 
prasarana peribadatan di kabupaten Sambas mencapat 
1.346 buah tempat ibadah.” Berdasarkan hasil proyeksi 
kependudukan, kabupaten Sambas pada tahun 2016 berjumlah 
sekitar 526.367 jiwa, sehingga mencapai kepadatan penduduk 
sekitar 82 jiwa per km (kilometer) persegi atau 2.861 jiwa per 
desa. Terdapat berbedaan dari segi persebaran penduduk 
seperti kecamatan Pemangkat dengan tinggkat kepadatan 
penduduknya mencapai 419 jiwa/km? dan kecamatan Sajingan 
Besar hanya dihuni 8 (delapan) jiwa/km?.? Ini menunjukkan 
bahwa kecamatan Pemangkat memiliki tingkat kepadatan 
penduduk tertinggi dan kecamatan Sajingan Besar memiliki 
kepadatan penduduk terendah. Penduduk kabupaten Sambas 


menurut jenis kelamin dan sex ratio, antara lain: 


170 


171 


172 


Deni Irawan, Membangun Perdamaian di Sambas. hlm. 67. 


Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam angka 
2017, hlm. 109. 


Ibid., hlm. 77. 
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Tabel 3": 


No Kecamatan Laki-laki | Perempuan | Jumlah Ui 
1 Selakau 16.070 15.877 31.947 101,22 
2 | Selakau Timur 5.608 5.569 1.177 100,70 
3 Pemangkat 23.221 23.331 46.552 99,53 
4 Semparuk 12.306 12.935 25.241 95,14 
5 Salatiga 7-592 7764 15.356 9778 
6 Tebas 33.367 33.920 67.287 98,37 
7 Tekarang 6.go1 7.480 14.381 92,26 
8 Sambas 24.482 24.950 49.432 98,12 
9 Subah 9.440 8.638 18.078 109,28 

10 Sebawi 8.205 8.526 16.731 96,24 
11 Sajad 4-975 5.391 10.366 92,28 
12 Jawai 17.049 19.157 36.206 89,00 
13 | Jawai Selatan 8.892 9.132 18.024 9737 
14 | Teluk Keramat 28.923 31.625 60.548 91,46 
15 Galing 10.297 10.080 20.377 102,15 
16 Tangaran 11.106 12.499 23.605 88,86 
17 Sejangkung 12.283 12.193 24.576 101,56 
18 | Sanjingan Besar 6.069 5.11 11.180 118,74 
19 Paloh 12.625 12.678 25.303 99,58 
2016 266.856 526.367 9725 


173 Ibid., hlm. 80-81. 
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2015 258.475 264.640 523.15 9767 
2014 257.517 262.370 519.887 98,15 
2013 255.474 260.097 515.571 98,22 
2012 251.423 257.675 509.098 98,73 


Penduduk kabupaten Sambas yang berumur 15 tahun keatas 


secara golongan umur dan jenis kelamin, antara lain: 


Tabel 47 
No Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 
Umur 
1 15 —19 20.690 20.233 40.923 
2 20 — 24 16.925 17.862 34-787 
3 25 —29 18.272 20.403 38.675 
4 30 — 34 19.381 21.730 41.111 
5 35-39 19.952 20.571 40.523 
6 40 — 44 17.664 17.473 35-37 
7 45 — 49 15.419 16.101 31.520 
8 50 — 54 13.953 14.904 28.857 
9 55-59 12.006 12.540 24.546 
10 60 — 64 8.694 9.320 18.014 
11 65 — 69 6.179 6.9go7 13.086 
12 70 — 74 3.921 4.756 8.677 
13 75 t 3-339 4.819 8.158 


174 Ibid., hlm. 80-81. 
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2016 176.395 187.619 364.014 
2015 174.884 185.222 360.106 
2014 173.483 182.826 356.309 
2013 171.335 180.431 351.766 
2012 167.821 177.897 345.78 


3. Pendidikan 


Jumlah sekolah pada tahun 2016 di Kabupaten Sambas 
menun-jukkan bahwa Sekolah Dasar (SD) sebanyak 393 SD 
negeri dan 17 SD swasta, untuk Sekola Menengah Pertama (SMP) 
sebanyak 100 SMP negeri dan 21 SMP swasta, selanjutnya untuk 
Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 27 SMA negeri dan 6 
SMA swasta.”s Banyaknya sekolah pada tingkat pendidikan SD, 
SMP, dan SMA di Kabupaten Sambas di uraikan lebih lanjut, 


antara lain: 


Tabel 5”5 
us TK SD SMP SMA 
2 
NO 
2 o (else is (elsielzis 
S ga » lag » | ga 8 Iga S 
5 e & | & 1g & | L 
ti fav) aa o -. » -. w 
1 Selakau 1 1 (2012 | 5 2 
2 |Selakau Timur | - - si-lal - - . 
3 Pemangkat 219 12615 Is lala 2 


175 Ibid., hlm.105. 
176 Ibid., hlm. m. 
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4 Semparuk 2 2 las | - | 5 - 1 - 

5 Salatiga - -Imnl- ta - 1 - 

6 Tebas 3181| 5 lol 6 | 3 1 

7 Tekarang -Jlalul- 3 - Ii - 

8 Sambas 317 (3201218 |ail2 3 

9 Subah 3 3 I20ol|l1 | 7 - 2 - 

10 Sebawi 1 -Irl- Tali 1 - 
un Sajad 1 -I(81I-I21 - 1 - 
12 Jawai - 3 123 | - 5 - 1 - 
13 | Jawai Selatan | - 1 l201- | 3 | - 1 - 
14 |Teluk Keramat| 1 3laglai lol 3 | 4 - 
15 Galing 1 2l|2a | - | 7 - 2 - 
16 Tangaran 2 - t4gI|-|31 2 - - 
17 Sejangkung | - | 2 |25 | - | 4 - 1 - 
19 |Sajingan Besar | - - 14 | 4 - - - 
20 Paloh - 3 l22|- | 8 | 2 | 2 - 
2016 20 | 45 1303| 17 (1001 21 | 27 6 

2015 20 | 45 (392117 | 96 | 20125 | 5 

2014 22 | 49 1389| 17 |o9o21 2 | 241 5 

2013 26 | gi (393116 |(94| 19 | 241 5 

2012 26 | 4 1393115 (03118 | 241 5 


tahun 2016 sebanyak 7.908 orang, terdiri dari 4.597 pegawai 
laki-laki dan 3.311 pegawai perempuan. Menurut golongannya 
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Potret Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas 


Jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Sambas pada 


sekitar 0,48Yo golongan I, 23,13Yo golongan II, 45,25Y0 golongan 


III, dan 311490 golongan IV.” 


Visi dan misi pemerintahan kabupaten Sambas 


menunjukkan target pencapaian kedepan dalam pembangunan 


dengan motto “Sambas Hebat”. Visi pemerintahan kabupaten 


yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang 


Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera. Misi dalam 


pemerintahan Kabupaten Sambas, yaitu: 


a. 


g. 


Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar 
dengan memper-hatikan aspek pemerataan dan 
keadilan pembangunan serta menguta-makan faktor 
pengungkit perekonomian rakyat 


Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi 
yang sinergis melalui kemitraan dan pemberayaan 
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang didu- 
kung oleh pelayanan prima. 

Meningkatkan kemampuan budi, daya, dan karsa 
insani menuju pembangunan manusia seutuhnya. 
Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dan 
penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip- 
prinsip good governance. 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemba- 
ngunan. 

Penegakan hukum (law enforcement) yang adil dan 
bertanggungjawab. 


Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban 


177 Ibid., hlm. 41. 
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masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan 
daerah. 

h. Meningkatkan pembinaan mental spritual guna 
mengokohkan jatidiri masyarakat yang berkepribadian 
luhur, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan." 


4. Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas 


Bupati Kabupaten Sambas yang pernah menjabat sampai 
yang menjabat dengan masa jabatannya dapat dilihat, antara 


lain: 
Tabel 6” 

No | Nama Bupati na den 
1 | R. Djenal Asikin Judadibrata 1950 — 1951 
2 | Sudjana 1951 —1952 
3 | Raden Prayitno Tjokro Hadi Suryo 1952 — 1954 
4 | Raden Abubakar Arya Diningrat 1954 — 1955 
5 | RPN Loemban Tobing 1955 —1958 
6 | Muhammad Zaini Noer 1958 — 1960 
7 | Firdaus 1960 — 1967 
8 | A. Muhammad Nurdin 1967 — 1973 
9 | Soermardji 1973 — 1983 

1o | Saksono 1983 — 1988 
1 | Drs. Saidi AS 1988 — 1990 
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Visi dan Misi, https://sambas.go.id. diakses tanggal 6 Februari 2018. 


Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas dalam angka 
2017, hlm. 43. 
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12 | Drs. H. Tamar Abdulsalam 1990 — 1991 
13 | Syafel Djamil, Msc 1991 — 1996 
14 | Tarya Aryanto 1996 — 2000 
15 | Ir. H. Burhanuddin AR 2001 — 2011 
16 | Dr. Hj. Juliarti Djuhari Alwi, MPH 2011 — 2016 
17 | A. Atbah Romin Suhaili, Lc Br 


Jumlah pegawai negeri sipil di kabupaten Sambas menurut 
Instansi dan golongan dapat dilihat, antara lain: 


Tabel 7? 
Golongan 
No Kantor/ Dinas/Instansi Jumlah 
1 II 1II IV 
- Sekretariat Daerah Kabu- i 5 8 sia 5 
paten Sambas 5 8 54 
5 Sekretariat DPRD Kabupat- | : 28 
en Sambas 7 7 Li 


Dinas Daerah 


Dinas Pertanian dan Peter- 


Io Denata - 11 29 6 46 
, Dinas Kehutanan dan : 16 2 
Perkebunan 7 .i 4 


Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil Menengah, 
Perindustrian, dan Perda- 
gangan 


Dinas Pekerjaan Umum 
4 |Binamarga, Pengairan, Ener-| 2 29 44 4 79 
gi dan Sumberdaya Mineral 


180 Ibid., hlm. 48-5046 
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Dinas Pekerjaan Umum 
5 |Cipta Karya, Tata Ruang dan | 2 17 17 6 41 
Perumahan 


Dinas Perhubungan, Komu- 
nikasi dan Informatika 


Dinas Kependudukan dan 


7 | Catatan Sipil . di ii 5 si 

8 |Dinas Kesehatan 3 186 498 11 698 

9 | Dinas Pendidikan 4 | 223 231 79 587 

10 |Dinas Pendapatan Daerah 1 19 48 3 7 

n Dinas Kelautan dan Peri- 5 Pi ag n 46 
kanan 

ia Dinas Pemuda, Olahraga, n - - g »8 
Kebudayaan dan Pariwisata 

jg Dinas Sosial Tenaga Kerja P 8 38 g 35 
dan Transmigrasi 

14 | PNS DPK/DPB - 3 4 3 10 

Lembaga Teknis Daerah 
1 (Inspektorat - 5 18 7 30 


Badan Perencanaan Pemba- 
ngunan Daerah 


3 |Badan Kepegawaian Daerah | - 9 30 1 40 


Badan Pemberdayaan Per- 
empuan dan KB 


5 |Badan Lingkungan Hidup - 1 16 3 20 


Badan Penanaman Modal 
6 |dan Pelayanan Perizinan - 7 13 4 24 
Terpadu 


Badan Pemberdayaan Mas- 
7 Iyarakat dan Pemerintahan - 4 14 4 22 
Desa 
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Badan Ketahanan Pangan, 
8 (Penyuluhan Pertanian, Peri- | - 15 72 13 100 
kanan dan Kehutanan 
Kantor Kesatuan Bangsa, 
9 | Politik, dan Perlindungan - 2 7 1 10 
Masyarakat 
Kantor Arsip dan Perpus- 
10 Itakaan Daerah i ii : : 8 
Kantor Satuan Polisi Pamog- 
11 . 1 32 8 1 42 
praja 
Pa Rumah Sakit Umum Daerah 8 Pa 8 ae 
(RSUD) Sambas Kk. 8 5 
: Rumah Sakit Umum Daerah 5 5 6 : 
3 | (RSUD) Pemangkat S3 laa 9 58 
Kecamatan 
1 | Kecamatan Selakau 1 8 1 2 21 
2 | Kecamatan Selakau Timur - 5 5 1 u 
3 (Kecamatan Pemangkat - 4 9 2 15 
4 | Kecamatan Semparuk 1 9 5 1 16 
5 (Kecamatan Salatiga - 3 5 2 10 
6 |Kecamatan Tebas 2 9 12 2 25 
7 |Kecamatan Tekarang - 3 4 2 9 
8 |Kecamatan Sambas - 13 10 1 24 
9 |Kecamatan Subah 2 10 5 - 17 
10 | Kecamatan Sebawi - 3 3 1 
1 | Kecamatan Sajad 1 4 6 1 12 
12 | Kecamatan Jawai 1 9 8 2 20 
13 | Kecamatan Jawai Selatan 2 5 6 2 15 
14 |Kecamatan Teluk Keramat 1 12 12 3 28 
15 | Kecamatan Galing - 11 5 1 17 
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16 | Kecamatan Tangaran - 5 5 2 12 
17 | Kecamatan Sejangkung - 9 6 2 17 
18 | Kecamatan Sajingan Besar - 9 5 2 16 
19 | Kecamatan Paloh - 3 9 1 13 
Guru dan Paramedis 
1 | Guru SD.SLTP.SLTA - 1g 1.535 | 2154| 3.806 
Jumlah PNS Kab. Sambas 
Menurut Instansi 87 | 1074 |aa89 | 215 || Gis 
Instansi Vertikal 
: Kejaksaan Negeri Sambas . 6 s5 5 s4 
dan Pemangkat 
5 Kantor Kementrian Agama | 6x sa sa sa 
Kab. Sambas 
Badan Pusat Statistik Kab. 
3 (Sambas . g ai i si 
Badan Pertahanan Nasional 
ki (PBN) Kab. Sambas : 3 5 5 - 
5 IPengadilan Agama Sambas | - 4 19 2 25 
6 Rumah Tahanan Negara : 18 5 . 3g 
Kelas IIB Sambas 
7 | Pengadilan Negeri Sambas - 4 16 2 22 
8 (Kantor Imigrasi Sambas - 23 16 - 39 
9 | Kepolisian Resort Sambas - 618 49 7 674 
2016 38 11829 | 3.578 12.463| 7.908 
2015 s1 | 2132 | 4.223 (2344| 8.750 
2014 m1 | 2.269 | 3.890 12.624| 8.854 
2013 71 | 2.375 | 3.667 | 2.641 | 8.764 
2012 89 | 2.667 13.698 12.578| 9.032 
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Daftar struktur organisasi pemerintahan daerah Kabupaten 
Sambas beberapa perangkat telah berubah nomenklatur dan 
susunan, sesuai amanat perundang-undangan. Dalam hal ini 
pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 


2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 


8 antara lain: 


Struktur Organisasi 
1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas 
) Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sambas 
3) Inspektorat Kabupaten Sambas 
) 


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. 
Sambas 


5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 
dan Lingku-ngan Hidup Kab. Sambas 


6) Dinas Kesehatan Kab. Sambas 
7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas 


8) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kab. Sambas 


9) Dinas Komunikasi dan Informatika 


10) Dinas Parawisata, Kepemudaan dan Olah Raga 
Kab Sambas 


11) Dinas Perhubungan Kab. Sambas 


12) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kab. Sambas 


13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas 


14) Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. 


181 Struktur Organisasi https://sambas.go.id, diakkses tanggal 6 Februari 2018. 
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Sambas 


15) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kab. Sambas 


16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. 
Sambas 


17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. 
Sambas 


18) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. 
Sambas 


19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kab. Sambas 


20 


Pan, 


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. 
Sambas 


21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan 


Aparatur Daerah Kab. Sambas 
22) Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas 
23) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sambas 
4 


25) Kecamatan Kabupaten Sambas. 


Kk 


Kantor Kesbangpolinmas 


) 
) 
) 
) 
B. Potret Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas 

Uray Tajudin resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah 
Kabupaten Sambas secara definitif pada hari Jum'at tanggal 2 
(dua) Juni tahun 2017. Pelantikan tersebut dipimpin lansung oleh 


Bupati Sambas untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris 
Daerah Kabupaten Sambas menggantikan posisi yang ditinggalkan 
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Sekda sebelumnya (Dr. H. Jami'at Akadol, M.Si., M.H)'? Peraturan 
Bupati Sambas No 31 tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, antara lain: 


Tabel 8' 


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 


Subbagian Pemerintahan 


Umum 
Bagian Tata . Subbagian Otonomi Daerah 
Pemerintahan . Subbagian Adminis- 


trasi Kewilayahan dan 
Pemerintahan Desa 


Subbagian Perundang- 
undangan 


Subbagian Bantuan Hukum 


Bagian Huk 
agian Hukum dan HAM 


SEKRETARIS DAERAH 


Subbagian Dokumentasi dan 


Asisten Pemerintahan 
Dan Kesejahteraan Rakyat 


Informasi Hukum 


Subbagian ADM. Pendidikan dan 
Agama 


Bagian Subbagian ADM. Kebudayaan, 
Kesejahteraan Parawisata, Pemuda dan Olahraga 


Rakyat Subbagian ADM. Kesehatan, 


Sosial, Pengendalian Penduduk 
dan KB 


182 Raymond Karsuwardi, “Suasana Pelantikan Uray Tajudin Resmi Dilantik 
jadi Sekda Kabupaten Sambas”, dalam pontianak.tribunnews.com, diakses 
tanggal 10 Februari 2018.. 


183 Struktur Organisasi https://sambas.go.id, diakses tanggal 10 Februari 2018. 
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Subbagian ADM. Trantib dan 
Linmas 
Subbagian ADM. Tenaga 


Bagian ' 6 h 
Kerja, Transmigrasi, 


Pemberdayaan 
7 Perpustakaan dan Kearsipan 


Subbagian ADM. 
Pemberdayaan Masyarakat 


Masyarakat 


dan Kependudukan 
Subbagian Perekonomian 


Basi Subbagian Penanaman 
agian 
8 Modal Perizinan dan Badan 


Perekonomian dan 
Usaha 


SDA 
Subbagian Sumber Daya 


Alam 

Bagian Infrastruktur J1. ' Subbagian ADM. Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang 
Subbagian ADM. Perumahan 
Kawasan Pemukiman dan 
Pertanahan 


Subbagian ADM. 
Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika 


Asisten Perekonomian dan Pembanganan 
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Bagian Aministrasi 
Pembangunan 


Bagian Pengelolaan 
Perbatasan 


Bagian Umum 


Bagian Organisasi 
dan Tata Laksana 


Bagian Humas dan 
Protokol 


Subbagian Penyusunan dan 
Pengendalian Program 
Subbagian ADM. Pelaksanaan 
dan Kebijakan Pembangunan 


Subbagian Monitoring dan 
Evaluasi Pembangunan 


Subbagian Pengelolaan Batas 
Negara 


Subbagian Pengelolaan 
Potensi Kewilayahan 


Subbagian Pengelolaan 
Infrastruktur Kawasan 


Subbagian ADM. Keuangan 
dan Aset 


Subbagian Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 
Subbagian Tata Usaha dan 
Kepegawaian 

Subbagian Kelembagaan dan 
Akuntabilitas 


Subbagian Ketatatlaksanaan 
dan Pelayanan Publik 


Subbagian Kebijakan SDM 
dan Aparatur 


Subbagian Humas 
Subbagian Protokol 


Subbagian Tata Usaha 
Pimpinan 
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Subbagian Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa 


Subbagian Sistem Informasi 


Bagian Pengadaan 


Layanan Pengadaan Baran 
Barang dan Jasa y 5 8 
dan Jasa 


Subbagian Pembinaan 
Pengadaan Barang dan Jasa 
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BAGIAN KEEMPAT 
ASAS KETERBUKAAN DAN 
KOMPETITIF 


A. Mekanisme Open Promotion 


Mekanisme pelaksanaan terkait Pengisian JPT Pratama yang 
diatur dalam UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
tentu perlu di jelaskan terkait pelaksanaannya secara rinci dalam 
hierarki peraturan dibawahnya karena UU ASN tersebut masih 
memuat gambaran umum terkait mekanisme pengisian jabatan 
Sekretaris Daerah, maka ditetapkanlah PP No 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 30 Maret 2017 dan 
diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017. Tetapi pada saat 
pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten sambas tahun 2017, 
PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil masih 
belum ditetapkan dan diundangkan. 


Pemerintah daerah Kabupaten Sambas akhirnya mengajukan 
rencana pelaksanaan open promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten 
Sambas dalam bentuk pengajuan proposal kepada KASN pada 
tanggal 10 maret 2017. Tahapan tersebut di rekomendasi oleh 
ketua KASN pada tanggal 14 maret 2017 untuk melaksanakan open 
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promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten Sambas dan peraturan 
pelaksanaannya merujuk pada Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara 
Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 


Pelaksanaan seleksi promosi terbuka (open promotion) JPT 
Pratama Sekda Kabupaten Sambas, yang diterima oleh KASN 
memuat beberapa tahapan sekaligus pelaksanaan seleksi yang telah 
dilakukan, antara lain? 


1. Tahapan Persiapan 


Tahapan ini di dalamnya terdapat 2 (dua) tahapan dalam 
pelak-sanaan persiapan pelaksanaan open promotion JPT 
Pratama Sekda yang dimulai dari tahap pembentukan panitia 
seleksi dan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN), berikut penjelasannya: 


a. Pembentukan Panitia Seleksi 


Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
Sambas Nomor: 102/BKPSDMAD/Tahun 2017 tanggal 
9 Maret 2017 dengan susunan panitia seleksi: 


1) Ketua : Dr. Ir. As Natio Lasman 
(Peneliti B2TKE-BPPT) 

2) Anggota : Dr. Makhdum Priyatno, MA 
(Ketua STIA LAN Jakarta) 


Dr. Fitra Arsil (Ketua Bidang Studi 
Hukum Tata Negara Universitas 
Indonesia) 


184 Data terkait Tahapan pelaksanaan open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas di Ambil dari Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Aparatur Daerah Kabupaten 
Sambas 2018. 
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Warli, SH (Direktur Status dan Kedudukan 
Kepegawaian BKN) 
Drs. Yoseph Alexander, M.Si (Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi 
Kalimantan Barat. 


b. Persetujuan dari Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil 


Negara (KASN) Nomor B-793/KASN/3/2017 tanggal 
14 Maret 2017 hal rekomendasi melaksanakan open 
promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten Sambas. 


2. Tahapan Seleksi 


Tahap ini di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) tahapan 


pelaksanaan open promotion JPT Pratama Sekda yang dimulai 


dari pengumuman lowongan jabatan, pelamaran, seleksi berkas, 


tes kesehatan, uji kompetensi manajerial, uji kompetensi 


bidang, pengumuman hasil seleksi, koordinasi ke gubernur, 


rekomendasi KASN, penetapan dan pengangkatan. Berikut 


penjelasannya 


a. 


Pengumuman Lowongan Jabatan 


Pengumuman Seleksi terbuka jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama Sekertaris Daerah Kabupaten Sambas 
dituangkan dalam Pengunguman Panitia Seleksi 
Nomor: o2/PANSEL/III/2017. Pengumuman disebar- 
luaskan ke seluruh Indonesia melalui web BKPSDMAD 
Kabupaten Sambas (www.bkd.sambas.go.id) dan 


web Pemerintah Kabupaten Sambas (www.sambas. 
go.id) serta dimuat dalam media cetak “Pontianak 
Post” tanggal 20 Maret 2017 (Lampiran 2). Selain itu, 
Pemerintah Kabupaten Sambas juga mengirimkan 
pengumuman tersebut ke seluruh Kabupaten / kota 
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di Provinsi Kalimantan Barat. 

Guna memberikan kesempatan yang lebih luas 
kepada PNS yang memenuhi syarat, maka pendaftaran 
diperpanjang hingga tanggal 11 April 2017 tanpa 
merubah jadwal pelaksanaan seleksi terbuka. 


b. Pelamar 


Penerimaan berkas lamaran dimulai tanggal 20 Maret 
sd 11 April 2017, dengan jumlah pelamar sebanyak 8 
orang. Berikut daftar peserta yang mengikuti open 
promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten Sambas. 
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Seleksi Berkas 


Seleksi berkas dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai 

dengan 11 April 2017, dengan hasil 6 (enam) orang lolos 

seleksi dan 2 (dua) orang tidak lolos seleksi karena tidak 
memenuhi syarat dengan belum mengikuti Diklatpim 

II. Hasil seleksi berkas diumumkan tanggal 13 April 

2017 dengan nama-nama peserta open promotion JPT 

Pratama Sekda Kabupaten Sambas yang tidak lolos 

antara lain: 

1) Khayan, SKM., M.Kes (Direktur Poltekes Kemenkes 
Pontianak). 

2) Yusran, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Sosial 
Pemberdayaan Masya-rakat Desa Kabupaten 
Sambas) 

Tes Kesehatan 

Tes kesehatan dilakukan oleh tim penguji kesehatan 

yang telah ditunjuk oleh Bupati Sambas dan 

dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017 dengan diikuti 
oleh 4 (empat) orang peserta bertempat di Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas. Peserta open 

promotion JTP Pratama Sekda Kabupaten Sambas yang 

mengikuti tes kesehatan, antara lain: 

1) Drs. Zainal Abidin, MM (Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Sambas) 

2) Ir. H. M. Ibrahim, MM (Kepala Dinas Perumahan 
Rakyat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sambas) 

3) Drs. Uray Tajuddin, M.Si (Kepala Dinas Koperasi, 
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UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sambas), dan 


4) Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si (Kepala Dinas 


Pekerjaan Umum. 


Peserta open promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten 
Sambas yang dinyatakan gugur dalam tes kesehatan, 


antara lain: 

1) Ir Harry Prihanto, M.Eng (Sekretaris Daerah Kota 
Depok) 

2) dr. I Ketut Sukarja (Kepala Dinas Kesehatan 
Sambas) 


peserta opne promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten 
Sambas yang mengikuti tes kesehatan oleh tim penguji 
kesehatan dinilai memenuhi syarat untuk semua jenis 


pekerjaan pada umumnya. 
e. Uji Kompetensi dan Manajerial 


Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Manajarial di bantu 
oleh tim assesor pada tanggal 21-22 April 2017 dengan 
jumlah peserta 4 (empat) orang bertempat di Aula 
Gedung Diklat Kabupaten Sambas. 
f Uji Kompetensi Bidang 

Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang dilakukan 
melalui penulisan makalah, presentasi dan wawancara 
dihadapan panitia seleksi (pansel) oleh masing-masing 
peserta. Uji Kompetensi Bidang peserta open promotion 
JPT Pratama Sekda Kabupaten Sambas dilaksanakan 
tanggal 4 mei 2017 di ruang rapat Sekretaris Daerah 
Kabupaten Sambas 


134 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 


Pengumuman Hasil Seleksi 

Nilai hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Uji Kompe- 
tensi Bidang digabungkan dan 3 (tiga) peserta open 
promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten Sambas 
yang memperoleh nilai tertinggi di umum-kan dalam 
pengumuman panitia seleksi (pansel) nomor: 14/ 
PANSEL/V/2017 tanggal 8 mei 2017. Tiga nama peserta 
open bidding JPT Pratama Sekda Kabupaten Sambas 
telah di laporkan oleh panitia seleksi (pansel) ke Bupati 
Sambas selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), 


nama-nama peserta yang lolos antara lain: 


1) Drs. Zainal Abidin, MM (Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Sambas) 


2) Ir. H. Ibrahim, MM (Kepala Dinas Perumahan 
Rakyat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sambas) 


3) Drs. Uray Tajudin, M.Si (Kepala Dinas Koperasi, 
UKM, Perindustrian dan Perdangangan Kabupaten 
Sambas) 


Koordinasi kepada Gubernur Kalimantan Barat 


Hasil Seleksi terbuka telah disetujui oleh Gubernur 
Kalimantan Barat sesuai dengan surat Nomor: 820/723/ 
BKD-B tanggal 18 mei 2017 tentang persetujuan proses 
dan hasil seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 
Sekda Kabupaten Sambas. 


Koordinasi terhadap Gubernur sebelum penetapan 
secara definitif oleh Bupati Sambas ialah sesuai dengan 
amanat UU No 5 tahun 2014, pasal 115, ayat 5 (lima), 
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sebagai berikut: 


“Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama 
yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/ 
kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota 


dikoordinasikan dengan gubernur” 


i. Rekomendasi KASN 


Ketua KASN telah memberikan rekomendasi melalui 
surat Nomor: B-1466/KASN/5/2017 tanggal 23 mei 2017. 


j- Penetapan dan Pengangkatan 


Penetapan dan pengangkatan telah dilakukan oleh 
Bupati Sambas Sesuai pada Keputusan Bupati Sambas 
Nomor: 821.22/10/BKPSDMAD-B tahun 2017. 


B. Catatan Terhadap Mekanisme Open Promotion 


Pelantikan yang dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 2 juni 
2017, secara resmi Uray Tajudin secara definitif dilantik sebagai 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas di Aula Utama Kantor Bupati 
Sambas yang dipimpin langsung Bupati Sambas. Proses pelantikan 
dan pengambilan sumpah jabatan dihadiri oleh Gubernur 
Kalimantan Barat yang diwakilkan oleh M. Zeet Hamdy Assovie 
(Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat), Perwakilan Bupati 
Bengkayang, Walikota Singkawang, Forkompimda, Instansi Vertikal, 
Pejabat Eselon II dan III Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan 
beberapa tokoh agama, budaya serta masyarakat."7 


Temuan yang mendasar dalam penelitian ini yang pertama, 


terkait mengenai UU ASN Tahun 2014, Bab IX Pengisian Jabatan 


186 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 


187 Uray Tajudin Sekda Sambas Definitif, https://sambas.go.id. Diakses tanggal 
8 Maret 2018. 
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Pimpinan Tinggi bahwa ada beberapa pasal yang justru terlihat 
sangat kabur seperti pada pasal 111, seperti ada celah untuk Instansi 
Pemerintah daerah bersikap secara self-interesting. Karena sulit 
sekali dicerna jika pelaksanaan birokratisasi di Indonesia masih 
cenderung mengurus publik di banding melayani publik, terkait 
Instansi Pemerintah yang dimaksud “telah menerapkan sistem merit”. 
Beberapa pasal lain seperti bagian ketiga Pengisian JPT di Instansi 
Daerah, Pasal 15 ayat 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat). 

Pasal-pasal yang disebutkan tentu jika di dalami justru sangat 
bersebrangan dengan asas-asas ketentuan Undang-undang itu 
sendiri, karena dalam pengelolaanya belum sepenuhnya terlihat 
sesuai sistem merit secara utuh yang meliputi pada kompetensi, 


kualifikasi dan profesional. 


Temuan yang kedua dalam penelitian ini, terkait tahapan- 
tahapan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sambas dengan disetuji oleh Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN), membuktikan bahwa banyak hal terkait pengaturan open 
bidding JPT Pratama Kabupaten Sambas yang belum sejalan dengan 
beberapa asas-asas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen 
ASN, yaitu asas: keterbukaan dan kompetitif. Meskipun pada 
dasarnya pengaturan open bidding JPT Pratama Kabupaten Sambas 
mengacu pada Undang-Undang no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, Pasal 108, ayat 4 (empat), sebagai berikut: 

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan 

secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau 


antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi”. 


Pelaksanaan open bidding pada jabatan Sekda Kabupaten 
Sambas tentu bukanlah hal yang “infallible” atau tanpa ada kelemahan 


188 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
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sedikitpun. Jika dilihat dari statute approach dan empirical approach 
secara mendalam, justru akan terlihat banyak sekali beberapa hal 
yang bertentangan dengan asas dan prinsip yang terdapat dalam 
tubuh perundang-undangan. 


Statute approach yang dimaksud ialah terkait UU ASN TTahun 
2014 yang berkaitan dengan Bab Pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama, sedangkan empirical approach yang dimaksud 
ialah mekanisme pengaturan pengisian Sekda Kabupaten Sambas 
terhadap birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas, di sini 
peneliti uraikan menjadi 3 (tiga) sub pembahasan untuk melihat 
kerancuan perundang-undangan khususnya UU ASN Tahun 2014 
dan pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten Sambas yang 
telah dilaksanakan pada tahun 2017, serta upaya apa yang seharusnya 
dalam melaksanakan good governance di Kabupaten Sambas. 


1. Kerancuan dan Inkonsistensi UU ASN Tahun 2014 ? 


Pengisian JPT Pratama Sekda merupakan bagian penting 
dari tanggungjawab pemerintahan, karena salah satu dongkrak 
kemajuan organisasi pemerintahan ialah memilih Pejabat 
Pimpinan Tinggi yang dihasilkan dari seleksi yang berdasarkan 
keterbukaan dan kompetitif, sehingga peran dan akuntabilitas 
jabatan Sekda berjalan sesuai sistem merit, hal tersebut 
diperkuat oleh PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil, pasal 104, ayat 2 (dua), antara lain: 

JPT Pratama: 


a. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang 


memberikan solusi: 


b. tercapainya hasil kerja unit secara selaras dengan 


tujuan organisasi, 
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C. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi 


untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan 


d. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk 


mencapai outcome organisasi."? 


JPT Pratama Sekda dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannya secara umum harus mendukung kepala daerah 
dalam menyusun rencana strategis, di samping memimpin dan 
memotivasi ASN diwilayahnya. Sehingga dalam pengisian JPT 
Pratama Sekda perlu sekali memperhatikan syarat-syarat yang 
ketat dalam pelaksanaannya, seperti yang telah diterangkan 
oleh UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 
108, ayat 3 (tiga) dan 4 (empat), antara lain: 

Ayat 3: 
“Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan 
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak 
jabatan, dan integritas serta persyaratanjabatan lain sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat 4: 

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan 

secara terbuka dan komptetitif pada tingkat nasional atau 

antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.” 

Open promotion yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas 
pada JPT Pratama sebagai Sekda dalam tahapannya, berusaha 
menerapkan sistem merit yang mana proses pelaksanaan 

189 Peraturan Pemertintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang 
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tersebut dilakukan dengan cara terbuka dan kompetitif. 
Penjelasan mengenai sistem merit ditegaskan dalam sebuah 
regulasi Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara, Pasal 1 (satu) angka 22, bahwa: 


“Sistem merit merupakan kebijakan dan Manajemen ASN 
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar 
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan”” 


Pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif 
diatas menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan yang 
baik (good governance) sudah mulai bisa di upayakan pada 
era reformasi-birokrasi melalui jalur regulasi. Namun ketika 
ditelusuri lebih dalam lagi terkait pasal-pasal yang terdapat 
dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
khususnya mengenai pengisian JPT Pratama ternyata masih 
ada beberapa yang terlihat seolah rancu dan inkonsisten. 


Pertama, kerancuan yang dimaksud peneliti dilihat pada 
Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
Pasal 11 ayat 1: 


“Ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, 109, 10 
dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah 
menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN 
dengan persetujuan KASN”? 


Penjelasan regulasi diatas sangat rancu dan sulit untuk 


dipahami, karena ada kalimat “dikecualikan”. Ini menunjukkan 


191 Ibid. 
192 Ibid. 
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bahwa sifat pengisian JPT yang dilakukan secara terbuka dan 
kompetitif dengan melihat syarat (kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan) pada pasal 108, 109 
dan 110 bisa “dikecualikan” jika telah menerapkan sistem merit 
dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. 
Maka pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi juga boleh 
diartikan dapat dilakukan secara tertutup dan non-kompetitif, 
karena jelas sekali makna sistem merit yang diterjemahkan 
oleh UU ASN Tahun 2014 tidak menawarkan pengertian yang 
bersifat terbuka dan kompetitif, melainkan sebuah kebijakan 
dan manajemen ASN yang hanya berdasarkan pada kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 
ada perbedaan secara diskriminatif. Pasal tersebut juga bisa 
dijadikan sebagai alat pemerintah untuk melakukan tindakan 
secara self-interesting, karena UU ASN Tahun 2014 ini seolah 
seperti menunjukkan untuk boleh melakukan seleksi JPT 
dengan tanpa menerapkan asas keterbukaan dan kompetitif. 


Kedua, inkonsistensi yang dimaksud peneliti dilihat pada 
UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 115 
ayat 4 (empat), antara lain: 

“Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 

(tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) 

untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan 

tinggi pratama”? 

Pasal ini terlihat inkonsisten karena pelaksanaan pengatu- 
ran open promotion JPT yang dilakukan terbuka dan kompe- 
titif menjadi terputus. Selama proses open promotion dalam 
mekanisme yang diatur terlihat terbuka dan kompetitif, 


193 Ibid. 
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tetapi pada saat setelah panitia seleksi memilih 3 (tiga) nama 
calon pejabat pimpinan tinggi dan selanjutnya diserahkan/ 
disampaikan kepada PPK untuk memilih salah satu dari ketiga 
calon pejabat pimpinan tinggi tersebut, maka keterbukaan 
dan kompetisi tersebut gugur atas kehendak dan kewenangan 
PPK hanya berdasarkan pada pemilihan semata. Artinya, 
pelaksanaan open promotion JPT Pratama dengan cara terbuka 
dan kompetitif tersebut tidak sepenuhnya dilaksana-kan sampai 
akhir proses (penetapan dan pengangkatan). Justru tahapan 
akhir yang dimaksud dalam proses pengisian dan pengumuman 
hasil seleksi JPT Pratama ialah sesuai pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
pada Pasal 121, ayat 3 (tiga), antara lain: 


“Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang 
peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan 
yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama, 
pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan 
tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK”. 
Tahapan akhir seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi 
yang memilih 3 (tiga) peserta dengan nilai terbaik selanjutnya 
diserahkan dan disampaikan kepada PPK. Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK) yang dimaksud diatas terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 53, antara lain: 


“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan 
ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat 
selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan 


194 
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pejabat fungsional keahlian utama kepada: 
a. menteri di kementrian: 


b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan 


nonkementrian, 


Cc. sekretaris jendral di sekretariat lembaga negara dan 
lembaga nonstruktural, 


d. gubernur di provinsi: 
e. bupati/walikota di kabupaten/kota. 


Penyerahan dan penyampaian panitia seleksi pada tahapan 
akhir seleksi selanjutnya PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) 
peserta. Memilih yang dimaksud bukan dalam pengertian 
menunjuk salah 1 (satu) peserta dengan nilai yang paling tinggi 
dari seluruh proses tahapan kompetensi dari 3 (tiga) peserta 
seleksi dengan nilai terbaik, melainkan memilih atas dasar 
memeperhatikan pertimbangan Pejabat yang Berwenang. 
Penjelasan tersebut dibuktikan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
pada Pasal 123 ayat 2 (dua), antara lain: 


“PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon 
pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 121 ayat (3) dengan memperhatikan 
pertimbangan PyB untuk ditetapkan”. 


Pejabat yang Berwenang yang dimaksud diatas terdapat 
dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 (satu), antara lain: 
“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan 
manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di 


Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 
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kementrian, sekretaris jendral/sekretariat lembaga negara, 
sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah 
provinsi dan kabupaten/kota”. 


Kerancuan dan inkonsistensi yang terdapat dalam Undang- 


Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
sangat bertolak-belakang dengan Sistem Hukum Pancasila 
dengan ciri khas tersendiri. Mahfudz MD menjelaskan: 


“Sistem Hukum Pancasila mengambil segi-segi terbaik 
dari Rechtsstaat (Eropa Kontinental) dan the Rule of Law 
(Anglo Saxon) yang di dalamnya bertemu dalam sebuah 
ikatan prismatik dan integratif prinsip kepastian hukum 
dan keadilan substansial. Dalam penegakan hukum, 
Sistem Hukum Pancasila menghendaki kepastian hukum 
bahwa keadilan telah ditegakkan. Sistem Hukum Pancasila 
menghendaki penegakan keadilan substansial melalui 
aturan-aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya 


keadilan substansial”. 


Seharusnya prinsip kepastian hukum dan keadilan 


substansial dalam sistem hukum Pancasila menjadi tonggak 
utama seperti memasang rambu-rambu larangan munculnya 
hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila 
(ketuhanan dan keagamaan, kemanusiaan dan hak asasi 
manusia, keutuhan ideologis dan teritori bangsa dan negara 
Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat yang melangar nilai-nilai 
keadilan sosial). 


Kerancuan dan Inkonsistensi UU ASN Tahun 2014, 


197 
198 


Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 


Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen 
Konstitusi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 8. 


199 Ibid. 
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khususnya pada Bab Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sudah 
tidak sesuai dengan semangat yang terkandung dalam beberapa 
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 
Karena UU Nomor12 Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, dalam asasnya seperti kejelasan tujuan, 
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat 
dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan 
rumusan-pun perlu dipertimbangkan demi tercapainya hukum 
dan perundang-undangan yang baik. 


Kerancuan dan Inkonsistensi UU ASN Tahun 2014 mengenai 
Bab Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sangat perlu untuk 
ditindaklanjuti dengan cara judicial review kepada Mahkamah 
Konstitusi, agar dapa memperjelas makna keterbukaan dan 
kompetitif yang dimaksud karena ruh daripada pelaksanaan 
open promotion ialah mengedepankan asas keterbukaan 
dan kompetitif itu sendiri. Judicial review merupakan bagian 
sistem checks and balances yang ditetapkan dalam constitution 
conyention.?” Untuk itu perlu sekali mepertimbangkan hal ini 
bahkan menindaklanjutinya secara bertahap, demi tercapainya 
suatu penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang 
baik (good gover-nance) atau dalam bahasa resminya ialah 


sistem merit. 


2. Catatan atas Pengaturan Open Promotian Sekda 
Pengaturan open promotion JPT Pratama Kabupaten Sambas 

tentunya sudah dilaksanakan sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut Jamiat Akadol,?” 
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Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah 
Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi, 2010), hlm. 2. 


201 Jamiat Akadol merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten 
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antara lain: 


“Kalo menurut saya Mekanismenya ini sudah sesuai 
ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang No 5 
Tahun 2014. Karena Prosesnya harus ada open bidding dan 
mengajukan kepada Gubernur 3 orang, klo Gubernur oke 
Bupati milih salah satu dari 3 orang itu. Itu kewenangannya. 


Dari sisi aturan hukum kewenangan itu tidak salah”. 


Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mengambil jalan 
pintas (shortcut) dengan mengajukan rencana pelaksanaan open 
promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten Sambas dalam bentuk 
pengajuan proposal kepada KASN pada tanggal 10 maret 2017. 
Karena pada saat akan diselenggarakannya open promotion JPT 
Pratama Sekda Kabupaten Sambas bahwa PP Nomor 1 tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil masih belum 
ditetapkan dan diundangkan. Penetapannya justru pada tanggal 
30 maret 2017 dan diundangkan di jakarta pada tanggal 7 April 
2017. 


Pelaksanaan proses open promotion JPT Pratama Sekda 
Kabupaten Sambas bukan berarti infallible berdasarkan sistem 
merit, karena di dalam tubuh UU ASN Tahun 2014 sendiri justru 
masih terlihat bertentangan seolah rancu dan inkonsisten. 
Jami'at Akadol menyatakan bahwa, antara lain: 


“cara sistem seleksi sebenarnya sudah mengarah pada 
sistem merit, artinya memilih orang sesuai kompetensinya. 


Itu niatnya, cuma ketika kita kaji lebih lanjut dan lebih 


Sambas sebelum Uray Tadjudin. Sekarang beliau menjabat sebagai Rektor 
Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. 
Data berupa rekaman suara diambil dari Hasil wawancara terhadap Jamr'at 


Akadol di ruang rektor Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad 
Syafiuddin Sambas. 
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dalam. Apakah itu sesuai kompetensinya?, kita sendiri tidak 
tahu dan yang tahu hanya bupati. Karena saya protes dengan 
aturan mekanisme ini. Setelah dipilih 3 orang di ajukan ke 
gubernur dan gubernur oke, karena secara administrasi 
tidak masalah. Lalu bupati ini terserah mau memilih di 
antara 3 orang, pernah ngak dia buka keluar?, bahwa 
peserta seleksi A ini nilainya A, peserta seleksi B niainya 
A, dan seterusnya. Kita tidak tahu. Sebenarnya dimana 
letak keterbukaannya. Ini tidak terbuka, dan akhirnya ini 
suka-suka bupati, suka-suka gubernur, suka-suka kepala 
daerah. Yang penting sudah menyenggarakan proses, soal 
pilihan dibenarkan oleh aturan. Ini aturan, gara-gara aturan 
yang buat begini. Nah, aturan ini yang sebenarnya menurut 
saya diperbaiki. Harusnya keterbukaan itu ada di sana. 
Hasil seleksi itu dibuka. Kenapa ini tidak di buka?, karena 
ada pilihan tadi dan memberi ruang kepala daerah untuk 


memilih. 


Proses pelaksanaan open promotion Sekda Kabupaten 
Sambas memperkuat bahwa ada indikasi tentang ignored 
terhadap asas keterbukaan dan kompetitif. Seperti indikasi dari 
ketidaknetralan dalam proses pelaksanaan open promotion JPT 
Pratama Sekda Kabupaten Sambas menurut Jami'at Akadol, 


antara lain: 


“pejabat di daerah ada kesan, dua kemungkinan ya. 
Kemungkinan pertama balas jasa atau balas dendam. 
kenapa? artinya ya balas jasa itu bagi orang yang mungkin 
pernah dulu ketika misalanya gini, pada waktu Pilkada 
dia membantu. Soal membantu itu saya relatiflah, apakah 


203 Ibid. 
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membantu segala macam atau keluarga atau apakan!, hanya 
dengan alasan kedekatan, hanya dengan alasan misalnya 
kemudahan berkomunikasi kadag-kadang meninggalkan 
yang namanya kompetensi. Artinya kompetensi itu 
sebenarnya bias di ukur, artinya kemampuan pengalaman 
dia misalnya. Nah ini aja, ukuran ini yang sebenarnya 
sangat-sangat subjektif, sangat-sangat subjektif. Sehingga 
akhirnya yaudah yang paling dekat, yang mudah, yang 
paling nyaman itulah yang diambil. Sementara, mungkin 
yang orang suka mengkritik (staf ya) padahal dia pintar, 
ya mungkin tidak dipakai. Kemungkinannya ya, hanya 
kemungkinan, dan ini banyak keluhan, makanya saya bisa 
ngomong seperti itu, bukan hanya kasus di Sambas tapi 
kasus diluar Sambas. Akibatnya pegawai negeri itu tidak 
netral, karna apa? Karena berpihak. Harusnya pegawai 
negeri netral, diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 
tahu 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. 


Indikasi lainnya seperti tidak netral dan diskriminatif 


dalam proses pelaksanaan open promotion JPT Pratama Sekda 


Kabupaten Sambas yang memilih dan menetapkan Uray 


Tadjudin diangkat sebagai Pejabat Sekda Kabupaten Sambas 


secara definitif oleh Bupati Sambas, menurut Jami'at Akadol, 


antara lain: 


“kasus di Sambas ini, pemilihan Pilkada tahun 2015 
Desember. Pada saat terpilih Bupati yang sekarang, Bupati 
lama kan masih ada. Nah, ketika Bupati sekarang ini, apa 
namanya masih enam bulan kedepan yang harus di fasilitasi 


segala macam dan namanya Bupati dengan segala macam. 
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Haa ini ada anggapan, seolah-olah ada beberapa orang 
dianggap sebenarnya orangnya bu Juliarti. Nah inilah yang 
maksud saya yang sebenarnya yang tidak netral. Padahal 
pegawai ini dia itu wajib loyal tadi kepada pimpinan yang 
ada, walaupun Bupati yang dia itu tidak lagi menjabat 
berikutnya. Nah ini, yang kadang-kadang menafsirkan loyal 
itu kadang-kadang sulitnya disitu. Itulah dilematis ketika 
kita inginkan, eh kalo bahasa saya itu, bahasa simbolitu, itu 
simbol sebenarnya. Simbol keangkuhan, simbol kekuasaan 
yang masih ada pada birokrasi pemerintahan termasuk 
para pemimpin, termasuk Bupati, Gubernur, Presiden. Yang 
ada di negeri ini sebenarnya sangat mempengaruhi dan 
saya lebih spesifik lagi mengatakan, itu namanya budaya 
paternalistik, itu sangat berpegaruh di daerah, ketika 
menentukan siapa pejabat. Contoh misalnya, maaf ya saya 
katakan. Kenapa memilih ini (Uray Tadjudin), saya ngak tau 
jawabannya. Kenapa memilih yang umurnya itu hanya dua 
tahun jadi Sekda, padahal masa Bupati itu masih empat 
tahun kedepan, tiga tahun lebih. Pada waktu tahun 2017 
itu saya itu masih empat tahun. Kenapa dia memilih dua 
tahun. Pensiun!. Yang sekarang, Sekda sekarang pensiun 


2019, coba. Ini kan Mubazir menurut saya ini, ini mubazir”? 


Selebihnya pada saat penetapan dan pelantikan sebagai 
Sekda Kabupaten Sambas secara definitif, Uray Tadjudin hampir 
berumur 58 tahun. Artinya, dengan usia hampir 58 tahun berarti 
hanya menjabat selama 2 (dua) tahun sebagai Sekda Kabupaten 
Sambas. Karena batas usia pensiun pejabat pimpinan tinggi ialah 
pada usia 60 tahun.”" Sehingga menjadi mubazir pelaksanaan 
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open promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten Sambas, ketika 
Bupati Kabupaten Sambas memilih Pejabat Sekdanya yang telah 
berusia hampir 58 tahun. Sehingga wajar ada indikasi bahwa 
wewenang Bupati Kabupaten Sambas dalam memilih Sekda 
bersikap tidak netral dan diskriminatif terhadap calon-calon 
perserta seleksi yang justru selain mempunyai kualifikasi dan 
kompetensi dalam bidangnya, tetapi juga masih berada pada 
usia yang cukup relatif muda. Disinilah muncul dugaan ketidak- 
terbukaan (transparansi) dan semu kompetitif, seperti tidak 
adanya upaya perbaiakan demi terciptanya asas kesejahteraan 
dalam birokratisasi di pemerintahan. 


Namun mengenai penjelasan diatas sangat perlu sekali 
melihat bunyi surat edaran (SE) Kementerian PAN-RB nomor 
68/S.SM.99/2017 pada 29 Mei 2019, Sekretaris Kementerian PAN- 
RB Dwi Wahyu Atmadji atas nama Menteri PAN-RB menegaskan 
bahwa: 


“Guna menjaga kesinambungan dalam seleksi JPT 
Pratama, baik yang sedang berlangsung maupun yang 
telah terpilih, maka persyaratan batas usia paling tinggi 
untuk diangkat dalam JPT Pratama yang dilaksanakan 
sebelum diundangkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen PNS agar tetap dipertimbangkan untuk 
ditindaklanjuti”?” 


Mana-jemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 239, Ayat 2, Point b. 


Terkait penjelasan lebih lanjut lihat bahasan lebih lengkapnya oleh Humas, 
“Kementerian PANRB Tegaskan Batas Usia Paling Tinggi Untuk Diangkat JPT 
Pratama 56 Tahur", dalam https://setkab.go.id /kementerian-panrb-tegaskan- 
batas-usia-paling-tinggi-untuk-diangkat-jpt-pratama-56-tahun/. Diakses 
pada tanggal 25 November 2017. Lihat juga “KemenPAN-RB Tegaskan Batas 
Usia Maksimal untuk Posisi Eselon II dalam https://m-liputan6-com.cdn. 
ampproject.org/c/s/m.liputan6.com/amp/2979960/ kemenpan-rb-tegaskan- 
batas-usia-maksimal-untuk-posisi-eselon-ii. Di akses pada 03-03-2018 pukul 
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Menyinggung permasalahan keterbukaan, seperti hasil nilai 
test yang tertutup pada tahapan seleksi menunjukkan bahwa 
pelaksanaan open promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten 
Sambas justru menunjukkan sikap tidak terbuka. Padahal UU 
ASN menjelaskan secara terang bahwa pada pasal 108, ayat 3 
(tiga), antara lain: 

Ayat 3: 

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan 

secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan 

memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepang- 
katan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan 
integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. 


Hal ini yang mendasari bahawa pengaturan yang 
telah dijalani, justru menunjukkan bahwa pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan melemahkan semangat 
imaji reformasi. Semangat dengan terpusat pada perwujudan 
penyelenggaraan yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi 
dan nepotisme. Hal tersebut dipertegas dalam sebuah prinsip 
manajemen ASN yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 1 poin 5 bahwa: 

“Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk 

menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki 

nilai dasar, etika profesi, bebas dari praktik korupsi, kolusi 


dan nepotisme”? 
Bahaya atas ignored terhadap asas keterbukaan dan 
01:00. 
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kompetitif pada pengaturan pengisian jabatan pimpinan 
tinggi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta pelaksanaan open 
promotion JPT Pratama Sekda Kabupaten Sambas justru akan 
ada anggapan bahwa di dalam prateknya terdapat indikasi- 
indikasi yang tidak dikehendaki dalam manajemen ASN. Karena 
selama ini selain daripada kejahatan virus korupsi, tentu ada 
kejahatan lain yang sangat besar seperti kolusi dan nepotisme 
yang sama-sama bisa merusak sendi kehidupan masyarakat, 
bangsa dan negara. Menurut Saldi Isra dalam retoriknya, antara 
lain: 
“..hadirnya kesadaran kolektif bahwa praktek KKN telah 
merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarat, berbangsa, 
dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. 
Tak hanya itu, dalam kehidupan bernegara, praktek serupa 
telah melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi serta 


institusi penegakan hukum”.?” 


Kejahatan kolusi dan nepotisme juga merupakan bagian 
dari penyalahgunaan kekuasaan yang pemikiran imaji reformasi 
harus benar-benar dibrantas. 


Kolusi yang dimaksud merupakan pemufakatan atau 
kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara 
negara atau antara penyenggara negara dan pihak lain yang 
merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan 
nepotisme yang dimaksud ialah perbuatan setiap penyelenggara 
negara secara melawan hukum yang hanya menguntungkan 


kepentingan keluarga dan atau kroninya di samping pada 
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Saldi Isra, Hukum Yang Terabaikan, Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan 
Jokowi-JK, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm, 151. 
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kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.?" Lanjut lagi Saldi 


Isra menjelaskan, antara lain: 


“Secara kasatmata, sangat mungkin, pemeberantasan 
korupsi sulit didorong bergerak cepat karena mengentalnya 
praktik kolusi dan nepotisme yang menghinggapi 
penyelenggara negara. Padahal, menyadari bahaya 
praktik KKN ini, Tap MPR No X1/1998 meletakkan fokus 
pemberantasannya di tiga aras penyelenggara negara: 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif”?” 


C. Upaya Peleburan Kultur Birokrasi Pancasila 


Membangun budaya demokrasi ialah membangun adat 
kebiasaan yang mempresentasikan pikiran, nilai yang diakui 
kebenarannya dalam kehidupan birokrasi pemerintahan.?” Model- 
model birokrasi dalam per-kembangannya sudah banyak ditawarkan 
oleh para ahli, namun yang diterima banyak kalangan organisasi 
modern adalah dikenal dengan bangunan dari Max Weber, G.W.F 
Hegel, dan Karl Marx. sebagaimana menurut Miftah Thoha, dalam 
retoriknya: 

“Budaya birokrasi Weberian itu dikenal dengan pelaksanaan 

suatu sistem yang rasional. Susunan organisasinya dilakukan 

secara hirarkis. Aturan kerjanya dijalankan secara formal, resmi, 
profesional, meritis, dan taat akan prinsip impersonal. Budaya 


21  Saldi Isra memandang ketiganya (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ialah 
sama-sama ancaman serius dalam pencapaian kehidupan bernegara yang 
harus diberantas dengan serius. Terkait mengenai pemaparannya tentang 
kolusi dan nepotisme, beliau merujuk pada Undang-Undang No 28 Tahun 
1999 Tentang Peneyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Ibid., 
152. 
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birokrasi Hegelian lain lagi yakni menekan hubungan antara 
kelompok pemegang kekuasaan (general) dengan kelompok- 
kelompok partikular. Birokrasi sistem hubungan antar kedua 
kelompok meletakan posisi sebagai sistem yang tidak memihak 
atau netral. Sedang Birokrasi Maxician menempatkan dirinya 
memihak pada kelompok atau klas yang dominan”? 


Namun untuk sistem birokrasi di Indonesia sendiri agaknya 
perlu diingatkan kembali mengenai pentingnya sistem perilaku 
budaya birokrasi Pancasila. Karena selain hanya diperkenalkan 
kembali, tetapi juga justru perlu ditumbuhkembangkan lagi menjadi 
sebuah ciri khas pada bangsa Indonesia yang heterogen tetapi tetap 
satu (bhineka tunggal ika). Menurut Miftah Thoha dalam retoriknya 


mengenai birokrasi di Indonesia, antara lain: 


“tidak ada cara perilaku lain kecuali Pancasila. Birokrasi kita 
adalah birokrasi Pancasila. Kalau kita sudah memahami, 
meresapi, dan melaksanakan Pancasila, maka tidak ada sulitnya 
kita menerapkan sikap dan perilaku Pancasila tersebut di dalam 


birokrasi”.25 


Peleburan budaya birokrasi Pancasila tentunya mengarah 
pada sistem prilaku birokrasi yang bernafaskan Pancasila. Karena 
sepanjang perjalanan sejarah, kultur birokrasi di masa pemerintahan 
orde baru selalu menempatkan birokrasi sebagai alat politik untuk 
mendulang kekuasaan dan selalu cenderung mengurusi masyarakat, 
bukan menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat atau agen 
pelayan publik. Sehingga sangat wajar bahwa birokrasi saat itu lebih 
diibaratkan sebagai kerajaan pejabat (officialdome). Menurut Agus 
Dwiyanto, dkk, antara lain: 


214 Ibid., hlm. 4-5. 
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“Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih 
menekankan pada pelayanan masyarakat ternyata tidak dapat 
dilakukan secara efektif oleh birokrasi di Indonesia. Secara 
struktural, kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem 
politik Orde Baru yang telah menempatkan birokrasi lebih 
sebagai instrumen politik kekuasaan daripada sebagai agen 
pelayanan publik, sedangkan secara kultural, kondisi tersebut 
lebih disebabkan akar sejarah kultural feodalistik birokrasi, 
seperti masih diadopsinya budaya priayi yang sangat bersifat 
paternalistik”.$ 


Membumikan kembali sistem prilaku kultur birokrasi Pancasila 


dalam peleburannya, sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan sesuai sila Ketuhanan yang Maha Esa 


Kultul birokrasi dalam menetapkan kebijakan, cara, sistem, 
dan prosedur kerjanya selalu bernafaskan jiwa Ketuhanan 
Yang Maha Esa yang dimulai dari penetapan policy, decision 
pelaksanaan policy, dan sikap para birokrat untuk melayani 
masyarakat.”” Pengamalan sila Ketuhanan yang Maha Esa 
tentunya secara horizontal dalam lingkup kemanusiaan dan 
birokrasi pemerintahan di Kabupaten Sambas ialah norma 
menghormati, toleransi dan bekerja sama antara satu dan 
lainnya tanpa membedakan latar belakang Suku, Agama, dan 
Ras sehingga terciptalah kerukunan dalam hidup berbangsa dan 
bernegara. Apalagi tidak ada satupun agama yang mengajarkan 
untuk berbuat kerugian baik segi materil maupun moril dalam 


hal kemanusiaa, karena semua agama mengajarkan untuk 


Agus Dwiyanto, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Cet.ke-2 (Yogya- 


karta: Gadjah Mada Unversity Press, 2006), hlm. 101-102 
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berbuat yang terbaik kepada sesama manusia. Untuk itu sangat 
dalam sekali pengamalan terhadap sila Ketuhanan yang Maha 
Esa, semakin dalam ditelusuri ternyata semakin dalam pula 
ternyata kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh tiap-tiap 


agama. 


Birokrasi yang menjalankan penyelenggaraan sebagai 
pelayan publik, jika sesuai sila Ketuhanan yang Maha Esa akan 
terlihat dengan nyata bahwa jabatan politik dan jabatan karir 
(apartur sipil negara) adalah mandat dari kedaulatan rakyat dan 
wewenangnya ialah semata-mata untuk melayani rakyat atau 


masyarakat itu sendiri. 


2. Pelaksanaan sesuai sila Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab 


Kultur birokrasi dalam berprilaku menghargai dan 
menempatkan manusia ciptaan Tuhan pada tempat yang layak 
seperti persamaan derajat, hak dan kewajiban di lingkungan 
birokrasi.”' Pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab dalam menjalankan sistem birokrasi pemerintahan 
di Indonesia ialah memberikan kesempatan yang sama untuk 
berkompetisi secara adil dan wajar yang benar-benar dilakukan 
secara terbuka tanpa sekat-sekat kepentingan. Sehingga dalam 
pelaksanaannya, tidak ada perbedaan dalam pelayanan. 


Pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada 
penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada asas yang 
tertuang pada Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN 
pada UU ASN Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 
3 berdasarkan asas yang meliputi: 


28 Ibid, hlm.12. 
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a. Kepastian huku, 
b. Profesionalitas, 
Cc.  Proporsionalitas, 
d. Ketrpaduan, 
Delegasi: 


e 
f. Netralitas, 

g. Akuntabilitas, 

h. Efektif dan Efisien, 

i. Keterbukaan, 

j-  Nondiskriminatif, 

k. Persatuan dan Kesatuan, 

Il. Keadilan dan kesetaraan, dan 


m. Kesejahteraan. 


3. Persatuan Indonesia 


Kultur birokrasi dalam prilaku yang menempat persatuan, 
kesatuam, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di 
atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu.”” Pengamalan 
sila Persatuan Indonesia dalam sistem birokrasi pemerintahan 
di Indonesia tidak akan di jumpai orang-orang tertentu 
dari golongan tertentu berkumpul dalam suatu kabinet 
pemerintahan tanpa adanya kompetensi, keahlian, dan 
profesionalitas, melainkan prilaku yang bhineka tunggal ika. 


Pengamalan sila Persatuan Indonesia dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, tidak meletakkan 
upaya kepentingan kebijakannya hanya demi masyarakat, 
bangsa dan negara. Bukan meletekkan kebijakan pada self: 


220 Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia..., hlm 12. 
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interesting atau yang telah disebutkan diatas seperti kelompok 
atau golongan tertentu. 


4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan 


Kultur birokrasi dalam prilaku yang dilaksanakan dengan 
cara, Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat 
umum. Mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil 
keputusan demi kepentingan bersama. Setiap keputusan 
dalam musyawarah tentunya wajib dipertanggung-jawabkan.?” 
Pengamalan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan 
dalam sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia harus 
mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan suasana 


kekeluargaan, bukan atas kepentingan yang bersifat subjektif. 


Tidak kalah penting dengan pengamalan sila-sial di 
atas, karena musyawarah adalah senjata bangsa. Disana 
berkumpul para pemikir tajam dan bijaksana, sehingga dengan 
berkumpulnya para ahli dari berbagai disiplin ilmu demi 
mensuarakan keadilan tentunya akan menghasilkan energi dan 
suplemen kebenaran objektif (nasional) dari hasil musyawarah 
terbut 


5. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia 


Kultur birokrasi dalam prilaku yang mengutamakan sikap 
mengembangkan perbuatan yang luhur sehingga tercermin 
sikap kekeluargaan dan kegotong-royongan serta sikap birokrasi 
yang bersifat tidak boros dan menjauhi pemerasan terhadap 


orang lain dan sistem birokrasi yang mengutamakan prilaku 
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menghargai hasil karya orang lain.” Pengamalan sila Keadilan 
Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam sistem birokrasi 
pemerintahan di Indoneisa tentunya pemerataan keadilan serta 
keseimbangan terhadap hak dan kewajiban, sehingga dalam 
pelaksanaan birokrasi tercerminlah sikap yang tidak hanya 
berpusat pada pemenuhan kebutuhan untuk golongan tertentu, 
melainkan meleburkan keadilan di seluruh rangkaian aparatur 
sipil negara. 

Pengamalan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat 
Indonesia bisa dibedakan dengan pengamalan sila Kemanusiaan 
yang Adil dan Beradab. Penjelasan yang dimaksud pada sila 
ke dua (kemanusiaan yang adil dan beradab) ialah bersifat 
proporsional-kolektif untuk kebijakan keadilan yang berlaku 
umum bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan yang 
dimaksud pada sila ke lima (keadilan sosial bagi bagi seluruh 
rakyat Indonesia) bisa dimaknai proporsional-individual, 
jika di implementasikan pada penyelenggaraan birokrasi 
pemerintahan di Indonesia maka keadilan yang dimaksud ialah 
diserahkan sesuai kompetensi dan keahlian yang dimiliki tiap- 
tiap individu untuk menjalani tanggung-jawab dan tugasnya 
sesuai kompetensi-keahlian yang dimiliki. 


Pengamalan sila Pancasila dalam birokrasi pemerintahan 
di Indonesia seperti yang disebutkan diatas mesti dijalankan 
sepenuhnya, karena kelima sila pada Pancasila tersebut 
antara satu dan lainnya saling berhubungan dan menguatkan, 
itu sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan 
pengembangan daripada Pancasila. Turunan UUD 1945 kebawah 
secara hirarki adalah penjelas dari Perundang-undangan 
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diatasnya, sehingga antara satu dan lain saling berhubungan 
dan menguatkan. Bayangkan jika satu dan lainnya tidak 
berhubungan dan saling menguatkan, bisa jadi bukan hanya 
berbeda jarak penafsiran melainkan malah menurunkan 
ideologi-ideologi baru dan membahayakan keutuhan bangsa 
dan negara. 


D. Open Promotion dalam Pandangan Siyasah Dusturiyah 


Siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, 
pada dasarnya dalam prinsip Islam tentu harus mengacu pada nash 
(al-Gur'an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al- 
mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat). 


Open promotion pada JPT Pratama, Madya, dan Utama 
merupakan terobosan baru dalam sejarah panjang design birokrasi 
pemerintahan di Indonesia. Salah satu bukti dari reformasi birokrasi 
dalam penekanan open promotion JPT Pratama, Madya dan Utama 
yaitu mengandung pelaksanaan yang terbuka dan kompetitif. Hal 
yang bisa di sebandingkan dalam pandangan siyasah dusturiyah ialah 
sebuah Undang-Undang yang mengeluarkan maklumat pelaksanaan 
open promotion dengan asas keterbukaan dan kompetitif. Karena 
scope kajian siyasah dusturiyah ialah terbatas pada perundang- 
undangan yang berlaku, khususnya di Indonesia seperti yang telah 
disinggung pada bagian pertama dan kedua dalam buku ini. 


Proses pengisian dan pengangkatan JPT Pratama Sekda 
Kabupaten Sambas jika benar-benar menerapkan asas keterbukaan 
dan kompetitif, mungkin sudah mengarah pada ketentuan yang 
berdasarkan sistem merit atau sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, karena dalam proses pengisian 
JPT pada dasarnya ialah terbuka dan kompetitif. Tambah lagi dengan 


223 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, hlm. 189. 
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memperhatikan syarat yang harus dipenuhi terkait dengan profesi 
jabatan karier (kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidi-kan 
dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas). 


Khazanah ilmu pengetahuan tentang politk tata negara Islam 
(Siyasah dusturiyah) proses pengisian dan pengangkatan kepala 
daerah mempunyai banyak corak dalam pelaksanaannya, karena 
memang tidak ada mekanisme yang baku dalam Islam terkait ini. 
Menarik untuk menelusuri kembali sejarah pasca Rasulullah Saw 
wafat pemerintahan Islam dilanjutkan oleh al-Khulafa al-Rasyidin 
(nu H/632 M — 36 H/661 M).”4 Tentang proses penggisian jabatan dan 
pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin, 4 (empat) orang khalifah pada 
masanya, mempunyai perbedaan pola musyawarah dalam proses 
pengangkatannya antara satu dengan yang lain. Berikut penjelasan 
padatnya, 

Abu Bakar, menjadi khalifah yang pertama dalam pengangka- 
tannya dilakukan dengan musyawarah melalui pemilihan secara 
terbuka oleh lima tokoh (Umar bi Khathab, Abu Ubaidah bi Jarah, 
Basyir bin Saad, Asid bi Khudhair dan Salim),”5 yang mewakili 
kelompok Muhajirin dan Anshor, baik dari Suku Khazraj dan Aus. 
Dalam kemudian terkenal dengan nama Baiat Sagifah.?" 

Umar bin Khathab, sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar 
dalam proses pengisian dan pengangkatannya sangat berbeda 
dengan pendahulunya. Proses yang dilakukan dengan musyawarah 


224 Pulungan, J.S, Figh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet ke-5, (Jakarta: 
PT RajaGrafindo, 2002), hlm 43. Lihat juga selengkapnya J. Suyuthi Pulungan. 
Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al- 
Our'an, hlm 188. 


225 Imam Al-Mawardi, Ahkam Suthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, 
Terj. Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, (Jakarta: Oisthi Press, 2014), 
hlm. 13. 


226 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, hlm. 21-23. 
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melalui penunjukkan atau wasiat dari kahilfah pertama. Setelah 
khalifah pertama memutuskan bahwa Umar bin Khathab adalah 
orang yang paling tepat untuk menggantikkannya, maka diadakan 
musyawarah tertutup dengan beberapa sahabat senior. Tetapi dalam 
pengukuhannya sebagai khalifah kedua dilakukan secara umum dan 
terbuka di Masjid Nabawi.?” 


Utsman bini Affan, menjadi khalifah ketiga dalam proses 
pengisian dan pengangkatannya dipilih oleh sekelompok orang- 
orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar bin 
Khathab sebelum wafat. Nama-nama yang ditentukan oleh Umar 
bin Khathab ada 6 (enam) sahabat senior, yaitu Ali bin Abu Thalib, 
Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waggash, Abdurrahman bin Auf, 
Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Pemilihan ini 
dilakukan dalam satu pertemuan terbuka oleh “dewan formatur” 
yang terdiri dari 6 (enam) orang yang ditunjuk oleh pendahulunya 
dan penunjukkan tersebut atas dasar kualitas yang menurut 
Nabi sebagai calon-calon penghuni surga, bukan karena mereka 


perwakilan unsur-unsur kelompok atau suku tertentu.”” 


Ali bin Abu Thalib, menjadi khalifah keempat dalam proses 
pengisian dan pengangkatannya melalui proses pemilihan dan 
pertemuan secara terbuka. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali 
bin Abu Thalib adalah Talhah bin Ubaidillah. Meskipun penetapannya 
sebagai khalifah ditolak oleh Mwawiyah bin Abu Sufyan yang pada 
waktu itu menjabat sebagai Gubernur di Suria sekaligus keluarga 
keuarga khalifah ketiga (Utsman bini Affan) dengan alasan, bahwa: 
pertama, Ali bin Abu Thalib harus mempertangungjawabkan 
tentang terbunuhnya Utsman bini Affan. Kedua, berhubung wilayah 


227 Ibid., hlm. 23-25. 
228 Imam Al-Mawardi, Ahkam Suthaniya, hlm. 14 
229 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, hlm.25-27. 
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Islam mulai meluas dan muncul komunitas-komunitas Islam di 
daerah-daerah baru, maka hak untuk menentukan pengisian dan 
pengangkatan jabatan khalifah bukan hanya hak mereka yang berada 
di Madinah saja. Disinilah dimulai yang selanjutnya mewarnai 
sejarah ketatanegaraan Islam.” 

Proses pengisian dan pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin yang 
antara satu dan yang lain berbeda, menunjukkan bahwa tidak adanya 
satu pola yang baku dalam Islam. Tetapi perlu diketahui bahwa 
terdapat sejumlah ayat al-Guran dan Hadits yang mengandung 
pentunjuk dan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat dengan 
mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 
kehidupan bermasyrakat dan bernegara. Menurut Munawir Sjadzali 
ada 6 (enam) prinsip dalam nash al-Our'an yaitu, prinsip kedudukan 
manusia dimuka bumi, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, 


keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat.”' 


1. Tentang Kedudukan Manusia di Bumi 


» 2 


oa WI j3 155 AS ya Ola gp SAN aa RA 
Fkaniais Ban ARTI AEa ya 33 2S 


O Ipa3 53 
Artinya: “Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai 
kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang 
yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang 
Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. 


230 Ibid., hlm.27-28. 
231 Ibid., hlm. 5-7. 
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kit Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu” 


ON Saba Jo Ph oya ls 
Artinya: ea kerajaan langit dan bumi. dan 
kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan" 


@ pa 21 


S3 
Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa- 
penguasa di bumidan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 
sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu 
tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 
Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesung-guhnya Dia 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 


HS Jb) Tnuk3 Ia MAN Abe da 


»- 


es Tx 
WU 


Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti 
(mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami 
memperhatikan bagaimana kamu berbuat”? 


232 
233 
234 
235 


O.S. Ali-Imran (3): 26. 
O.S. Al-Hadid (57J:5 
O.S. Al-An'am (|6J:165. 
0.5. Yunus (10): 14. 
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2. Musyawarah atau Konsultasi 


meraba maan 


Ong aa jaka, "AL Gate MU Oa ala 
@ Su et Ta St IE F3 aa DESANI 


Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 
Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu 
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh- 
kan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah 
dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Al- 
lah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bert- 
awakkal kepada-Nya”? 


ES tanah Berah GALANG, Ke Lisan an 
DA R33 
Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima Ka 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka: 
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka?”?” 


236 O.S. Ali-Imran (3J:159. 
237 O.S. Asy-Syura (42): 38. 
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3. Ketaatan Kepada Pemimpin 


Pa 
£ 2.9 


AN 5 IAIN Ab BI LA 
-8, 
ag Ir, Id 235 2 OP in 
Oke jas AS WS SI sah DL oh 


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemu- 
dian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Ouran) dan Rasul (sun- 
nahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 


hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya”. 


4. Keadilan 
og Kail se Kami Jan, 226 A5 


O Io al Lang JA KA PELAN Ul 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku 
adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, 
dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran"? 


238 O.S. An-Nisa |4aJ: 
239 O.S. An-Nahl 716 
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ea Kas 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyam- 
paikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguh- 
nya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 
lagi Maha melihat?” 


5. Persamaan atau Kesetaraan 


nan aan S5 S3 3 ras Oa EU 


N 


2D dig Lada sa ba Sia J5, 
Oa 


Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 
yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”? 


6. Hubungan Baik Antara Umat Beragama 


OA ga BE ai Pal Ga 


Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Is- 


240 O.S. An-Nisa |4|:58. 
241 O.S. Al-Hujarat (49J:13. 
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lam), Sesung-guhnya telah jelas jalan yang benar daripada 
jalan yang sesat”? 


- 
( 


TE Aa UR SNN ya gal ah AE 35 
@ 5 Ha 


Artinya: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beri- 
man semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka 
Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka 
menjadi orang-orang yang beriman semuanya”? 


—N 


up 1 Wrpodaa an Aan In Jis LSI Jala J6 


den ah SY EA Ap 


D OA UG ANIS It 08 Al 9,3 


Artinya: “Katakanlah: “Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) 
kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisi- 
han antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecua- 
li Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun 
dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang 
lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka 
Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami ada- 
lah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)?“ 


RN 


5 Pa MN 2 33 - Gro 22? 
P3 x ai NG . » 3? Ts Bai Aw 33 yen 
SA FIS LIKE dn Gal yg 3 


242 O.S. Al-Bagarah (|2J: 256. 
243 O.S. Yunus (1oJ: 99. 
244 Ali-Imran (3): 64. 
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— 


AA gal 3 SS sai en 0 
AN Rn Pa pala A24 PN Gang 
AE 3 013 ap desai Nias S3 
@ Skl 15 


Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik 
dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memer- 
angimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari 
negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
Berlaku adil”. 


“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan 
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena 
agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu 
(orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menja- 
dikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang- 
orang yang zalim”? 


Prinsip-prinsip Islam dalam Hadits Rasulullah mengenai 
penyelenggaraan suatu negara seperti yang terdapat dalam buku 
Suyuti Pulungan, dikutip oleh Sri Kursiyah2$, antara lain ialah : 
1. Prinsip Kebutuhan Akan Pemimpin 

“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah 

seorang diantara mereka menjadi pemimpin”. (H.R Abu 


Daud) 
“Tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat terbuka 


245 OS. Al-Mumtahanah | 6oJ: 8-9. 


246 Sri Kursiyah, Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan 
Negara, Jurnal Hukum Khaira Umma, hlm 63-66. 
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di muka bumi ini kecuali ada salah seorang diantara mereka 
yang menjadi pemimpin mereka”. (H.R Ahmad) 


2. Prinsip Tanggung-Jawab 


“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung-jawab 
terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala Negara yang 
memimpin rakyat bertanggung-jawab atas mereka, dan 
seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan 
bertanggung-jawab atas mereka”. (Muttafag 'alaih). 
3. Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat 

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin- 
pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka 
mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu 
mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu 
yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan 
mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka 
melaknat kamu". (H.R Ahmad) 


4. Prinsip Ketaatan 


“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati 
perintah, baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika 
ia diperintah untuk melaksanakan maksiat” (H.R Bukhari) 
“Akan datang kepadamu sesudahkupara penguasa, penguasa 
yang baik akan memerintah kamu dengan kebaikannya, 
dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan 
kejahatannya. Maka dengarkan dan taati segala yang sesuai 
dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk 
kamu dan mereka, tetapi jika mereka mereka berbuat jahat 
maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung-jawab 
atasnya' (Hadits dari Abu Hurairah) 


170 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 


Pemimpin yang tidak Konsisten dan Bertanggung-Jawab 
“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang 
memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal 
mereka tidak melaksanakannya, barang siapa yang 
membenarkan kedustaan mereka itu akan membantu 
kedzaliman mereka, maka itu tidak masuk kedalam 
golonganku dan aku tidak masuk golongannya”. (H.R 
Ahmad) 


Prinsip Tolong Menolong 


“Barang siapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka 
hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang 
yang tidak memilki kemampuan dan barang siapa yang 
memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikan 
kelebihannya itu kepada orang yang kekurangan bekal” (H.R 
Ahmad) 


“Barang siapayang memiliki makanan cukup untuk dimakan 
dua orang, maka hendaknya ia membagikanya supaya 
cukup dimakan tiga orang. Dan barang siapa yang memiliki 
makanan untuk jatah empat orang, maka hendaklah ia 
membaginya supaya cukup dimakan lima orang atau enam 
orang”. (H.R Ahmad) 

Prinsip Kebasan Berpendapat 


“Siapa diantara kamu menemukan kemugkaran maka 
hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu 
dengan lisannya maka dengan hatinya dan yang demikian 
ialah selemah-lemah iman. (H.R Muslim) 


“Sesungguhnya Allah meridha'i bagi kamu dengan tiga 
hal: Bahwa kamu hendaknya menyembah-Nya dan jangan 
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menyekutukan-Nya, bahwa kamu berpegang pada tali Allah 
dan janganlah kamu terpecah belah, dan bahwa kamu 
memberi nasihat terhadap orang-orang yang menjadi 
pemimpin kamu? (H.R Muslim) 

“Ada tiga hal yang tidak membuat dengki hati seorang 
muslim: Amal yang ikhlas karena Allah, menasihati para 
pemimpin, dan mendatangi jamaah kaum muslimin, karena 
pertolongan mengalir dari pihak mereka”. (H.R Para Ahli 
Sunnah) 


8. Prinsip Persamaan di depan Hukum (eguality before the law) 


“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa 
lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, 
mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang 
lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. 
Demi Allah seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri 
niscaya aku akan potong tangannya” (H.R Ahmad) 


9. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara 


Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa 
kehancuran? dinyatakan: “Bagaimana yang dimaksud 
dengan menghilangkannya?” beliau menjawab: Jika suatu 
perkara diserahkan kepada orang bukan ahlinya”. 


“Barang siapa memegang kekuasaan mengurus urusan kamu 
muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang padahal ia 
menemuan orang yang lebih pantas bagi kaum muslimin 
daripada orang itu, maka ia sungguh telah menghianati 
Allah dan Rasul-Nya”. 


Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, sebab 
Jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu 
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10. 


11. 


maka akan berat bagimu mempertanggung-jawabkannya. 
Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada 
permintaan darimu maka kamu akan mendapat kekuatan 
melaksanakannya. Jika kamutelah diangkat dengan sat 
sumpah, kemudia kamu melihat orang lain yang lebih baik 
untuk menduduki jabatan itu maka serahkanlah ia kepada 
orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu' (H.R Ahmad) 


Prinsip Musyawarah 


“Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan 
musyawarah?. 


“Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang 
memiliki pemikiran tajam tentang suatu hal dan ikutilah 
mereka dalam hal itu”. 


Apabila salah seorang dari kamu meminta konsultasi pada 
saudaranya, maka hendaklah ia memberikan petunjuk pada 
orang itu” (H.R Ibn Majah) 

“Orang yang diminta nasihatnya adalah orang yang 
terpercaya” (H.R Ibn Majah) 

Prinsip Persaudaraan 


Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan 
saling membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba 
Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim 
yang memutuskan hubungan dengan saudaranya diatas 
tiga hari” (H.R Bukhari) 

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain'. 
(H.R Bukhari) 


Sedangkan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid 


tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial 
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kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai 
dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga 
dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan 
dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam 
ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan 
persamaan kedudukan di mata hukum (eguality before the law). 


Proses open promotion pada Sekda Kabupaten Sambas 
(berlaku untuk jenjang JPT lainnya), jika dilakukan dengan 
menganut asas keterbukaan dan kompetitif dan dikaitkan 
dengan cara pengisian dan pengangkatan kepemimpinan dalam 
Islam tentu tidak ada pelarangan yang tegas, menyangkut bahwa 
dalam pengisian dan pengangkatan al-Khulafa al-Rasyidin juga 
mempunyai pola dan proses yang berbeda-beda antara satu 
dan lainnya (tidak ada mekanisme atau aturan baku). Namun 
jika semangat prinsip-prinsip dalam al-Gur'an dan Hadits serta 
prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid tidak dipenuhi, maka 
pelaksanaannya dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap 
prinsip-prinsip Islam yang di dalamnya bertujuan untuk 
mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara secara substansial. Spektrum prinsip-prinsip Islam 
dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid dalam konteks 
ke-Indonesiaan tentunya sudah tertuang dan diterjemahkan 
kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti 
UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Karena dalam perancangan dan 
penyusunannya juga memperhatikan asas-asas hukum yang 
baik, yang kompatibel dengan semangat prinsip-prinsip al- 
Our'an dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid. Seperti 
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“Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar'iyah, (Kairo: Dar al-Anshar,1977), 
hlm. 25-40. Lihat juga Muhammad Igbal, Figh Siyasah, hlm. 178. 
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yang sudah dibahas bagian pertama dalam buku ini, bahwa 


sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli?" meliputi: 


a. 


Al-Guran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan 
kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran 
al-Ouran. 


Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam 


menerapkan hukum. 


Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan 
dengan pengendalian pemerintah yang masing- 
masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam 
setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai 
tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, 
kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan 


rakyat. 


Ijtihad “Ulama, yang berhubungan dengan kemasla- 
hatan ummat karena dalam fikh dusturi bahwa hasil 
Ijtimak “ulama sangat membantu dalam memahami 
semangat dan prinsip fikih dusturi. 

Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang 
berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip al-Guran dan Hadits. 


UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 


Perundang-undangan, sebagai acuan hukum yang berlaku di 


Indoneisa pada pasal 5 (lima) harus dilakukan berdasarkan 


pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 


baik meliputi: 


248 H.A. Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm 53-54. 
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a. Kejelasan tujuan, 
1) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 


2) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 


muatan, 
3) Dapat dilaksanakan, 
4) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 
) 
) 


Kejelasan Rumusan, dan 


(op) 


Keterbukaan.2 


Asas inilah yang menjadi landasan utama dalam 
pembentukan Perundang-undangan demi dan untuk terciptanya 
kepentingan bersama masyarakat dan penegak hukum, sehingga 
tercapainya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance). Hal ini yang mendasari terbentukanya regulasi 
Perundang-undangan seperti pada UU Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga pada pasal 2 (dua), 
pasal 3 (tiga), dan pasal 4 (empat) dalam pelaksanaannya 
menyisipkan landasan berupa asas, prinsip, nilai dasar, serta 
kode etik dan kode perilaku. Penyelenggaraan kebijakan dan 
Manajemen ASN berdasarkan asas, antara lain: 


a. Kepastian hukum, 
b. Profesionalitas, 

Cc.  Proporsionalitas, 
d. Keterpaduan, 

e. Delegasi, 

f. Netralitas, 

g. Akuntabilitas, 


249 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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h. Efektif dan efisien, 

i. ' Keterbukaan: 

j-  Nondiskriminatif, 

k. Persatuan dan kesatuan, 

I. Keadilan dan kesetaraan, dan 
m. Kesejahteraan.?” 


ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai 
berikut: 


Nilai dasar, 

b. Kode etik dan kode prilaku, 

Cc. Komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab pada 
pelayanan publik, 

d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 
tugas, 

e. Kualifikasi akademik: 


f£ Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 


tugas, dan 
g. Profesionalitas jabatan." 
Nilai dasar sebagaimana dimaksud, meliputi: 
a. Memegang teguh ideologi pancasila, 


b. Setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerin- 
tahan yang sah, 


c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, 


d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak 


250 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 
251 Ibid., Pasal 3. 
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berpihak, 
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, 
f Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif, 
g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang 
luhur: 
h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya 
kepada publik, 
i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan 
dan program pemerintah, 


j- Memberikan layanan kepada publik secara jujur, 
tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil 


guna, dan santun, 
k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, 
Il. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama, 
m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong 
kinerja pegawai, 


n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan 


0. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang 
demokratis sebagai perangkat sistem karier.” 


Kode etik dan kode prilaku ialah bertujuan untuk menjaga 
martabat dan kehormatan ASN yang berisi pengaturan prilaku 
agar Pegawai ASN: 


a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung- 
jawab, dan berintegritas tinggi, 


b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, 


c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa 
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tekanan, 


d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan 


peraturan perundang-undangan, 


e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan 
atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak berten- 
tangan dengan ketentuan peraturan perundang-unda- 
ngan dan etika pemerintahan, 

f Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan 

negara, 

g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara 

secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, 


h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam 
melaksanakan tugasnya, 


i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menye- 
satkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi 
terkait kepentingan kedinasan, 


j- Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, 
tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk 
mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi 
diri sendiri atau untuk orang lain, 

k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga 
reputasi dan integritas ASN, dan 

Il. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-unda- 
ngan mengenai disiplin Pegawai ASN. 

Ukuran dalam penilaian pengaturan open promotion 

yang menerapkan asas keterbukaan dan kompetitif dilihat 
dari pandangan Islam, tentu kompatibel (jika penerapannya 


253 Pasal 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 
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ditekankan pada keterbukaan dan kompetitif) dengan 
menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dalam konteks ke-Indonesiaan. Seperti dalam pembentukan 
suatu hukum baru merujuk pada Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan yang memperhatikan asas-asas hukum yang baik 
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara yang dalam pelaksanaannya menyisipkan landasan 
berupaasas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode prilaku, 
seperti yang telah dijelaskan pada bagian kedua dalam buku ini. 


Asas-asas inilah yang menyebabkan bahwa perundang- 
undangan di Indonesia tidak bertentangan dengan siyasah 
dusturiyah, asas-asas ini pula yang mendasari bahwa semangat 
ke-Islaman sesuangguhnya adalah semangat menjaga 
kenegaraan. Khususnya NKRI, karena sejatinya NKRI berdiri 
bukan atas sekelompok orang tertentu yang tidak mempunyai 
nalar pikir luar biasa. Melainkan NKRI Berdiri atas founding 
people yang sangat luar biasa dan terdiri dari berbagai suku- 
bangsa dan ras serta agama, merumuskan suatu dasar dan 


bentuk negara yang disepakati bersama. 


E. Refleksi Atas Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia 


Percaturan politik dalam permusan dasar negara mulai di 
bicarakan pada masa persidangan pertama BPUPK (Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) pada 29 Mei sampai 1 Juni 
1945.” Masalah inti yang dibahas dalam BPUPK tentunya dalam 
kacamata sejarah politik hukum terkait mengenai bagaimana 
sebenarnya bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara 


254 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, 
Cet ke-II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 9. 
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dan lainnya yang terkait mengenai pembuatan suatu konstitusi." 
Walaupun BPUPK didirikan pada tannggal 29 April 1945 dengan 
menyusul pernyataan perdana menteri jepang Kuniaki Kuiso yang 
mengucapkan janji historisnya pada tanggal 7 September 1944 
bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan di masa depan.” 
Namun pada tanggal 28 Mei tahun 1945 kepanitiaan dalam BPUPK 


ini dilantik secara resmi.? 


Perdebatan yang sangat serius pada sidang-sidang BPUPK 
sebenarnya dimunculkan oleh kelompok Islam dan kelompok 
nasionalis terkait mengenai dasar negara, karena dalam aspek 
bentuk negara sebenarnya telah sepakat dengan formasi Republik, 
walaupun ada sebagian kecil kelompok Islam menolak dengan dalih 
perlunya dibuat negara Islam di bumi Indonesia. hal ini dipertegas 
oleh Ahmad Syafi'i Maarif dalam retoriknya, bahwa: 


“Perdebatan tentang masalah-masalah di atas, kecuali tentang 

dasar filsafat negara, berjalan lancar. Untuk bentuk negara 

misalnya, hampir seluruh anggota memilih bentuk republik. 

Tetapi sekali tentang dasar negara disentuh, iklim politik dalam 

sidang menjadi sangat hangat”. 

Perdebatan dalam sidang BPUPK ternyata tidak melulu hangat 
hanya pada bentuk negara, tetapi terkait mengenai konstitusi negara 
dalam memilih presiden-pun menjadi permasalahan yang cukup 
krusial dalam sejarahnya. Hal ini diperkuat oleh Bachtiar Effendy 
dalam retorik, bahwa: 


“Hal ini mencakup perdebatan-perdebatan mengenai dasar 
ideologi dan konstitusi negara, apakah presiden harus seorang 


255 Ahmad Syafii Maarif, Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante, Islam 
dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: LP3S, 1985), hlm 102-103. 


256 Yudi Latif, Negara Paripurng, Historitas, Rasionalitas..., hlm 9. 


257 Ahmad Syafii Maarif, Studi Tentang Percaturan.. hlm 102. 
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muslim atau tidak, apakah Islam harus menjadi agama negara 
atau tidak, apakah negara harus memiliki aparat-aparat dan 
badan-badan yang relevan untuk menerapkan hukum-hukum 
Islam, mengenai kemungkinan hari jum'at dijadikan sebagai 


hari libur nasional”. 


Jumlah anggota BPUPK awalnya 62, kemudian ditambah 6 


orang hingga berjumlah 68 orang,” dalam jumlah keanggotaan 


tersebut ada 15 orang yang mewakili asprasi umat Islam dan sisanya 


sebagian besar mewakili kelompok nasionalis.”. Tetapi yang sangat 


menarik tentang sebuah rumusan Pancasila versi soekarno, seperti 


yang dikemukakan Ahmad Syafi'i Maarif dalam retoriknya yang 


dikutip dalam karya Muhammad Yamin tentang “Naskah Persiapan 


Undang-undang Dasar”, antara lain: 


“..perlu di catat dalam Pancasila Sukarno, sila Ketuhanan 
diletakkan sebagai sila kelima. Dengan demikian sukarno tidak 
menjadikan sila ketuhanan sebagai sumber moral bagi sila-sila 
yang lain. Lebih dari itu bagi sukarno, Pancasila dapat disarikan 
menjadi Trisila, yakni: 1. Sosio-nasionalisme, 2. Sosio-Demokrasi, 
3. Ketuhanan. Bahkan sila yang tiga ini dapat di peras menjadi 
Ekasila dalam bentuk Gotong Royong. Dalam perasan yang 
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Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik 
Islam di Indonesia, Cet ke-l, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 85. 


Ahmad Syafii Maarif, Studi Tentang Percaturan..., hlm 102. Karya yudi 
latif terdapat perbedaan jumlah keanggotaan BPUPK dengan penjelasan 
jumlah keanggotan awalnya 60 orang ditambah satu ketua (Radjiman 
Wediodiningrat) dan dua orang wakil ketua (itibangase dan R.P Soeroso) 
sehingga total berjumlah 63 orang dan bertambah 6 orang dengan 
keseluruhan 6g orang dan di tambah lagi 7 orang anggota istimewa yang 
terdiri dari orang-orang jepang (Tokubetu lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano 
Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitikiyo, Tanaka Minoru, Masuda 
Toyohiko, Ide Toitiroe). Yudi Latif, Negara Paripurna, Historitas..., hlm 9. 
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terakhir ini, sila Ketuhanan telah menghilang”. 


Sebab inilah yang menjadi rujukan kelompok politik Islam 
untuk mendiskusikan kembali mengenai dasar negara dalam sidang- 
sidang BPUPK, dengan diwakilkan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo 
sebagai orator pembela Politik Islam. Namun atas pertimbangan 
beberapa perwakilan dari kelompok nasionalis-pun mengajukan 
betapa pentingnya nilai Ketuhanan sebagai dasar negara.” Sehingga 
akhirnya mencapai puncak dengan berakhirnya kompromi politik 
dalam bentuk “Mukadimah Piagam Jakarta/Gentelments Agreement” 
pada tanggal 22 Juni 1945. Sehingga rumusan Pancasila tentang 
sila Ketuhanan di posisikan pada sila pertama dan lebih lagi pada 
pada anak kalimat sila pertama ditambah “dengan kewajiban 
menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tetapi Islam 
tetap tidak dijadikan sebagai dasar negara atau agama negara karena 
sila yang ditekankan pada anak kalimat sila pertama merujuk pada 
penjalanan syariat Islam bagi pemeluknya bukan untuk semua 
pemeluk Agama, sehingga muncul permasalahan baru karena sila 
pertama pada politik hukum dasar negara masih belum mampu 
menampung cita-cita seluruh bangsa yang majemuk (plural). 


261 Ibid., hlm 104. 


262 Yudi Latif memberikan penjelasan kelima prinsip dalam pandangan 
soekarno: 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau peri 
kemanusiaan, 3) Mufakat atau Demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial, 
Ketuhanan yang Berkebudayaan. bahwa sebenarnya urututan kelima sila 
yang disebutkan Soekarno sebagai urutan seguential bukan urutan prioritas. 
Lihat selengkapnya Yudi Latif, Negara Paripurna, Historitas..., hlm 15-y7. 


263 Ibid., him 3. Karya Moh. Mahfudz MD menerangkan bahwa: Pada 
sidang pleno II tanggal 10-16 juli BPUPKI sebenarnya berhasil disepakati 
dan disetujui mengenai Piagam Jakarta yang di dalam rancangan 
Mukaddimahnya mengakui Islam sebagai dasar Negara khusus bagi umat 
Islam yang tertuang dalam sila pertama dengan kalimat “Ketuhanan dengan 
kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi Pemeluknya”.Lihat selengkapnya 
Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata..., hlm 240. 
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1. Dinamika Perumusan Dasar Negara pada PPK (18 Agustus 

1945) 

Rumusan piagam jakarta ternyata menuai masalah dan 
mendapat respon yang kuat dari Latuharhary, karena masih 
ada duri dalam daging UUD 1945 yang masih dirasakan dapat 
mengganggu terutama dari kelompok agama minoritas. 
Sehinga respon Latuharhary menyatakan keberatan atas 
pencantuman “tujuh kata” pada anak kalimat di sila pertama, 
“...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- 


” 


pemeluknya....”. 


Perdebatan mengenai dasar negara, syarat agama seorang 
presiden, akhirnya dituntut untuk segera di pertimbangkan 
kembali. agar nantinya tidak berakibat besar dalam perencanaan 
persiapan kemerdekaan, karena akan berujung pada sikap 
diskriminatif atas agama-agama lain.“ Sehingga hasilnya dalam 
perumusan Piagam Jakarta dengan pencantuman “tujuh kata” 
hanya bertahan hingga akhir persidangan kedua pada tanggal 
17 juli 1945. 

Akhirnya, fase pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945, 


265 


wakil-wakil umat Islam (kelompok Islam) menyetujui usul 
penghapusan “tujuh kata” pada anak kalimat sila pertama dari 
pancasila dan batang tubuh UUD 1945, dengan perubahan sila 
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Seperti tanggapan Latuhahary pada 11 juli, antara lain: “Akibatnya 
akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu, 
saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara 
waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan 
yang dapat diartikan dalam rupa macam-macam. Saya usulkan supaya dalam 
hokum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan 
apapun juga yang dapat membawa perasan tidak senang paa golongan 
yang bersangkutan” Lihat selengkapnya Yudi Latif, Negara Paripurna: 
Historitas..., hlm 26. 


Ibid., hlm 27. 
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pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”? Perubahan 
lainnya dalam batang tubuh UUD 1945 di sahkan juga pada pasal 
6 ayat 1: “Presiden ialah orang Indonesia Asli”, dengan tidak ada 
tambahan Yang beragama Islam”. 


2. Dinamika Majelis Konstituante 


Perjuangan politik hukum Islam dalam mempertahankan 
legal-formalnya sebuah negara tak kujung surut hanya pada 
BPUPK dan PPK di awal-awal menjelang kemerdekaan saja. 
Namun terus berlanjut dalam pertempuran politik pada 
pemilu pertama (1955-1959) melalui sidang-sidang di Majelis 
Konstituante walaupun pada akhirnya di bubarkan melalui 
dekrit Presiden 5 juli 1959 untuk kembali pada UUD 1945.” 
Sehingga dasar negara Indonesia melalui kebijakan negara 
berhasil di kembalikan pada UUD 1945, karena perdebatan 
tentang negara Islam Indonesia dan Negara Sekuler Indonesia 
tak kunjuang surut sehingga dibubarkan. Selama tahun pertama 
sampai setelah tahun 1950 Indonesia berjalan dibawah UUDS 
dan pada akhir 1955, majelis diberikan sebuah tanggung jawab 
untuk mengganti UUDS yang di berlakukan semenjak 1950.” 
Namun demikian, dalam usulan pembentukan UUD Baru 


Majelis Konstuante mengalami kesulitan untuk mencapai 
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Ahmad Syafii Maarif, Studi Tentang Percaturan.., hlm 109. 


Indonesia sejak 1950 sampai 1957 dikenal sebagai Demokrasi Konstitusional 
yang artinya secara sistem dalam pemerintahanya berjalan di bawah UUD 
1950. Lihat Bahtiar Effendi, Islam dan Negara...hal 94. Kegagalan Politik 
Islam pada pemilihan umum pertamanya 29 September 1995 (57 kursi dari 
total 257 kursi). Lihat Juga Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah..., hlm 
122. dan Majelis Konstituante (43,56 kursi). Lihat Bahtiar Effendi, Islam dan 
Negara..., hlm 105. 


Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman 
Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 
hlm 276. 
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kesepakatan guorum. 


Majelis Konstituante akhirnya menjalani pemungutan suara 
untuk menyepakati diterima atau tidaknya mengembalikan 
UUD 1945, namun syarat suara sebanyak 2/3 tiak mampu untuk 
diperoleh, meskipun jumlah suara terbanyak masih mengenai 
kembalinya UUD 1945 dan hal ini yang dinilai oleh presiden 
sebagai ketidak mampuan majelis konstitunte untuk menjali 
tugas mereka, bahkan ada sebagian anggota majelis konstituante 
yang menyatakan tidak mau mengikuti sidang-sidang pleno 
selanjutnya.”” Kesepakatan majelis konstituante yang tak 
kunjung surut atau akhir menimbulkan lahirnya Dekrtit Presien 
5 Juli 1952, dengan ditandai berakhirnya Demokrasi Liberal 
(Parlementer) sekaligus membubarkan parlementer terahir 
yang dipimpin oleh Djuanda, sekaligus mendirikan kabinet 
kerja yang dibangun oleh Presiden Soekarno.” 


F. Komentar 


Refleksi dari awal berdirinya negara-bangsa ini yang perlu di- 
ingatkan kembali, bahwa pertarungan antara politik Islam dan 
negara sebenarnya sudah pernah terjadi dan langsung dihadap- 
hadapkan secara formal untuk dicari jalan keluar dan dapat 
disepakati bersama-sama secara bijaksana. Meskipun pergesekan 
tersebut sangat tajam antara kepentingan masing-masing kelompok, 
namun jalan keluar yang dihasilkan dapat dirasakan sampai sekarang 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara Islam 


269 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm 282. 


270 Yati Inu Kencana, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 
2002), hlm.26. 


271 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional, 
hlm 31. 


186 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturtyah 


dan bukan juga negara Sekuler (memisahkan agama dan negara). 
Melainkan dikenal dengan Religious Nation State, yang bermakna 
bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai 
keagamaan. 


Seharusnya pertarungan antara negara dan politik Islam telah 
usai dan berakhir dengan kesepakatan bersama-sama, bahwa 
Indonesia dibangun bukan oleh Suku, Agama dan Ras tertentu 
melainkan dibangun oleh kesepakatan dan tujuan bersama yaitu 
kesejahteraan negara (welfare state). Apalagi secara nilai-nilai dan 
prinsip-prinsip Islam telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelum 
buku ini, antara dasar Negara Indonesia dan siyasah dusturiyah 
sama sekali tidak ada persinggungan (vis a vis) melainkan sejalan 
(kompatibel), bahkan ada beberapa konten perundangan yang 
terpadu (unified) dengan menyerap hukum Islam dalam regulasi 
perundang-undangan negara seperti tentang Perkawinan, Waris, 
Haji, Zakat, Ekonomi Syariah, dan banyak lagi. 

Tekanan yang paling berarti dalam buku ini adalah antara 
negara yang memberlakukan hukum positif di Indonesia dan siyasah 
dusturiyah adalah perjuangan yang berada pada titik yang sama dan 
sejalan yaitu magasid asy-syariah meliputi: hifdz al-din, hifdz al- 
nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-agl, hifdz al-amal. Penjelasannya sebagai 
berikut: 


1.  Hifdz al-Din 

Islam dan Negara melindungi warga masyarakat Indonesia 
pada khususnya untuk beragama sesuai keyakinan dan 
mengakomodasi hal peribadatan sepanjang tidak mengganggu 
ketertiban umum, dalam islam (magasid asy-syariah) semangat 
tersebut dimaknai sebagai hifdz al-din. Hal tersebut dalam 
pembukaan (preambule) UUD 1945 pada paragraf ke-3 (tiga) 


Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H & 187 


menyatakan bahwa: 


“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong 
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan 
yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan 


ini kemerdekaannya”. 


Selanjutnya dijelaskan kembali pada Pasal 28E ayati (satu) 
dan 2 (dua) dalam tubuh UUD 1945, menyatakan bahwa?” 

Ayat 1 

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran...” 

Ayat 2 

“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 


menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya”. 

Selanjutnya, mengenai Agama dijelaskan dan dipertegas 
kembali pada Bab khusus yaitu Bab XI Tentang Agama pada 
Undang-Undang Dasar 1945 pasa 29 ayat 1 (satu) dan 2 (dua), 
meliputi: 

Ayat1 

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Ayat 2 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaan itu”. 
2. Hifdz al-Nafs, Hifdz al-Nasl, Hifdz al-Agl, wa al-Mal 


Islam dan Negara mengisyarakatkan untuk melindungi 
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dan menjaga Hak Asasi Manusia, khususnya di Indonesia. 
Kalimat Hak Asasi Manusia dalam tjuan yang disyariatkan 
dalam hukum islam (magasid asy-syariah) semangat tersebut 
dimaknai sebagai hifdz al-nafs, hifdz nasl, hifdz al-agl wa al-mal 
(memelihara keturunan, jiwa, akal, dan harta). Hal tersebut 
dalam pembukaan (preambule)j UUD 1945 pada paragraf 
pertama, menyatakan: 


“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala 
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- 
kemanusiaan danperi-keadilar?. 


Selanjutnya, mengenai Hak Asasi Manusia dalam Undang- 
Undang Dasar 1945 dijelaskan kembali pada Bab khusus yaitu 
Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dari pasal 28A, 28B, 28C, 
28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 281, dan 28J . Hak Asasi Manusia 
pada pasal yang disebutkan yang termaktub dalam UUD 
1945, meliputi, hak hidup, hak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan, hak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi, hak mendapat pendidikan, hak kolektif untuk 
membangun masyarakat, bangsa, dan negara, hak jaminan 
perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas kerja dan 
imbalannya dan perlakuan yang adil dan layak, hak memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status 
kewarganengaraan, hak beragama dan berkepercayaan, hak 
atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
berpendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh komunikasi 
demi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, hak 
atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta 
benda yang dibawah kekuasaannya, hak atas rasa aman dan 
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perlindungan dari ancaman, hak bebas dari penyiksaan atau 
perlakuan merendahkan derajat martabat dan hak memperoleh 
suaka politik dari negara lain, hak atas hidup sejahtera lahir dan 
batin, hak kemudahan dan perlakuan khusus demi mencapai 
persamaan dan keadian, hak atas jaminan sosial, berhak atas 
hak milik pribadi dengan tidak boleh diambil alih secara 
sewenang-wenang. 

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 281 menegaskan 
kembali bahwa?” 

Ayat1 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untk tidak 

diperbudakm hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 

yang berlaku surut adalah hak asasi menusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapur”. 

Ayat 2 

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimi- 

natif” 

Ayat 3 

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradabar”. 

Ayat 4 

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 


273 Undang-Undang Dasar1945, Pasal 281 ayat 1, 2, dan 3. 
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pemerintah”. 

Ayat 5 

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, 
maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 


dituangkan dalam peraturan perundang-undangar”. 


Betapa pentingnya Hak Asasi Manusiadalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sehingga dalam uraian UUD 1945 
dijelaskan secara panjang lebar dan ditegaskan kembali pada 
pasal 28 I, serta selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 
pada pasal 28 J menekankan kembali kepada tiap-tiap orang 
yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk?“ 

Ayat 1 

“Setiap rang wajib menghormati hak asasi manusia orang 


lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 
bernegara”. 

Ayat 2 

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 


demokratis”. 


Kenyataan antara kompatibilas Islam dan Negara sangat 
jelas sekali tertuang dalam peraturan perundang-undangan, 


274 Ibid., Pasal 28J, ayat1 dan 2. 
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baik secara nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang adi anut. Ketika 
simpul hukum tata negara di Indonesia dinyatakan kompatibel 
dengan ajaran Islam, maka secara substantif bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia benar-benar menganut paham 
yang Islami. 

Urusan mengenai beberapa birokrasi pemerintahan 
dan aturan umum pelaksanaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia yang tidak sesuai dengan asas- 
asas dalam perundang-undangan di Indonesia, tentu bukan 
berarti sebuah sistem dan bentuk pemerintahan yang harus 
diganti. Melainkan perlu adanya upaya perbaikan aturan 
umum penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya yaitu melalui jalur judicial review dengan 
mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau upaya merevisi 
kembali aturan umum penyelenggaraan pemerintahan melalui 
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 
RI). 
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BAGIAN KETIGA 
PENUTUP 


A. Kesimpulan 


Berdasarkan uraian yang telah disusun, maka penulis membuat 


simpulan sebagai berikut: 


1. 


Pengaturan Pengisian JPT Pratama Sekda di Kabupaten 
Sambas dilaksanakan sesuai amanat UU No 5 tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara. Namun untuk melaksanakan 
ketentuannya, masih belum merujuk pada PP No 11 tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Karena pada 
saat itu peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 30 
Maret 2017 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 
2017. Sedangkan pelaksanaan open promotion JPT Pratama 
Sekda Kabupaten Sambas sudah mulai dilaksanakan pada 
9 Maret 2017 dengan disertai pengajuan proposal kepada 
KASN pada tanggal 10 maret 2017. Tahapan tersebut di 
rekomendasi oleh ketua KASN pada tanggal 14 maret 2017 
untuk melaksanakan open promotion JPT Pratama Sekda 
Kabupaten Sambas dan Peraturan Pelaksannya merujuk 
pada Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka 
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Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tahapan-tahapan 
pelaksanaannya, antara lain: 


a. Tahapan Persiapan 
1) Pembentukan Panitian Seleksi 
2) Persetujuan dari Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN) Nomor B-793/KASN/3/2017 tanggal 
14 Maret 2017 hal rekomendasi melaksanakan open 
bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. 
b. Tahapan Seleksi 
1) Pengumuman Lowongan Jabatan 
Pelamar 


Seleksi Berkas 


2 
Tes Kesehatan 


) 

) 

) 

5) Uji Kompetensi dan Manajerial 
) Uji Kompetensi Bidang 

) Pengumunan Hasil Seleksi 

8) 


9) Rekomendasi KASN 


Koordinasi kepada Gubernur Kalimantan Barat 


10) Penetapan dan Pengangkatan 


Pelaksanaan open promotion pada jabatan Sekda Kabupaten 
Sambas tentu bukanlah hal yang infallible tanpa ada kelemahan 
sedikitpun, justru akan terlihat banyak sekali beberapa hal 
yang bertentangan dengan asas dan prinsip yang terdapat 
dalam tubuh perundang-undangan, sehingga berdampak pada 
pelaksanaan open promotion Sekda di Kabupaten Sambas, 
seperti: 
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c.  Kerancuan dan Inkonsistensi UU Nomor 5 Tahun 2014 


tentang Aparatur Sipil Negara 


1) 


Kerancuan pada Pasal 11 ayat 1 yang menunjukkan 
ketidak pastian hukum, karena ada kalimat 
“dikecualikan” jika telah menerapkan sistem 
merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan 
persetujuan KASN. maka pelaksanaan pengisian 
jabatan pimpinan tinggi juga boleh diartikan 
dapat dilakukan secara tertutup dan non- 
kompetitif, karena jelas sekali makna dari sistem 
merit yang diterjemahkan oleh undang-undang 
sama sekali tidak menawarkan pengertian yang 
bersifat terbuka dan kompetitif, melainkan sebuah 
kebijakan dan manajemen ASN yang hanya 
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan 
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa ada 
perbedaan secara diskriminatif. 


Inkonsistensi pada Pasal 15 ayat 4 bahwa pelak- 
sanaan pengaturan open promotion jabatan 
pimpinan tinggi yang dilakukan terbuka dan 
kompetitif menjadi terputus. Artinya pelaksanaan 
open promotion JPT Pratama dengan cara terbuka 
dan kompetitif tersebut tidak sepenuhnya 
dilaksanakan sampai akhir proses (penetapan dan 
pengangkatan). 


Pengaturan open promotion JPT Pratama Sekda 


Kabupaten Sambas yang terindikasi ignored terhadap 


asas keterbukaan dan kompetitif. 


Upaya Peleburan Kultur Birokrasi Pancasila di 
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Lingkungan Pemerinta-han Kabupaten Sambas 
tentunya dengan cara membumikan kembali sistem 


prilaku kultur birokrasi Pancasila, seperti: 
1) Pelaksanaan sesuaisila Ketuhanan yang Maha Esa. 


2) Pelaksanaan sesuai Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab. 


3) Pelaksaan sesuai sila Persatuan Indonesia. 


4) Pelaksanaan sesuai sila Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya- 
waratan/perwakilan. 


5) Pelaksanaan sesuai sila Keadilan Sosial bagi 
seluruh Rakyat Indonesia. 


2. Open promotion jika dikaitkan dengan cara pengisian dan 
pengangkatan kepemimpinan dalam Islam tentu tidak 
ada pelarangan yang tegas (tidak ada mekanisme atau 
aturan baku). Namun jika semangat prinsip-prinsip dalam 
al-Guran dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid 
tidak dipenuhi, maka pelaksanaannya dapat dinilai sebagai 
pelanggaran terhadap nilai pada prinsip-prinsip Islam yang 
di dalamnya bertujuan untuk mengatur manusia dalam 


kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara substansial. 


B. Saran 

Saran yang penulis tekankan dalam penelitian ini ialah untuk 
birokrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya pada pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi, kedepan bisa lebih menenkankan asas 
keterbukaan dan kompetitif terhadap setiap tahapan seleksi, 
karena sifat penyelenggaraan tersebut ialah terbuka dan kompetitif. 
Mengingat bahwa pegawai negeri sipil sebagai ASN ialah jabatan 
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karir bukan merupakan jabatan politik, ini perlu sekali diperhatikan 
karena masyarakat publik juga perlu tahu bagaimana hasil dan proses 
yang dijalani tahap demi tahap. Apalagi untuk UU ASN tahun 2014 
khususnya tentang pengisian JPT, ini perlu ditekankan mengenai 
asas keterbukaan dan kompetitif ketimbang lebih memberikan 
secara penuh kewenangan jabatan politik untuk berbuat sesuai 


kesewenang-wenangan semata. 


Selebihnya untuk permasalahan claim politik Islam, mengingat 
wacana yang terjadi belakangan ini bahwa adanya gerakan untuk 
mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau dapat 
juga dengan Religious Nation State menjadi sebuah negara khilafah 
(trans-nasional). Tentunya harus kembali dikaji kebelakang sejarah 
Islam, seperti apa, dan bagaimana keberlangsungan perjalanan 
kepemimpinan khilafah pada saat itu. Karena tidak ada satupun 
ayat yang mengisyaratkan secara baku tentang bagaimana sistem 
dan bentuk negara, justru nash (al-Gur'an dan Hadits) lebih 
mementingkan pembicaraan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip 
yang harus dijalani dalam suatu negara. Penekanan mengenai nilai- 
nilai dan prinsip-prinsip Islam ini berlaku untuk semua sistem dan 
bentuk negara, karena yang paling berarti dalam buku ini adalah 
antara negara yang memberlakukan hukum positif di Indonesia dan 
siyasah dusturiyah adalah perjuangan yang berada pada titik yang 
sama dan sejalan yaitu magasid asy-syariah meliputi: hifdz al-din, 
hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-agl, hifdz al-amal. 

Jika ada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang 
bergeser dari semangat nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam disitulah 
yang sebenarnya harus diperbaiki dan cara memperbaikinya pun 
mesti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam suatu 
negara. Wassalam. 
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SALINAN 


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARTUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA 


PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 


NOMOR 13 TAHUN 2014 
TENTANG 


TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI 
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, 
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk 
menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi 
pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan 
tinggi secara terbuka, 


b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014, ditetapkan bahwa pengembangan 
karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan 
mutasi sebagaimana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan 
Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah, 


c. bahwa mengingat kebutuhan untuk melaksanakan pengisian 
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di berbagai instansi 
pemerintah harus segera dipenuhi, maka sebelum ditetapkan 
peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
perlu diatur tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan 
tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah, 


d. bahwa... 
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Mengingat 


Menetapkan : 


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. 


: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 


Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 


Nomor 5494), 


MEMUTUSKAN 


PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA CARA PENGISIAN 
JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI 
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. 


Pasal 1 


Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan 
Instansi Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 


Pasal 2 


Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai 
pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam 
penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara 
terbuka. 

Pasal 3 


Setiap instansi Pemerintah wajib menerapkan prinsip dan 
menghindari praktek yang dilarang dalam sistem merit pada 
setiap pelaksanaan pengisian jabatan. 


Pasal 4 


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur 
tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. 


Agar ... 
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AMIR SYAMSUDIN 


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 477 


Salinan sesuai dengan aslinya 
Kementerian PANRB 
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Lampiran 1 PERATURAN MENTERI 
PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI 
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2014 
TENTANG TATA CARA PENGISIAN 
JABATAN PIMPINAN TINGGI DI 
LINGKUNGAN INSTANSI 
PEMERINTAH 


TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN 
INSTANSI PEMERINTAH 


I. PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 


Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan 
pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan 
lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan 
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, 
rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang 
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan dilakukan pada tingkat nasional. 


Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan 
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, 
rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau 
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. 


Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan 
rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah 
satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. 
Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui 
pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada 
sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi 
jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang 
dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil 
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna 
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau 
kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan tinggi 
harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dalam sistem merit, 
yaitu: 
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1. melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi 
yang terbuka dan adil, 


2. memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan 

setara, 

3. memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

setara dan menghargai kinerja yang tinggi, 

4.menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan 

kepedulian untuk kepentingan masyarakat, 

5. mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien, 

6. mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil berdasar- 

kan kinerja yang dihasilkan, 

7. memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara, 

8. melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh 

politis yang tidak pantas/tepat, 

9.memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil dari 

hukum yang tidak tidak adil dan tidak terbuka. 

Selain itu, terdapat 4 (empat) kategori yang dilarang dalam pelaksanaan 
kepegawaian, yaitu diskriminasi, praktek perekrutan yang melanggar 
sistem merit, upaya melakukan pembalasan terhadap kegiatan-kegiatan 
yang dilindungi (termasuk kepada peniup peluit/ whistleblower), dan 
pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang berdasarkan prinsip- 
prinsip sistem merit. Keempat kategori tersebut di atas apabila 
dijabarkan, maka praktek kepegawaian yang dilarang dalam sistem 
merit adalah sebagai berikut: 

1. melakukan tindakan diskriminasi terhadap Pegawai Aparatur Sipil 
Negara atau calon Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan suku, 
agama, ras, agama, jenis kelamin, asal daerah, usia, keterbatasan 
fisik, status perkawinan atau afiliasi politik tertentu, 

2. meminta atau mempertimbangkan rekomendasi kerja berdasarkan 
faktor-faktor lain selain pengetahuan atau kemampuan yang 
berhubungan dengan pekerjaan, 

3. memaksakan aktivitas politik kepada seseorang, 

4. menipu atau melakukan kegitan dengan sengaja dengan menghalangi 
seseorang siapapun juga dari persaingan untuk mendapatkan 
pekerjaan, 

5. mempengaruhi orang untuk menarik diri dari persaingan dalam 
upaya untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari 
seseorang, 

6. memberikan preferensi yang tidak sah atau keuntungan kepada 
seseorang untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari 
seorang calon Pegawai Aparatur Sipil Negara, 


210 & Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 
7. melakukan ... 


7. melakukan praktek nepotisme, antara lain mengontrak, 
mempromosikan dan mendukung pengangkatan atau promosi 
saudara atau kerabat sendiri: 

8. melakukan pembalasan terhadap Peniup Peluit (whistleblower), 

9. mengambil atau gagal mengambil tindakan terhadap Pegawai 
Aparatur Sipil Negara atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara 
yang mengajukan banding, keluhan atau pengaduan dengan atau 
tanpa memberikan informasi yang menyebabkan seseorang 
melanggar peraturan, 

10. melakukan diskriminasi berdasarkan perilaku seseorang yang tidak 
berkaitan dengan pekerjaan dan tidak mempengaruhi kinerja dari 
Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara, 

11. mengambil atau gagal mengambil tindakan kepada Pegawai Aparatur 
Sipil Negara yang jika mengambil atau gagal mengambil tindakan 
tersebut akan melanggar hukum atau aturan lainnya yang berkaitan 

langsung dengan pelanggaran prinsip-prinsip sistem 
merit, 

12. melaksanakan atau memaksakan kebijakan atau keputusan 
tertutup/kurang terbuka yang terkait dengan hak-hak Peniup 
Peluit/ whistleblower. 


Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna 
lebih menjamin pejabat pimpinan tinggi memenuhi kompetensi jabatan 
yang diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu dilakukan pengaturan 
mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka 
berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan 
karier PNS yang bersangkutan. 


. MAKSUD DAN TUJUAN 


Maksud disusun Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di 
lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai pedoman bagi instansi 
pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan 
pimpinan tinggi utama, madya dan pratama secara terbuka. 


Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan 
tinggi utama, madya dan pratama yang transparan, objektif, kompetitif 
dan akuntabel. 


SASARAN 


Sasaran disusunnya Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di 
lingkungan Instansi Pemerintah ini adalah terpilihnya calon pejabat 
pimpinan tinggi utama, madya dan pratama pada instansi pemerintah 
pusat dan daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem 
merit. 


D. Ruang... 
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D. RUANG LINGKUP 


Ruang lingkup Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di 
lingkungan Instansi Pemerintah meliputi pengaturan persiapan, 


pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi 
terbuka jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pusat dan 
daerah. 


E. PENGERTIAN 


Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 


1: 


10. 


Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai 
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- 
undangan. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan 
Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, 
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, 
dan nepotisme. 

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada 
instansi pemerintah. 

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Pimpinan Tinggi. 

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di 
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 


Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non- 
kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan 
lembaga non-struktural. 


11. Instansi ... 
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11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat 
daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, 
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan 
lembaga teknis daerah. 


12. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non- 
struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 


13. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang 
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil 
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 
umur, atau kondisi kecacatan. 


II. TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI 


Dalam melakukan pengisian lowongan jabatan pimpinan tinggi secara 
terbuka dilakukan tahapan sebagai berikut: 


A. Persiapan 
1. Pembentukan Panitia Seleksi 


a. Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di 
Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan berkoordinasi Komisi 
Aparatur Sipil Negara (KASN). 


b. Dalam hal KASN belum terbentuk maka: 


1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat berkoordinasi 
dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. 


2. Pejabat Pembina Kepegawaian Intansi Daerah berkoordinasi 
dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 


c. Panitia Seleksi terdiri atas unsur : 
1) pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan, 


2) pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas 
jabatan yang lowong, 


3) akademisi/pakar/profesional. 


d. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 memenuhi 
persyaratan: 


1) memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan 
jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, dan 


2) memiliki ... 
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2) memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi, 


e. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan 
paling banyak 9 orang. 


f. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling 
banyak 455. 


g. Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim 
penilai kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki 
pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah. 


2. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong. 


B. Pelaksanaan 


1. Pengumuman lowongan jabatan: 


a. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi agar 
diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui 
papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik 
(termasuk media on-line/internet). 

b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari 
kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. 

c. Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) pada Instansi Pusat: 

a) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya 
(setara dengan eselon Ia dan Ib) diumumkan terbuka dan 
kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional, 

b) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (setara 
dengan eselon Ila dan Ilb) diumumkan secara terbuka dan 
kompetitif paling kurang pada tingkat pada tingkat 
kementerian yang bersangkutan, 

c) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan 
pratama pada kementerian/lembaga dilakukan secara 
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan 
memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, 
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

2) pada Instansi Pemerintah Provinsi : 

a) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya diumumkan 
terbuka dan kompetitif kepada instansi lain paling kurang 
pada tingkat Provinsi, 

b) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat 
kabupaten/kota yang bersangkutan, dan/atau 
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, 


c) pengisian ... 
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3) 


c) pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama pada 
Instansi Pemerintah Provinsi dilakukan secara terbuka dan 
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan 
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta 
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota: 

a) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan 
secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat 
kabupaten/kota yang bersangkutan, dan/atau 
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, 

b) pengisian jabatan pimpinan pratama pada Instansi 
Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka dan 
kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan 
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta 
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 


d. Dalam pengumuman tersebut harus memuat : 


1) 
2) 


nama jabatan yang lowongan, 

persyaratan administrasi antara lain : 

a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai, 

b) fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki, 

c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang 
dilamar 

d) fotokopi SPT tahun terakhir, 

e) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir, 

f) riwayat hidup (CV) lengkap. 

persyaratan integritas yang dibuktikan dengan 

penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir): 

batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan 

kelengkapan administrasi, 

tahapan, jadwal dan sistem seleksi, 

alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang 

dapat dihubungi, 

prosedur lain yang diperlukan, 

persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang 

jabatan yang lowong, 

pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan 

dilamar minimal 5 tahun: 


10) lamaran ... 
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10) lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi, 

11) pengumuman ditandantangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau 
Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia 
Seleksi. 

2. Seleksi Administrasi : 

a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang 
mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia 
Seleksi. 

b. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pejabat pimpinan tinggi 
yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi 
berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan 
tinggi. 

c. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan 
perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang 
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing. 


d. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif 
antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan 
latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain 
yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki. 


e. Dapat Dilakukan secara online bagi pengumuman pelamaran 
yang dilakukan secara online, 
f. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia 
Seleksi. 
3. Seleksi Kompetensi : 
a. Dalam melakukan penilaian Kompetensi Manajerial diperlukan 
metode : 


1) untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama, 
menggunakan metode assessment center sesuai kebutuhan 
masing-masing instansi, 

2) untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode 
assessmen center secara lengkap dapat menggunakan metode 
psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau 
presentasi, 


3) standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh 
masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat 
dibantu oleh assessor: 

4) kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi. 

b. Dalam melakukan penilaian Kompetensi Bidang dengan cara : 

1) Menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode 
lainnya, 

2) Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh 
masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat 
dibantu oleh assessor. 


c. Standar ... 
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Cc. 


d. 


Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang ditetapkan 
oleh masing-masing instansi mengacu pada ketentuan yang ada 
atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan 
jabatan di instansi masing-masing. 
Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai 
Kompetensi kepada Panitia Seleksi. 


. Wawancara Akhir: 


a. 
b. 


Dilakukan oleh Panitia Seleksi 
Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar 
sesuai jabatan yang dilamar. 


. Wawancara bersifat klarifikasi/ pendalaman terhadap pelamar yang 


mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter. 


. Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna 


(user) dari jabatan yang akan diduduki. 


. Penelusuran (Rekam Jejak) Calon: 


a. 


b. 


Cc. 


d. 


Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman 
untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar. 
Menyusun instrumen/ kriteria penilaian integritas sebagai bahan 
penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur 
integritasnya. 

Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan 
klarifikasi dengan instansi terkait. 

Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja 
termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan 
lingkungan terkait lainnya 


. Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam 


jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan 
pengetahuan teknis intelejen. 

Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika 
diperlukan. 


. Hasil Seleksi: 


a. 


b. 


Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan 
menyusun peringkat nilai, 

Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada 
peserta seleksi, 

Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat 
Pembina Kepegawaian, 

Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian bersifat rahasia. 

Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi 
utama dan madya (setara dengan eselon Ia dan Ib) dan memilih 
sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk 
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
(Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur). 
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f. Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/ 
Gubernur) mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih 
Panitia Seleksi kepada Presiden. 

g. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi 
pratama (setara dengan eselon Ila dan IIb) dan memilih sebanyak 
3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan 
kepada Pejabat yang berwenang. 

h. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang 
telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
(Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/Walikota). 

i. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang 
dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali 
untuk jabatan yang serumpun. 

7. Tes Kesehatan dan psikologi: 


a. Tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan bekerjasama dengan 
unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi : 

b. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji 
kesehatan dan psikologi. 


8. Pembiayaan: 


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian 
jabatan pimpinan tinggi, agar instansi pusat dan instansi daerah 
merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara 
efisien pada DIPA masing-masing. 

C. Monitoring dan evaluasi 


1. Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus 
diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan 
pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan, 


2. status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi 
luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan 
perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan 
evaluasi kinerja, 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan 
laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi 
secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada: 

a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
bagi Instansi Pusat, 

b. Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi Intansi Daerah. 


D. Apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat SDM yang 
memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, instansi 
dapat pula menyelenggarakan promosi jabatan secara terbuka bagi 
Jabatan Administrator, Pengawas atau jabatan strategis lainnya sesuai 
dengan kebutuhan instansi masing-masing. 

E. Pejabat... 
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E. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah memasuki batas usia pensiun 

per-1l 
Februari 2014 tetapi diperpanjang karena pemberlakuan Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat 
dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi 
dan jabatan yang diduduki. 

F. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah mendudukijabatan 5 (lima) tahun 
atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian 
kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang 
diduduki. 

G. Dikecualikan dari ketentuan huruf E dan F bagi Pejabat Pimpinan 
Tinggi yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk 
menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun 
jabatan pimpinan tinggi. 

H. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menyampaikan 
permohonan kepada Presiden untuk membuka kesempatan bagi 
nonPNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI mengikuti seleksi terbuka 
dan kompetitif jabatan-jabatan tertentu sesuai peraturan 
perundangan. 

I. Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 
Utama, Madya dan Pratama sebelum terbentuknya KASN 
dilakukan oleh: 


1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, pada Instansi Pusat, 
2. Menteri Dalam Negeri, pada Instansi Daerah. 


J. Rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan disampaikan 
kepada 


Pejabat Pembina Kepegawaian 
oleh : 

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, pada Instansi Pusat, 

2. Menteri Dalam Negeri, pada Instansi Daerah dengan tembusan 
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi. 

K. Rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
huruf I 


bersifat 
mengikat. 
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ILMU HUKUM 
Dalam Simpul 


SIYASAH DUSTURIAH 


Siyasah Dusturiyah merupakan istilah yang umum dikenal 
dalam kajian pemikiran politik Islam. Disiplin ilmu ini selalu 
dijadikan paradigma ilmu pembanding dengan ilmu hukum positif 
yang berlaku di Indonesia. Jika semangat prinsip nilai-nilai Islam 
dan semangat asas-asas hukum positif yang berlaku di Indonesia 
sejalan, maka secara otomotasi pula ruh perundang-undangan di 
Indonesia mempunyai kompatibilitas dengan semangat yang 
dicita-citakan dalam Islam. Sejatinya siyasah dusturiyah 
merupakan tolak ukur konsep magasid syari'ah, seperti yang 
dikenal dengan istilah kulliyatul khamsah. Sikap al-Ouran dan 
Hadits dalam menyikapi persoalan kemanusiaan, tentunya bisa 
dikatakan “guite dynamic” asalkan tidak melanggar semangat 
pemeliharan tersebut. 


Pertanyaan sederhana dalam melihat prinsip dan asas hukum 
yang berlaku di Indonesia adalah, apakah didalamnya ada unsur 
yang melanggar prinsip-prinsip Islam? Atau malah prinsip-prinsip 
itu justru diperjuangkan dan di akomodasi oleh negara dan hukum, 
sehingga negara ini pantas disebut sebagai religious nation state. 
Artinya, sebuah negara yang beragama dan mengakomodasi tiap- 
tiap warga negara yang beragama untuk hidup berdampingan dan 
menjalankan kehidupan spiritual sebagai mana mestinya. 


Buku ini merupakan analisa terhadap birokrasi yang ada di 
Indonesia dan sedikit menyentuh pada bidang siyasah dusturiyah 
guna melihat kompatibilitas antara perundang-undangan di 
Indonesia dan prinsip-prinsip Islam. Juga merespon sejauh mana 
implikasi atas kehadiran UU ASN ini disertai penyelenggaraan dari 
pihak yang bertanggung-jawab dalam hal ini. Semoga buku ini bisa 
bermanfaat untuk semua kalangan, amiin. 
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